BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOB]I,

Menimbang : bahwa  untuk  tertibnya  pelaksanaan  Anggaran

Mengingat

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

| ¥
2.

o

10.

1L,

12.

Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wakatobi.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wakatobi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat
pengelola keuangan daerah yang  melakukan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda
adalah peraturan daerah Kabupaten Wakatobi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran.
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Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang
terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah adalah Bupati.

Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk  melaksanakan sebagian  kewenangan
penggunaan  anggaran dalam = melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
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keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit
kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
Pengguna Anggaran dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
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melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
mense jahterakan masyarakat.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
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Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang
antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

Hkmsetdawktb 0251006




58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib
dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk
memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat
lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta
dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa
ditawarkan oleh bank dan memiliki imbal jasa
berupa bunga deposito yang biasanya lebih tinggi
dari tabungan biasa.

Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai
masa berlakunya.

Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya
disingkat SBI adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem
diskonto/bunga.

Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas
kas non anggaran yang diterima (bersifat transit)
untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang
telah ditentukan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-

Hkmsetdawktb 0251006



68.

69.

70.

TE

72.

73.

74.

PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan
keuangan selaku bendahara umum daerah.

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir
yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-
SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi
jumlah pendapatan menurut akun, kelompok, dan
jenis pendapatan yang diisi dalam DPA-Pendapatan
SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-
Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan yang diisi dalam DPA
Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir
yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan
SKPD dalam tahun anggaran direncanakan yang
dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang
memuatjumlah belanja menurut kelompok dan jenis
belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub
kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian
Belan ja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah
formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-
Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah belanja
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek dari setiap program, kegiatan, dan
sub kegiatan SKPD.

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir
yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang
memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
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ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut UP merupakan Kkebijakan
Pemerintah  Daerah yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran
UP yang dilakukan oleh BUD.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,
yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk
Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya
disebut SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja
atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk
pembayaran gaji dan tunjangan, yang selanjutnya
disebut SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran atau bendahara
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pengeluaran pembantu untuk permintaan
pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD,
yang selanjutnya disebut SPP-LS PPKD adalah
dokumen  yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran
atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan,
yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan
yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa  pengguna  anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah  Membayar Langsung, yang
selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya
disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD
di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.
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Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya
dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
adalah belanja penunjang yang diberikan diluar
perhitungan biaya transportasi dan lumpsum dalam
melaksanakan perjalanan dinas serta belanja
kedinasan lainnya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas
Intern pada Institusi lain, yang selanjutnya disingkat
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang
selanjutnya  disingkat SPTJM  adalah  surat
pernyataan yang dibuat oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa bertanggung jawab atas kerugian negara
yang terjadi dan bersedia mengganti Kkerugian
negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang
selanjutnya  disingkat SPTJB adalah  surat
pernyataan yang dibuat oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas
segala pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang
dipimpinnya.

Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi
dokumen kontrak pengadaaan barang/jasa
termasuk biaya penunjang lainnya yang dapat
distribusi sebagai nilai aset.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya

disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
berpartisipasi dalam pembangunan demi

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
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Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh ASN dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam
kerja secara berturut-turut minimal 1 jam sehari.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan
Pendapatan Daerah adalah wajib pajak, wajib
retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan
pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah
Daerah.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten
Wakatobi ke tempat yang dituju untuk kepentingan
daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang diinstansi atau
lembaga tertentu, dimana isinya menugaskan
pegawai/staf dan/atau pihak lain untuk
melaksanakan suatu pekerjaan.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala
SKPD dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
Pejabat Negara, ASN, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan
kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat
daerah.

Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten
Wakatobi.

Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten
Wakatobi.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil
Bupati, DPRD, ASN, Pegawai pemerintah daerah
dengan status Non ASN dan pihak lain yang
melaksanakan perjalanan dinas.
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111. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculatedamount) dan
dibayarkan sekaligus.

112. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan
sementara waktu.

113. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah.

114. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi,
yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu
proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara
atau pegawai bukan bendahara yang merugikan
keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai
BUMD/BLUD.

115. Tuntutan  Perbendaharaan, yang selanjutnya
disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan
terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya
terdapat kekurangan perbendaharaan yang
merugikan daerah, maka yang bersangkutan
diharuskan mengganti kerugian.

116. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat
TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai
bukan Bendahara dengan tujuan menuntut
penggantian kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga
secara langsung atau tidak langsung, daerah
menderita kerugian.

117. Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas
belanja yang dibebankan pada APBD, setelah
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi
oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan
satuan kerja perangkat daerah berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada
waktu yang  disepakati dengan  pelunasan
pembayaran secara sekaligus.

118. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 3

Ketentuan mengenai format kelengkapan dokumen
pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh
SKPD sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2/~3 2025

BUPATI WAKATOBI,

—

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27~ 3 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

—

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR é
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengelolaan keuangan daerah serta tugas dari pejabat yang terlibat
dalam proses pengelolaan keuangan daerah:
A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah mempunyai kewenangan:

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan
rancangan Perda tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas

bersama,;
c) menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang
Perubahan APBD, dan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD;

d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah;

e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g) menetapkan KPA;

h) menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran,;

i) menetapkan pejabat yang Dbertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah;

k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian atas tagihan dan  memerintahkan
pembayaran;
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1) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) Selain kewenangan diatas, terdapat kewenangan lain yaitu
paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara
bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau
bendahara khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan
Perundang-undangan.

4) Dalam melaksanakan kekuasaan, Bupati melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat
Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian
internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
menerima atau mengeluarkan uang.

5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

B. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah mempunyai tugas:

a) koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b) koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda
tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

f) memimpin TAPD.

2) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling
sedikit meliputi:
a) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah,;
b) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; dan
c) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.
3) koordinator  pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
4) Koordinator dalam  pengelolaan keuangan daerah
merupakan terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris
Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
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mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

1) Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan
pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah, mempunyai tugas:

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah diatur dengan Peraturan Daerah,;

d) melaksanakan fungsi BUD; dan

e) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
berwenang:

a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c¢) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,;

d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e) melaksanakan pungutan pajak daerah,;

f) menetapkan anggaran kas dan SPD;

g) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;

h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

i) menyajikan informasi keuangan daerah;

j) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan

k) menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah.

3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain,
yaitu:

a) mengelola investasi;

b) menetapkan anggaran kas;

c¢) melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d) membuka rekening kas umum daerah;

e) membuka rekening penerimaan;

f) membuka rekening pengeluaran; dan

g menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat
melaksanakan pemungutan pajak daerah.
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5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat
langsung dari investasi tersebut.

6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan
investasi.

D. KuasaBUD
1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan
SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa
BUD.
2) Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3) Kuasa BUD mempunyai tugas:

a) menyiapkan anggaran kas;

b) menyiapkan SPD;

¢) menerbitkan SP2D;

d) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

f) menyimpan uang daerah;

g) melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/ menatausahakan investasi;

h) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
PA/KPA atas beban APBD;

i) melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k) melakukan penagihan piutang daerah.

4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a) menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan
menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun
Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b) melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan

c¢) menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
6) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,

dan/atau rentang kendali.

7) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang
kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

E. Pengguna Anggaran

1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai
tugas:
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a) menyusun RKA-SKPD;
b) menyusun DPA-SKPD;

¢) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

h) menandatangani SPM;

i) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya,

j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

2) Selain tugas diatas, Kepala SKPD selaku PA mempunyai
tugas lainnya, meliputi:

a) menyusun anggaran kas SKPD;

b) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli
daerah;

¢) menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah
(NPHD);

d) menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;

€) menyusun dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan Dbelanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening
kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah
tersebut; dan

f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a) menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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b) menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah
daerah (NPHD);

¢) menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;

d) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

e) menetapkan pembantu bendahara  penerimaan,
pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu
bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat
yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:

a) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya,;

b) hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan
sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

d) akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

e) kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang
harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai
dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai
akibat:
a) perjanjian atau perikatan;
b) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

d) piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang
dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi

Hkmsetdawktb 0251006



D1

sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen
atau agen pengadaan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

10) PA Dbertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah
dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk
melakukan pengelolaan keuangan.

F. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

2) Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau
rentang kendali.

3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan
dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh
Bupati.

4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan
terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati
atas usul Kepala SKPD.

6) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b) melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

c¢) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya; dan

g) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada
PA.

8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat
melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah
kepada KPA.
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9) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang
dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen
atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

11) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA
mempunyai tugas:
a) menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
b) menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus;

c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan;

d) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya,

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah,;

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h) menandatangani SPM;

i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k) mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya,

) menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD;

m) menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah; dan

n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas
untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang
telah diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA.

G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat
pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK.

2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
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3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA
meliputi:
a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan

pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit
SKPD;

b) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan; dan

¢) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai
ketentuan  Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

4) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan; dan

c¢) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan kepada PA/KPA.

5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;
b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan

c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

6) PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA

7) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

8) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/unit SKPD.

9) Pertimbangan penetapan PPTK  didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi.

10) PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA
dan/atau memiliki kemampuan mana jerial dan
berintegritas.

12) Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional
selaku PPTK.
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13) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai PPTK harus
memenuhi kriteria:

a) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

b) Kegiatan/subkegiatan yang dikelola berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi unit Kkerja dari pejabat
fungsional;

¢) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan.

H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD.

2) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang
lingkup tugas dan wewenang BLUD.

3) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai
yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu/ bendahara khusus, dan/atau
FPPTK.

4) PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang;

a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran;

b) menyiapkan SPM,;

c¢) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e) menyusun laporan keuangan SKPD.

5) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk
meneliti kelengkapan dan keabsahan.

6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 4,
PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya
yaitu:

a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan

SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh bendahara lainnya;

b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari
bendahara penerimaan; dan

c¢) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan
SPM.
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7) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas
penatausahaan keuangan SKPD.

I. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA, PA menetapkan PPK unit SKPD untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.

2) Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a) besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

b) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

c) dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui
pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

3) PPK unit SKPD mempunyai tugas:

a) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran pembantu;

b) menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu; dan

c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu.

4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran pembantu.

5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan
keabsahan laporan  pertanggungjawaban  bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu.

6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
angka 3, PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya
meliputi:

a) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari

bendahara penerimaan pembantu/bendahara lainnya;
dan

b) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

7) PPK unit SKPD bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
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a) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran
pembantu, dan bendahara lainnya.

b) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c¢) Menyiapkan SPM,;

d) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan
Bendahara lainnya;

e) Melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD
khusus;dan

f) Menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8) PPK unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural untuk men jalankan fungsi
penatausahaan keuangan unit SKPD.

9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu PPK unit SKPD.

J. Bendahara Penerimaan
1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
atas usul PPKD selaku BUD.

2) Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang
menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas

umum daerah, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

3) Selain tugas dan wewenang tersebut, bendahara
penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling
sedikit yaitu:

a) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

b) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

c) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

d) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

e) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA, Bupati dapat menetapkan bendahara
penerimaan pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan.
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5) Bendahara penerimaan pembantu pada wunit SKPD
diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

6) Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan Bupati.

7) Tugas dan wewenang tersebut paling sedikit meliputi:

a] menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara
elektronik;

b) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c¢) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

d) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

e) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

f) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

8) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan
pembantu bertanggung jawab secara administratif dan
fungsional.

9) Bendahara penerimaan bertanggung jawab  secara
administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

10) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan
pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

11) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

12) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan
pada unit SKPD dan disampaikan kepada bendahara
penerimaan.

13) Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara
penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pendapatan daerah.
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14) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

15) Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
bendahara penerimaan.

16) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan
disebut pembantu bendahara penerimaan.

K. Bendahara Pengeluaran
1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

2) Bendahara pengeluaran termasuk bendahara khusus yang
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang;

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP UP, SPP GU, SPP T1, dan SFP LS;

b) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

¢) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya,;

d) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,;

f) membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan

gl memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
angka 3, bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi:

a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

b) memeriksa kas secara periodik;

¢) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dari bank;

d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja
atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal,;

e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan
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f) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada
SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,
Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran
pembantu.

6) Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan
wewenang;

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP TU dan SPP LS;

b) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari
bendahara pengeluaran;

c) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU
yang dikelolanya;

e) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f) meniliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

h) membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
bendahara pengeluaran secara periodik.

7) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
angka 6, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas
dan wewenang lainnya meliputi:

a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

b) memeriksa kas secara periodik;

¢) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dari bank;

d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja
atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan; dan

e} menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan.

8) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi
bersifat khusus.

9) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan bendahara pengeluaran.
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10) Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

11) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantu bertanggung jawab secara administratif dan
fungsional.

12) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

13) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran
pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

14) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

15) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran
pada unit SKPD dan disampaikan kepada bendahara
pengeluaran.

16) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara
pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja daerah.

17) Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

18) Pegawai yang membantu bendahara  pengeluaran
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

19) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
dilarang;

a) melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjualan jasa;

b) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan,
dan/atau penjualan jasa;

¢) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung; dan

d) larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan
bendahara khusus.

20) Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 19,
dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
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dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

L. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

2) TAPD beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan
pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

3) TAPD mempunyai tugas:
a) membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b) menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;

¢) menyusun dan membahas rancangan PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;

d) melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e) membahas rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f) membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

g) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan
rancangan perubahan DPA-SKPD;

h) menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

4) Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan
instansi sesuai dengan kebutuhan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

A. Asas Umum Pelaksanaan APBD

1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening
kas umum daerah yang dikelola oleh BUD.

2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan melalui
rekening kas umum daerah, pencatatan penerimaan dan
pengeluaran daerah  dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan dari PA.

3) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD, dilakukan melalui  penelitian
kelengkapan dokumen laporan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
dapat dilakukan secara elektronik diantaranya memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen.

PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran,
dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada angka 6
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil
yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan
pejabat yang bersangkutan.

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA
dan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengeluaran tersebut dapat dilakukan jika dalam keadaan
darurat melalui pergeseran anggaran yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
angka 12 ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip
ekonomis, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bupati menetapkan pejabat pelaksana APBD pada seluruh
SKPD tanpa mencantumkan tahun anggaran, antara lain:
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a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD);

c¢) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
d) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA);

e) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKR-D);

f) Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan
kepada KPA;

g) Bendahara Penerimaan;
h) Bendahara Penerimaan Pembantu;
i) Bendahara Pengeluaran;

j) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;

k) Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK);
dan

) Bendahara Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan
setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

1) Pembukaan RKUD

Kepala Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah, menetapkan bank umum yang sehat sebagai bank
penempatan RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditindaklanjuti dengan
perjanjian kerja sama antara BUD dengan bank umum
yang bersangkutan.

Penetapan bank umum yang sehat sebagai bank
penempatan RKUD harus mempertimbangkan paling
sedikit reputasi bank, pelayanan bank dan manfaat.

PPKD selaku BUD kemudian membuka RKUD pada bank
umum yang ditunjuk oleh Bupati.

2) Pembukaan rekening SKPD

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan pengeluaran
kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas
nama bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu pada bank yang sama dengan RKUD sesuai

Hkmsetdawktb 0251006



-34-

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
belanja daerah.

Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD seperti
uang persediaan, tambahan uang persediaan, atau dana LS
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.

Rekening bendahara pengeluaran SKPD dibuka atas nama
bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran
pembantu SKPD.

3) Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek.

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum
digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk
investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek bisa dilakukan dengan 3 (tiga) cara
yaitu melalui deposito, surat utang negara, dan sertifikat
Bank Indonesia.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas
keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan
publik;

b) sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu
bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-
benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle
cash);

c¢) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada
investasi jangka pendek kepada Bupati;

d) rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ mencakup jumlah dana yang akan
diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan
hasil analisa pemilihan investasi;

e) berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan
BUD atas rencana investasi jangka pendek, Bupati
menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih
dengan menerbitkan keputusan Bupati;

f) berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf e, BUD menerbitkan surat perintah
pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam
investasi yang dipilih; dan

g) investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lambat per 31 desember.

4) Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
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penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.
Proses penatausahaan memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Bagian 1 : Penerimaan RKUD

a) Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain
yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada
sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor

bukti.
b) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

¢) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada
Buku Kas Umum.

Bagian 2 : Pengeluaran RKUD

a) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D
didasarkan pada dokumen Surat Perintah Membayar
(SPM) yang diterbitkan oleh PA/KPA.

b) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada
Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom
tanggal dan kolom nomor bukti.

5) Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

a) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas
umum daerah yang berada dalam pengelolaannya.
Bendahara umum daerah menyampaikan laporan
tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas
umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat
laporan BUD.

c¢) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam
bentuk:

1. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH);
2. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan
setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada
Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

d) Disamping laporan-laporan diatas, Bendahara Umum
Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan
dan bukan dijadikan laporan kepada Bupati. Register
SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yagn terintegrasi.
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C. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk dilaporkan pada
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

a) pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan
pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPN;

b) potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala
desa/perangkat desa dan pegawai lainnya, simpanan
peserta taspen, PPh Pasal 21, taspen, iuran jaminan
kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran
jaminan kematian; dan

c¢) jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari
transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah
sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang
tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada
akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas
transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian
aktivitas transitoris sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD,
Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

1) Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
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peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak
atas pembayaran belanja melalui UP/GU /TU /LS.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan
seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara.

c¢) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan
pada buku terkait.

2) Pengelolaan kas transitoris di Kuasa BUD

a) Kas transitoris yang melekat pada transaksi
Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan
potongan-potongan lainnya dari belanja  yang
menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh
Bank.

b) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening
pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga
melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD
ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

D. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Yang Tidak Melalui

RKUD
1) Pencatatan dan pengesahan penerimaan yang tidak melalui
RKUD yaitu:

a) berdasarkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap,
Bendahara yang berwenang menyusun laporan realisasi
penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan
menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA yang
ditembuskan kepada Kepala SKPD;

b) Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan surat
permintaan pengesahan penerimaan yang tidak
dilakukan melalui RKUD dilampiri laporan realisasi
penerimaan kepada BUD;

c) berdasarkan surat permintaan pengesahan penerimaan
yang tidak dilakukan melalui RKUD dari Kepala SKPKD
selaku PA, BUD menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan Transfer (SP2T) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan/atau informasi yang diterima langsung oleh
BUD dari pemerintah, BUD menerbitkan SP2T sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e} berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan
pencatatan penerimaan yang tidak dilakukan melalui
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RKUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2) Pencatatan dan pengesahan pengeluaran yang tidak
dilakukan melalui RKUD yaitu:

a)

b)

d)

g

h)

Bendahara yang berwenang melaksanakan pengeluaran
yang tidak dilakukan melalui RKUD dengan melakukan
tahapan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam dokumen pembayaran, dan menguji
ketersediaan dana untuk pengeluaran yang tidak
dilakukan melalui RKUD;

dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak terpenuhi, Bendahara yang berwenang dapat
menolak permintaan pengeluaran belanja dari PA/KPA
dan PPTK;

Bendahara yang berwenang mencatat setiap terjadi
transaksi belanja pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku
Pembantu Pajak;

Bendahara yang berwenang menyusun Laporan
Realisasi belanja berdasarkan buku kas umum
dan/atau buku pembantu, informasi penerimaan yang
tidak dilakukan melalui RKUD, dan rekapitulasi
realisasi belanja;

Bendahara yang berwenang menyampaikan laporan
realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala
SKPD/Pejabat lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan untuk mendapat persetujuan
dengan melampirkan antara lain nota permintaan
pembayaran, dan bukti-bukti belanja yang lengkap dan
sah;

Laporan realisasi belan ja serta lampirannya
sebagaimana dimaksud pada huruf e serta Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pejabat
penanggung jawab anggaran, disampaikan kepada PA
melalui PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi;

PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi
laporan realisasi pengeluaran yang tidak dilakukan
melalui RKUD;

Verifikasi dilakukan untuk menguji:

1. kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti-
bukti belanja;

2. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD
setiap bulan;

3. kesesuaian belanja dengan DPA SKPD, dan
informasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui
RKUD dari kantor pelayanan perbendaharaan
negara,
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4. kesesuaian SPTJM yang ditandatangani oleh
PA/KPA/Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dengan informasi
alokasi anggaran dan penggunaan dana yang tidak
dilakukan melalui RKUD.

dalam hal hasil verifikasi tidak terpenuhi, PPK-SKPD
melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan
laporan  rekapitulasi realisasi belanja  kepada
PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk diperbaiki;

Hasil perbaikan atas verifikasi disampaikan kembali
oleh PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan melalui Bendahara
Pengeluaran SKPD kepada PPK SKPD;

k) berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

l)

huruf j, PPK SKPD menyiapkan Surat Permintaan
Pengesahan Belanja (SP2B) selanjutnya, disampaikan
kepada PA untuk ditandatangani;

PA menyampaikan SP2B yang dilampiri rekapitulasi
belanja kepada BUD untuk menjadi dasar penerbitan
Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD; dan

m) SPB sebagaimana dimaksud pada huruf |, menjadi

dasar PA melakukan pencatatan realisasi belanja sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Yang Tidak Melalui
RKUD dapat berlaku lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

E. Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

1)

3)

4)

5)

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD
berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan
kegiatannya.

Rencana anggaran kas SKPD disusun bersamaan saat
penyusunan rancangan DPA-SKPD.

Rencana anggaran kas SKPD disampaikan kepada Kuasa
BUD.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran
kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya
rencana anggaran kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana
angggaran kas SKPD dengan menggunakan instrumen
verifikasi antara lain:

a) sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam rancangan
DPA-SKPD;

b) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam rancangan DPA-SKPD.
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6) Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD
yang telah diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas
pemerintah daerah.

7) Rancangan anggaran kas dimaksud disampaikan kepada
PPKD selaku BUD.

8) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas
pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak
dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah
diterima.

F. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

1) Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a) Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan
menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling
lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD ditetapkan.

b) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya
memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap
Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD
meliputi:

1. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
PA;

2. rencana pendapatan yang akan dipungut dan

diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan;

3. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,
kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang
disediakan;

4. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

n

rencana penarikan dana setiap SKPD;

6. batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak
diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk
diverifikasi oleh TAPD; dan

7. batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD.
2) Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan
surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan
DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat
6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:
a) rancangan ringkasan DPA-SKPD;
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b) rancangan DPA-pendapatan SKPD;

¢) rancangan DPA-belanja SKPD;

d) rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan
e) rancangan DPA-pembiayaan SKPD.

3) Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-
SKPD

a) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKS
menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD
untuk dilakukan verifikasi.

b) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD
paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya
rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD
dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
1. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati

dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan;
2. Analisis standar belanja;
3. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Standar teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
5. Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat
c¢) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-
SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan
menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.
d) TAPD menyampaikan rancangan DPA-SKPD yang telah
disempurnakan kepada APIP untuk dilakukan reviu.

4) Reviu Rancangan DPA-SKPD

a) APIP melakukan reviu atas rancangan DPA-SKPD paling
lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya rancangan DPA-
SKPD.

b) Hasil reviu asa rancangan DPA-SKPD disampaikan

kepada TAPD untuk mendapat persetujuan Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD.

5) Persetujuan dan Pengesehan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesehan DPA-SKPD atas rancangan

DPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris
Daerah.

6) DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

G. Surat Penyediaan Dana
1) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai
kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

2) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

a) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai
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perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau

b) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

5) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan
anggaran kas pemerintah daerah.

6) Rancangan SPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD
untuk disahkan.

7) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

H. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah
1) Penetapan Pendapatan

a) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati
atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan
dokumen penetapan pendapatan daerah.

b) Penetapan pendapatan dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D};

2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
4

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB); dan

5. dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c¢) Surat ketetapan pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu sebagai dasar penagihan.

d) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh
petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

e) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas
penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen
penetapan.

2) Penagihan Pendapatan

Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan
cara manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital
dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-
langkah penagihan adalah sebagai berikut:

a) petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke
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pihak ketiga;
penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan.
Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

1. petugas pemungut menyampaikan dokumen
penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak
ketiga;

2. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yang ditandatangani oleh pihak ketiga; dan

3. petugas pemungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan
dengan cara:

1. petugas pemungut mengirim surat elektronik
penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;

2. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-
SKPD dan bendahara  penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu atas pengiriman surat
elektronik pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan
notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak
ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar
pendapatan daerah.

3) Penerimaan Pendapatan

a)

b)

Penerimaan pendapatan melalui bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu secara
tunai, dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan
dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan
kewa jibannya kepada bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

2. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu melakukan validasi dengan meneliti
kesesuaian antarajumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen

penetapan.
3. Atas penerimaan pendapatan tersebut, bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu

menerbitkan Tanda  Bukti Penerimaan dan
menyerahkan kepada pihak ketiga.
Penerimaan pendapatan melalu1 rekening operasional
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara
non tunai dilakukan sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu menerima nota kredit/notifikasi
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perbankan atas penerimaan pendapatan

2. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu melakukan validasi bukti penerimaan
sebagai berikut:

a. Meneliti nota kredit/nofitikasi perbankan,;

b. Melakukan verifikasi untuk mengetahui
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan pada
dokumen penetapan.

3. Wayjib pungut yang melakukan pembayaran langsung
pajak daerah dan retribusi daerah diwajibkan
mencantumkan jenis pajak, nama usaha, nama wajib
pungut, periode pajak dan tahun pajak.

4. Penerimaan daerah dari rekening operasional
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara
non tunai dianggap sah setelah bendahara
penerima/bendahara penerimaan pembantu
melakukan validasi.

5. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu memberikan Tanda Bukti Penerimaan
kepada pihak ketiga yang telah melakukan
pembayaran.

c¢) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,
dilakukan dengan cara:

1. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu menerima nota kredit/notifikasi
perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan
SKPD;

2. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu melakukan validasi sebagai berikut:

a. Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan
atas penerimaan penerimaan yang diterima
langsung RKUD;

b. Dalam hal penerimaan pemberitahuan/nofitikasi
tidak diinformasikan secara otomatis, maka
Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti
transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung RKUD;

c. Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan.

3. Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non
tunai dianggap sah setelah bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
melakukan validasi.

d) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat
dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga
dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang
disediakan oleh penyedia jasa pembayaran dari lembaga
keuangan bank dan non bank.

e) Pembayaran secara online berupa mekanisme Elecronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
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mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/barcode, tapping,
Elecronic Data Capture (EDC), Cash Management System
(CMS), dan transaksi berbasis elekronik lainnya.

f) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan
Bank.

4) Penyetoran Pendapatan

a) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi
geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan,
serta kondisi objektif lainnya.

b) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui
rekening operasional penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah, Bank persepsi yang ditunjuk, dalam hal
ini Bank Sultra Cabang Wakatobi wajib melakukan
pemindahbukuan dari rekening operasional penerimaan
pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat 1 x 24
jam ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wakatobi
setiap harinya.

I. Pembukuan Bendahara Penerimaan

1) Pembukuan atas penerimaan tunai

a) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai
berdasarkan Tanda Buktu Penerimaan (TBP) pada Buku
Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode
rekening pendapatan.

b) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai
ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
pengeluaran.

¢) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

2) Pembukuan atas penerimaan di rekening operasional
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara Non
Tunai
a) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu mencatat penerimaan di rekening operasional
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
berdasarkan tanda bukti penerimaan yang sudah
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divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

b) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non
tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas
Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

c¢) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

3) Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

a) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan
bukti penerimaan yang sudah divalidasi pada Buku Kas
Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran
sesuai dengan kode rekening pendapatan.

b) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu mencatat baik secara elektronik, maupun

secara manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

J. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

1) Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 : Bendahara Penerimaan Pembantu

a) Setiap akhir bulan, bendahara penerimaan pembantu
melakukan penutupan BKU.

b) Bendahara penerimaan pembantu menyusun laporan
penerimaan dan penyetoran.

c¢) Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register
STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

d) Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan BKU,
laporan penerimaan dan penyetoran, dilampiri dengan
register STS dan bukti penerimaan yang sah dan
lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian 2 : Bendahara Penerimaan

a) Setiap akhir bulan, bendahara penerimaan melakukan
penutupan BKU.

b) Bendahara penerimaan menyusun laporan penerimaan
dan penyetoran.

¢) Bendahara penerimaan menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap
dan sah.

d) Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban
yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

e) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi
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dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh bendahara penerimaan pembantu.

f) Bendahara penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang
merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

2) Tahap Penyampaian LPJ Administratif

a) Bendahara  penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

BKU

Laporan Penerimaan dan Penyetoran

Register STS

Bukti Penerimaan dan Penyetoran yang lengkap dan

sah

5. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu

b) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara
Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaanya yang terdokumentasi dalam buku
atau laporan terkait.

2. Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait.

3. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses penerimaan pendapatan dan
penyetorannya.

¢) Jika PPK-SKPD menemukan ketidak sesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan
kepada bendahara penerimaan.

d) Setelah LPJ bendahara penerimaan dinyatakan sesuai
dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK- SKPD
akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan
menyampaikan LPJ bendahara penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

e) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi
terhadap LPJ bendahara penerimaan yang telah
diverifikasi.

=R

3) Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

a) Bendahara penerimaan setelah menerima notifikasi
persetujuan  (approval), menyampaikan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
PPKD selaku BUD.

b) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsiliasi penerimaan.
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K. Rekonsiliasi Penerimaan

Setelah menerima LPJ bendahara penerimaan, PPKD selaku
BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ
dengan mutasi RKUD.

2) Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidak sesuaian
dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD
meminta perbaikan kepada bendahara penerimaan SKPD.

3) Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-
transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu.

4) PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi
pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan.

5) PPKD selaku BUD melakukan analisis deskriptif terkait
capaian realisasi penerimaan.

L. Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah
dan/atau retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan
Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagai dasar pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun
yang sama, dilakukan dengan ketentuan dan tahapan sebagai
berikut:

1) Wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain (pihak yang
mengajukan permohonan pengembalian di luar wajib pajak
dan wajib retribusi) menga jukan permohonan
pengembalian kelebihan pendapatan kepada Bupati melalui
Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan melampirkan
dokumen pendukung yang lengkap dan sah.

2) Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Badan
Pendapatan Daerah melakukan verifikasi dan validasi
terhadap surat permohonan dan dokumen pendukungnya

untuk:
a) Memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar
pengajuan;

b) Memastikan unsur penyebab pengajuan penagihan; dan
c¢) Memastikan perhitungan kelebihan pendapatan atas
penerimaan daerah.

3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi
dokumen serta perhitungan dinyatakan sesuai, lengkap,
dan sah, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan
SKLB atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan SKLB atau dokumen lain yang dipersamakan,
Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat
permohonan pembayaran pengembalian kelebihan
pendapatan atas penerimaan daerah dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.

Berdasarkan surat permohonan tersebut, PPKD selaku
BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2)
untuk  pengembalian  kelebihan  pendapatan  atas
penerimaan daerah.

Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang
sama, bendahara  penerimaan SKPD melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi
kesalahan pencatatan penerimaan daerah.

Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun
yang sama, bendahara pengeluaran SKPKD/bendahara
pengeluaran BKAD memproses pengajuan LS pengembalian
atas kelebihan pendapatan daerah dan dibebankan pada
rekening Belanja Tidak Terduga (BTT).

M. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

1)

2)

3)

4)

o)

6)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti
tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran
daerah.

Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk untuk belanja
wajib dan mengikat, keperluan keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat
diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara
pengeluaran dapat melakukan pembayaran secara
sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau
penerima lainnya dan/atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

Pemberian uang panjar dilakukan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke
rekening PPTK dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota Pencairan
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Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

7) Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi
pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang
panjar dimaksud kepada bendahara pengeluaran melalui
transfer ke rekening bendahara pengeluaran.

8) Dalam hal wuang panjar lebih kecil dari realisasi
pembayaran belanja, bendahara pengeluaran membayar
kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

N. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui
Tahun Anggaran

1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
dapat terjadi akibat:

a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang
telah terselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun
berkenaan,;

b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

c¢) keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau
penyedia barang/jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure) sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan

d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

2) Pelaksanaan pembayaran tersebut melalui mekanisme
perubahan APBD.

3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

O. Belanja Wajib dan Mengikat

1) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
berkenaan seperti:

a) pembayaran gaji ASN;
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b) pembayaran gaji P3K paruh waktu;

c) pembayaran jasa listrik;

d) pembayaran jasa air;

e} pembayaran jasa internet;

f) pembayaran iuran jaminan kesehatan;

g) pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
h) pembayaran iuran jaminan kematian.

2) Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya  kelangsungan  pemenuhan  pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak
ketiga.

3) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

P. Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah

1) Pembiayaan daerah terdiri atas:
a) penerimaan pembiayaan; dan
b) pengeluaran pembiayaan.
2) Penerimaan Pembiayaan teresbut bersumber dari:
a) SiLPA;
b) pencairan dana cadangan;
c¢) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d) penerimaan pinjaman daerah;

e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
dan/atau

f) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk
membiayai:

a) pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b) penyertaan modal daerah;

c) pembentukan dana cadangan;

d) pemberian pinjaman daerah; dan/atau

e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4) Pelaksanaan dan  pentausahaan penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala
SKPKD. Dan dilakukan melalui RKUD.
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Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan,
Kuasa BUD berkewa jiban untuk:

a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh Kepala SKPKD;

b) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran
pembiayaan yang  tercantum = dalam = perintah
pembayaran;

c¢) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

Q. Penetapan Besaran Uang Persediaan

1)

2)

3
)

S)

6)

7)

8)

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
SKPD.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan
tidak menggunakan mekanisme LS.

Besaran UP terdiri dari UP tunai dan UP KKPD

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPD diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan

perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan
LS dan TU.

Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan
LS dan TU dimuat dalam rencana pencairan dana yang
diajukan oleh PA kepada BUD untuk diverifikasi yang berisi
rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS, UP/GU, dan TU.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

Keputusan Bupati tentang Besaran UP ditetapkan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun anggaran dan
dilampiri dengan rencana pencairan dana SKPD yang telah
diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui oleh PPKD.

R. Permintaan Pembayaran

1)

Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
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a) Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP UP sesuai
dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK
Bupati.

b) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan
pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.

c) Dokumen SPP-UP terdiri dari:

1. surat pengantar SPP-UP;

2. ringkasan SPP-UP;

3. rincian SPP-UP;

4. SK Bupati tentang Besaran UP;
5. salinan SPD; dan

6

.draft Pernyataan pengajuan SPP-UP  untuk
ditandatangani oleh PA.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

a) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan
oleh bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti
(5

b) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA
melalui PPK-SKPD dilampiri surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban UP.

c) Besaran GU adalah sebesar UP yang
dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.

d) Dokumen SPP-GU terdiri dari:

1. surat pengantar SPP-GU;

2. ringkasan SPP-GU;

3. rincian SPP-GU;

4. laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP

disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap
dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait;

5. draft surat pernyataan pengajuan SPP-GU untuk
ditandatangani oleh PA; dan

6. salinan SPD.

e) Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat
dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud huruf d
angka 4 disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk
kepentingan administrasi dan keperluan pemeriksaan
aparat pengawas fungsional.

f) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara
pengeluaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
dalam sebulan disesuaikan kebutuhan dan ketersediaan
dana.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan
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kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

b) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan
oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam
rangka tambahan uang persediaan.

c) Dalam rangka pengajuan SPP-TU, PPTK menyusun
TOR/KAK yang minimal memuat jadwal kegiatan dan
rincian rencana penggunaan dana TU dan disampaikan
kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

d) Setelah mendapatkan persetujuan, PA mengajukan
permohonan pengajuan TU kepada PPKD yang dilampiri
dengan TOR/KAK untuk disetujui.

e) Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagai
dasar pengajuan permintaan pembayaran TU.

f) Pengajuan SPP-TU hanya untuk membiayai:

1. kegiatan yang sifatnya mendesak; dan
2. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU.

g) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6
berdasarkan rencana pencairan dana yang telah
disetujui oleh PPKD.

h) Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana
pencairan dana dengan melalui mekanisme TU, namun
pelaksanaannya telah selesai maka mekanisme
pembayaran dapat dilakukan melalui LS dengan
melampirkan alasan perubahan tersebut.

i) Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana
dimaksud pada angka 6 huruf a diperuntukan dalam
rangka menunjang tugas SKPD yang sifatnya mendesak
dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

j) Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU
sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b
digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang
merupakan satu kesatuan aktifitas/ pengelompokan
belan ja.

k) Dokumen SPP-TU terdiri dari:

1. surat persetujuan TU oleh PPKD;
surat pengantar SPP-TU,
ringkasan SPP-TU;

rincian rencana penggunaan TU;

salinan SPD;

o v A W

draft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU
untuk ditandatangani oleh PA; dan

7. surat keterangan TU.

) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor
ke RKUD dilampiri dengan rincian penggunaan dana.
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m) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan
untuk:

1. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)
bulan;

2. kegiatan yang mengalami penundaan darijadwal yang
telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di
luar kendali PA/KPA yang dibuktikan dengan
dokumen pendukung yang sah.

4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk:

a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.

2. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS;

d. salinan SPD; dan

e. lampiran SPP-LS.

3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji

dan tun jangan serta penghasilan lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (5),
mencakup:

a. pembayaran gaji induk;
gaji susulan;
kekurangan gaji;

gaji terusan,;

o a0 T

surat keputusan pengangkatan calon pegawai

negeri sipil;

f. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri
sipil;

g. surat keputusan kenaikan pangkat;

h. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;

i. kenaikan gaji berkala;

j. surat pernyataan pelantikan;

k. surat pernyataan mendudukijabatan,;

1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
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surat keterangan pembayaran tunjangan
keluarga/kartu permohonan penambahan
penghasilan pegawai negeri sipil (KP4);

fotokopi surat nikah;

o. fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran
(SKPP) gaji;

surat keterangan masih sekolah/kuliah;
surat pindah;

surat kematian;

e-billing; dan

Peraturan Perundang-undangan mengenai
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta
gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati.

4. Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud pada
angka 3 huruf p dilengkapi dengan:

a.

b.

g.

Surat Keputusan Pensiun Asli bagi pegawai yang
pensiun;

SK Pindah;
SKPP dari SKPD;

pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga)
lembar;

surat keterangan bebas barang milik daerah,;

surat pernyataan bebas kredit dari bank untuk
pegawai yang pindah keluar Kabupaten; dan

surat keterangan bebas temuan untuk pegawai
yang pindah keluar Kabupaten.

5. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran
gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

b) Pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan
barang/jasa
1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan
barang/jasa untuk disampaikan kepada bendahara
pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan
pembayaran.
2. Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa terdiri dari:

a.

b
C.
d
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rincian SPP-LS; dan
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3. Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa

mencakup:

a. salinan SPD;

b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah
ditandatangani wajib pajak (untuk belanja kena
pajak);

c. surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan
barang/jasa antara PA/KPA dengan pihak ketiga
(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

d. Nota/bukti pembelian/pembayaran untuk
pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp10.000.000,00 atau Kuitansi untuk
pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp50.000.000,00;

e. surat perintah mulai kerja (SPMK) (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

f. fotokopi nomor pokok wajib pajak
perusahaan/penyedia (untuk belanja kena
pajak);

g. fotokopi rekening bank a.n.
perusahaan/penyedia;

h. surat perjanjian kerja sama (PKS) antara
pemerintah daerah dengan pihak ketiga (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

i. berita acara kemajuan pekerjaan yang
ditandatangani oleh KPA, pihak ketiga dan
konsultan pengawas dan/atau direksi teknis
yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD
(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

j-  Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh
KPA, konsultan pengawas, pihak ketiga dan
direksi teknis bila ada (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

k. setiap tahap permintaan pembayaran termin dan
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permintaan pembayaran 100% (seratus persen)
harus melampirkan back up data kemajuan
realisasi hasil pekerjaan (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

fotokopi sah surat jaminan uang
muka/pelaksanaan dan/atau jaminan
pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan
yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga
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keuangan non bank (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

berita acara penyelesaian pekerjaan untuk
pekerjaan konstruksi (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

berita acara serah terima barang /jasa (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

berita acara pembayaran (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

kwitansi bermeterai, nota/faktur yang
ditandatangani pihak ketiga dan PPK serta
disetujui oleh PA/KPA (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp10.000.000,00);

surat jaminan bank atau yang dipersamakan
yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga
keuangan non bank (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

surat angkutan atau konosemen apabila
pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah
kerja (khusus untuk pengadaan barang/jasa
diatas Rp50.000.000,00);

surat pemberitahuan potongan denda
keterlambatan pekerjaan dari PPK apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan (khusus

untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

foto/buku /dokumentasi tingkat
kemajuan /penyelesaian pekerjaan (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas

Rp50.000.000,00);

screenshot Penilaian Kinerja Penyedia melalui
aplikasi SPSE untuk pencairan 100% (kecuali
pengadaan barang/jasa yang melalui mekanisme
pencatatan);

potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek)

(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
RpS50.000.000,00); dan

khusus untuk pekerjaan konsultan yang
perhitungan harganya menggunakan biaya
personil (billing rate) berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dan tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta
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bukti kas dan bukti pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

4. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c
digunakan sesuai peruntukannya dan dicantumkan
dalam resume kelengkapan dokumen pembayaran LS
barang/jasa, dan disimpan pada SKPD yang
bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

5. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan
tersebut tidak lengkap, maka bendahara pengeluaran
mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

6. Bendahara pengeluaran menga jukan SPP-LS
sebagaimana kepada PA setelah ditandatangani oleh
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui
PPKSKPD.

7. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan oleh
bendahara pengeluaran pembantu dalam hal PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

8. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengadaan barang/jasa oleh bendahara
pengeluaran/bendahara  pengeluaran  pembantu,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

c¢) Pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undang
1. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada
pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh
bendahara pengeluaran guna memperoleh
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.
2. SPP LS tersebut digunakan untuk pembayaran antara
lain:
a. hibah berupa uang;
bantuan sosial berupa uang;
bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD);

bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

o B & O

belanja tidak terduga untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun
anggaran sebelumnya; dan

f. pembayaran kewajiban pemda atas putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK.

3. Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
terdiri dari:
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surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;
rincian SPP-LS;

salinan SPD; dan
lampiran SPP-LS.

4. Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka
3 huruf e, mencakup:

a.
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hibah berupa uang:

1) surat keputusan bupati tentang penerima
hibah;

2) NPHD;

3) proposal penggunaan;

4) pakta integritas;

5) fotokopi rekening penerima hibah;

6) fotokopi KTP ketua dan bendahara penerima
hibah;

7) fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah
kepada panitia pembangunan masjid);

8) laporan realisasi penggunaan dana hibah
tahap sebelumnya;

9) SPTJM,;
10) bukti kas; dan

11) dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

bantuan sosial berupa uang;:

1) keputusan bupati tentang penerima bansos;
2) proposal;

3) fotokopi rekening penerima bansos;

4) fotokopi KTP penerima bansos;

5) bukti kas;

6) SPTJM,;

7) bukti kas; dan

8) dokumen  kelengkapan lain  berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa (ADD):

1) peraturan bupati tentang tata cara pembagian
dan penetapan besaran alokasi dana desa di
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;

2) rekomendasi dari dinas yang membidangi
pemerintahan desa;

3) surat permohonan pencairan dari kepala desa;
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4) SPTJM kepala desa;

5) pakta integritas;

6) fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;
7) NPWP desa;

8) fotokopi rekening desa;

9) rincian penggunaan dana desa;

10) SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III);

11) realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk
permintaan tahap IlI);

12) bukti kas; dan

13) dokumen kelengkapan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

bagi hasil pajak dan retribusi daerah:

1) peraturan bupati tentang tata cara pembagian
dan penetapan besaran bagi hasil pajak dan
retribusi daerah setiap desa di Kabupaten
Wakatobi;

2) rekomendasi dari dinas yang membidangi
pemerintahan desa;

3) surat permohonan pencairan dana dari kepala
desa;

4) surat pelunasan PBB;
5) SPTJM kepala desa;
6) bukti kas; dan

7) dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

belanja tidak terduga untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun
anggaran sebelumnya:

1) surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

2) surat ketetapan penggunaan BTT untuk
pengembalian kelebihan penerimaan yang
terjadi pada tahun anggaran sebelumnya yang
dananya bersumber dari pusat dan provinsi;
dan

3) dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

pembayaran kewajiban pemda atas putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK:

1. surat ketetapan tentang pembayaran
kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;
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2. surat rekomendasi dari instansi/lembaga
terkait yang berwenang;

3. fotokopi rekening penerima,;
fotokopi KTP penerima; dan

5. dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

o

5. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada huruf d digunakan sesuai
peruntukannya dan disimpan pada SKPD yang
bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

d) Pembayaran belanja pendukung belanja modal, kegiatan
swakelola, serta kegiatan operasional lainnya yang telah
ditetapkan dalam rencana pencairan dana dibayarkan
melalui mekanisme LS
1. Pengakuan belanja pendukung belanja modal,

kegiatan swakelola, serta kegiatan operasional
lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana
pencairan dana dibayarkan melalui mekanisme LS
dapat dimintakan melalui SPP-LS.

2. Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan
swakelola dapat dilakukan secara bertahap dan
pembayarannya dilakukan berdasarkan progres
pekerjaan, dengan tahap [ dalam bentuk uang muka
maksimal 40%.

3. Dokumen SPP-LS tersebut terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

4. Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ angka (4) mencakup:

a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait;

c. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah
ditandatangani wajib pajak;

d. surat keputusan penunjukan panitia;

e. bukti kas;

f. daftar penerimaan;

g. nota pesanan dan faktur pembelian; dan
h. surattugas,SPPD;dan

i. bukti kelengkapan lainnya yang sah.

5. Lampiran SPP-LS khusus permintaan pembayaran
untuk kegiatan swakelola pemeliharaan jalan
mencakup:
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a. salinan SPD;

b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah
ditandatangani wajib pajak;

c. kerangka acuan kerja (KAK)/term of reference
(ToR);

d. surat keputusan PA tentang pembentukan tim
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;

rencana anggaran biaya (RAB);
laporan pertanggungjawaban (SPJ);

g. laporan harian yang ditandatangani oleh PPK,
tim pelaksana, dan tim pengawas;

h. laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK,
tim pelaksana, dan tim pengawas;

i. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh
PPK, tim pelaksana, dan tim pengawas;

j. foto/buku/dokumentasi tingkat
kema juan/penyelesaian pekerjaan;

k. gambar hasil pelaksanaan pekerjaan asbuilt
drawing; dan

1. backup data.

6. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS tersebut
digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.

S. Perintah Membayar
1) Perintah Membayar UP

a) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, PPK SKPD melakukan verifikasi dengan
cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan Keputusan
Bupati tentang Besaran UP.

b) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk
ditandatangani PA.

¢) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan
lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada
BUD, yang terdiri dari:

1. SPM-UP;
2. surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA
(bermeterai);

3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PA
(bermeterai);

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
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5. checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD; dan

6. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
diajukan).

2) Perintah Membayar GU

a) PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ
penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang
diterima dari bendahara pengeluaran dengan langkah
berikut:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan,;

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
transaksi dan dokumen perpajakan terkait; dan

4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
GU, LPJ penggunaan UP, dan  bukti-bukti
transaksinya.

b) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
bendahara pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak
diterimanya SPP-GU.

c¢) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar
GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk
ditandatangani oleh PA.

d) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan
lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada
Kuasa BUD, yang terdiri dari:

1. SPM-GU sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA
(bermeterai);

3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
oleh PA sebanyak 1 lembar bermeterai;

4. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB)
oleh PA (bermeterai);

5. Dberita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi;

6. berita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset;

7. laporan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri);
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8. laporan pajak;

9. laporan inflasi (khusus OPD yang mengelola kegiatan
terkait pengendalian Inflasi);

10. laporan stunting inflasi (khusus OPD yang mengelola
kegiatan terkait penanganan stunting);

11. laporan SPM Inflasi (khusus OPD bidang urusan
wajib pelayanan dasar);

12. laporan bansos (khusus OPD yang mengelola kegiatan
terkait Bansos);

13. laporan kemiskinan ekstrim (khusus OPD yang
mengelola kegiatan terkait penghapusan kemiskinan
ekstrim)

14. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;

15. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD; dan

16. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
diajukan).

3) Perintah Membayar TU

a) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang
disertai dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-
SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah sebagai berikut:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran,;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan
pengajuan permintaan perintah membayar TU.

b) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan  dan/atau  ketidaksesuaian, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

¢) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan
Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam
draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA.

d) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari:
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SPM-TU;
2. surat persetujuan TU oleh PPKD;

rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit
memuat jadwal kegiatan;

4. surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA
(bermeterai);

5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
oleh PA/KPA (bermeterai);

6. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai,

7. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD;

8. rencana pencairan dana; dan

9. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
diajukan).

4) Perintah Membayar LS

a) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang
dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya,
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

3. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan
dalam dokumentasi di sistem,;

4. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung;
dan

5. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
LS dengan dokumen pendukungnya.

b) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan  dan/atau  ketidaksesuaian, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

c) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan
perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam
draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
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| d) PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan
tunjangan paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari:

1.

S IR

o0

10.
11,

13,
13.
14.
£8.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
2a.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

SPM-LS (1 rangkap);

daftar gaji;

e-billing pajak;

SPTJM oleh PA sebanyak 1 lembar bermeterai);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 Ilembar
bermeterai;

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

pembayaran gaji induk;

gaji susulan;

kekurangan gaji;

gaji terusan;

surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri
sipil;

surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
surat keputusan kenaikan pangkat;

surat keputusan pengangkatan dalamjabatan;
kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat keterangan pembayaran tunjangan
keluarga/kartu permohonan penambahan
penghasilan pegawai negeri sipil (KP4);

fotokopi surat nikah;
fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaj;

surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;

surat kematian;

e-billing;

Peraturan Perundang-undangan mengenai

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan

soficopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
dia jukan).
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e) pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada huruf d paling lambat tanggal 20 bulan
berjalan.

f) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS
barang /jasa yang merupakan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga paling lama 1 (satu) hari sejak
proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

1.
3.

10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

SPM LS (1 rangkap);

surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
oleh PA sebanyak 1 lembar bermeterai;

resume kontrak;

sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah
dari notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas
nama pihak lain;

surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah
yang belum bersertifikat;

permohonan pensertifikatan tanah pemda
(permohonan hak pakai) yang telah diverifikasi oleh
Badan Pertanahan Nasional,

Bukti pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian jasa konstruksi (khusus SPM
pekerjaan konstruksi yang terdiri dari Pekerjaan Fisik
dan Jasa Konsultansi Pengawasan);

sertifikat badan usaha (SBU) atau dokumen lain yang
menyatakan kualifikasi penyedia;

bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan
untuk permintaan 100% (seratus persen);

faktur pajak;

. e-billing pajak;
18.

fotokopi rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/
penyedia;

fotokopi NPWP a.n. perusahaan/penyedia;

surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar
1, lembar tanda tangan serta pasal yang mengatur
cara pembayaran);

surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan
kontraktual,

Surat pernyataan tanggung jawab penyedia (khusus
pengadaan kendaraan bermotor);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai,
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18. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap) ; dan

19. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
diajukan).

PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS
kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:
1. hibah berupa uang:

a. SPM LS (1 rangkap),

b. SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai,;

c. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

d. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

e. surat keputusan bupati tentang penerima hibah;
fotokopi rekening penerima hibah;

g. fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah
kepada panitia pembangunan masjid) ; dan

h. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

2. bantuan sosial berupa uang:
a. SPM LS (1 rangkap)

b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

c. SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 1 lembar
bermeterai,

d. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

e. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

f. surat keputusan bupati tentang penerima
bansos;

g. fotokopi rekening penerima bansos; dan

h. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

3. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD):
a. SPM LS (1 rangkap);
b. SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai;
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surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

peraturan bupati tentang tata cara pembagian
dan penetapan besaran alokasi dana desa di
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;

rekomendasi dari dinas yang membidangi
pemerintahan desa;

surat permohonan pencairan dari kepala desa;
SPTJM kepala desa;

pakta integritas;

fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;
NPWP desa,;

fotokopi rekening desa;

rincian penggunaan dana desa;

SPTJB (untuk permintaan tahap 1l dan III);

realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk
permintaan tahap III);

dokumen = kelengkapan lain  berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan; dan

softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang dia jukan).

hasil pajak dan retribusi daerah:
SPM LS (1 rangkap);
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK-unit

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

peraturan bupati tentang tata cara pembagian
dan penetapan besaran bagi hasil pajak dan
retribusi daerah setiap desa di Kabupaten
Wakatobi;

rekomendasi dari dinas yang membidangi
pemerintahan desa;

surat permohonan pencairan dana dari kepala
desa;
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i. surat pelunasan PBB;
j. SPTJM kepala desa;

k. dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan; dan

l. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

5. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya:

a. SPM LS (1 rangkap)

b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

c. SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

e. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

f. surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

g. surat ketetapan penggunaan BTT untuk
pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi
pada tahun anggaran sebelumnya yang dananya
bersumber dari pusat dan provinsi;

h. dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan; dan

i.  softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

6. pembayaran kewajiban pemda atas putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK:

a. SPM LS (1 rangkap);

b. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

c. SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai,

d. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

e. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

f. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban
Pemda atas putusan pengadilan, rekomendasi
APIP dan/atau rekomendasi BPK;

g fotokopi rekening penerima,;
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h. fotokopi KTP penerima;

i. dokumen kelengkapan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan; dan

j.  softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

7. PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS
barang/jasa yang bukan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga paling lama 2 (dua) hari sejak
proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang
terdiri dari:

a. SPM LS (1 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 1 lembar bermeterai;
bukti validasi setoran pajak;

daftar rincian penggunaan anggaran,;

o a0 o

khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan
surat keputusan penunjukan;

f. KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola
pemeliharaan rutin jalan;

g. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 1 lembar
bermeterai;

h. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (1 rangkap);

i. rencana pencairan dana; dan
1. softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap
yang diajukan).

h) SPM yang telah diterbitkan diajukan pada kuasa BUD
untuk penerbitan SP2D.

T. Pencairan Dana

1) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD dan
surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa
BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a) meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c) meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjadi persyaratan pengajuan SPM; dan

d) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBD yang tercantum dalam SPM.
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2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan
PA/KPA apabila:

a) tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab
mutlak PA/KPA;

b) tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-
SKPD/PPK-unit SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen;

c) tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang
dipersyaratkan; dan

d) pengeluaran tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau
dana tidak tersedia.

3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan dalam proses verifikasi, Kuasa BUD
mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya SPM.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, kuasa
BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang
didokumentasikan dalam SP2D.

5) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

U. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

1) Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus
melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang
menjadi kewenangannya.

2) Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a) buku kas umum;

b) buku pembantu bank;

¢) buku pembantu kas tunai;

d) buku pembantu pajak;

€) buku pembantu per jenis pajak
f) buku pembantu panjar; dan

g) register SPP/SPM/SP2D;

3) Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada
angka 2 bersumber pada data, antara lain:

a) bukti transaksi yang sah dan lengkap;
b) SPP UP/GU/TU/LS;

c¢) SPM UP/GU/TU/LS;

d) SP2D;
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e) rekening koran;
f) bukti penerimaan dan penyetoran pajak; dan

g) dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan
Perundang-undangan.

4) Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu wajib ditutup pada setiap akhir

bulan dengan ditandatangani oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan
PA/KPA.

5) Penutupan BKU sebagaimana dimaksud dilampiri berita
acara pemeriksaan kas.

V. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Untuk  tertib LPJ pada  akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran
pada setiap pengajuan GU.

b) Laporan pertanggungjawaban penggunaan UP
disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD sebagai
lampiran pengajuan SPP-GU dengan dilampiri bukti-
bukti yang lengkap dan sah.

c¢) Pada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan
secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU),
sekaligus sebagai laporan sisa dana UP uang tidak
diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan
penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu setelah TU yang dikelolanya telah
habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

c¢) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan  verifikasi
terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani
oleh PA/KPA dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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e. surattugas;dan
f. kwitansi dan/atau bill kepesertaan.
11) Medical Chek up:
a. bukti kas; dan
b. bukti pembelian/bill/nota pembayaran.

12) kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur
terpisah pada penjelasan terkait perjalanan dinas;

13) belanja pengadaan tanah:
a. bukti kas;

b. bukti pembayaran yang sah/kwitansi /bukti transfer
/daftar penerimaan;

o

Surat Ukur dari Kantor Pertanahan;

d. Bukti tanda terima dokumen permohonan hak pakai
instansi/badan pemerintah dari Kantor Pertanahan;

e. berita acara pelepasan hak atas tanah yang
diterbitkan oleh notaris dan/atau  sertifikat
dan/atau surat lain yang sah; dan

f. keputusan bupati tentang pembentukan tim
pengadaan tanah.

3. Bekerja Di Luar Jam Dinas/Lembur

A. Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawali
Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam
dinas/kerja lembur.

B. Perintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan
surat perintah kerja lembur (SPK-Lembur) yang dikeluarkan
oleh kepala SKPD/unit kerja.

C. Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari
paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam.

D. Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan
pada hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari
3 (tiga) jam dan maksimum selama 6 (enam) jam.

E. Besaran Uang Lembur serta Uang Makan dan Minum Lembur
diatur dalam Peraturan Bupati tetang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

4. Biaya Penunjang Operasional

A. Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang
operasional untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

B. Biaya penunjang operasional diatur sebagai berikut:

1) Bupati diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
anggaran;

2) Wakil Bupati diberikan sebesar 40% (empat puluh persen)
dari pagu anggaran.
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5. Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Struktural/Teknis
Fungsional Dan Pelatihan Prajabatan

A. Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah
menduduki jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti
pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan
struktural/teknis fungsional diberikan biaya diklat.

B. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai
kemampuan keuangan daerah.

C. Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

6. Perjalanan Dinas
A. Asas Umum Perjalanan Dinas

1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:

a) selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan  prioritas serta  berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan;

b) efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas
dilakukan secara hemat dan didasarkan pada
kebutuhan nyata;

c) efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan
pencapaian kinerja SKPD; dan

d) akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan
biaya perjalanan dinas.

B. Jenis Perjalanan Dinas

1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:

a) perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke
luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia,;

b) perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2) Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:

a) perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan
melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi
pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan
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pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

b) perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap
yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat
yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan
untuk pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas
oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang,
penyuluh agama, dan lainnya;

c) perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di
dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai
tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang
transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri
rapat, seminar dan sejenisnya;

d) perjalanan dinas paket meeting dalam kota, yaitu
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada
pemerintah  daerah  penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara
maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya
perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah
peserta; dan

e) perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada
pemerintah daerah  penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah
peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh pemerintah daerah peserta.

3) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah
daerah penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta
meliputi:

a) biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun
dari luar kota;

b) biaya paket meeting (hal fiday/ fullday/ fullboard),

c) uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun
dari luar kota; dan

d) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber  yang
mengalami kesulitan transportasi.

4) Perjalanan dinas termasuk pula perjalanan dinas dalam
hal:
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a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

b) mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop,
pameran, promosi daerah, lomba dan sejenisnya;

c) pengumandahan (detasering),
d) menempuh ujian dinas/ujianjabatan;

e} memberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus
terkait tugas dan jabatan;

f) mengikuti pendidikan tugas belajar setara
diploma/S1/S2/S3;

g) mengikuti pendidikan dan pelatihan;

h) menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati
dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/ASN
yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas;

i) menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman
jenazah bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota
DPRD/ASN yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman; dan

j) pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah
yang melakukan perjalanan dinas sesuai nota
kesepakatan atau perjanjian Kkerja sama dengan
pemerintah daerah.

C. Pelaksanaan Perjalanan Dinas

1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang
berwenang dan tertuang dalam SPT.

2) SPT ditandatangani sebagai berikut:

a) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati,
Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;

b) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas persetujuan Bupati;

¢) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua
DPRD, apabila berhalangan atau tidak berada ditempat
dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;

d) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala
SKPD, Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah,
SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
persetujuan Bupati;

e) untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III,
eselon IV dan staf dari setiap SKPD, SPT ditandatangani
oleh Kepala SKPD;
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f) untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
dan Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya
perjalanan dinasnya dibebankan pada SKPD, SPT
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

g) untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang
mengikuti kegiatan seminar, workshop, lokakarya,
monitoring, sosialisasi, studi banding, kegiatan promosi,
kursus, lomba dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar
daerah dan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan
SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a) pemberi tugas;

b) pelaksana tugas;

c¢) waktu pelaksanaan tugas;

d) tempat pelaksanaan tugas; dan

e) maksud pelaksanaan tugas.

SPT menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

SPD pelaksana perjalanan dinas ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan
laporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang
menerbitkan SPT dan terhadap hasil perjalanan dinas yang
bersifat khusus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

D. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1)

2)
3)

4)

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
a) biaya transportasi;

b) biaya penginapan;

c) sewa kendaraan dalam kota;

d) uang harian;

€) uang representasi;

f) biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan

Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan
dinas dilaksanakan.

Biaya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 bilamana telah dilengkapi dengan bukti yang sah.

Khusus untuk biaya pemetian jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah.
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5) Khusus untuk biaya angkutan jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

6) Besaran satuan biaya perjalanan dinas diatur melalui
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Daerah.

a) Biaya Transportasi

1. Satuan biaya transportasi meliputi biaya transportasi
laut, darat dan/atau udara pergi pulang (PP) dari
pelabuhan bandara/terminal/stasiun keberangkatan
suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/ stasiun
kota tujuan.

2. Satuan biaya transportasi adalah termasuk biaya
asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya
retribusi lainnya.

3. Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya
transportasi menggunakan metode at cost (sesuai
bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka
biaya transportasi.

4, Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c diberikan maksimal 50% (lima puluh
persen) dari standar yang ditetapkan dan akan
dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran.

5. Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah
diberikan tambahan biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

b) Biaya Penginapan

1. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan
untuk menginap di hotel atau tempat menginap
lainnya.

2. Biaya penginapan dibayarkan secara at coast (sesuai
bukti pembayaran/bill payment).

3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel atau penginapan di kota tempat tujuan.

4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ dibayarkan secara lumpsum.

5. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-
sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat,
seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan
dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama.

6. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan
yang sama lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
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Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2025, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan
fasilitas kamar dengan Dbiaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud.

7. Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Bupati/Wakil Bupati, kepada ajudan Bupati/Wakil
Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama. Dalam hal biaya  penginapan pada
hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari
satuan biaya hotel/penginapan, makan ajudan
Bupati/Wakil Bupati tersebut dapat menggunakan
fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud
dengan tetap mengedepankan prinsif efisiensi melalui
pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau
penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

¢) Sewa Kendaraan Dalam Kota

1. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

2. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk
pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang
dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).

d) Uang Harian
1. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan

sehari-hari bagi pelaksana perjalanan dinas yang dapat
digunakan untuk:

a. uang makan;
b. uang transport lokal;, dan
c. uang saku.

2. Uang harian dibayarkan secara Ilumpsum, yang
besarannya diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2025.

e) Uang Representasi

Uang representasi dapat diberikan kepada Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota
DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan
perjalanan dinas.

f) Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi
antara lain:

a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor
tempat kedudukan asal menuju bandara/
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pelabuhan/terminal/stasiun  keberangkatan ke
tempat tujuan,;

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan
menuju tempat tujuan;

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan
menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari
bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan
menuju kantor tempat kedudukan asal.

2. Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
sebagaimana dibayarkan berdasarkan besaran yang
telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2025.

3. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
huruf b sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran
riill (pembiayaan secara at cost).

4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri hanya
berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar daerah
Kabupaten Wakatobi.

E. Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah
dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi maksimal 3
(tiga) hari.

2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah
luar daerah sebagai berikut:

a) perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu
sampai dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas
maksimal 4 (empat) hari;

b) perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima)
hari;

¢) perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu
sampai dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas
maksimal 5 (lima) hari;

d) perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 6
(enam) hari;
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e} perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 7
(tujuh) hari; dan

f) perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
provinsi dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 7
(tujuh) hari.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar
daerah ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya
maksimal 5 (lima) hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat)
hari untuk dalam provinsi.

Khusus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi
yang kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal
kegiatan sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai
jumlah hari pelaksanaan tugas.

Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang
harian sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi
Bupati dan Wakil Bupati.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/
sosialisasi/ seminar /bimtek/diklat/workshop dan
sejenisnya diberikan jumlah hari perjalanan sesuai surat
undangan pelaksanaan kegiatan.

Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang
diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah lainnya diberikan biaya kepesertaan secara at cost
(sesuai kwitansi dari penyelenggara kegiatan).

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas
Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah
dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan
dan surat tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengurusan
Kepegawaian dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari
sesuai kebutuhan dan surat tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan
surat tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan
oleh badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan
lebih dari 7 (tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan
sampai selesai.
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12) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota
DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan
dengan jadwal kegiatan dan surat tugas.

13) Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi
peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lama
4 (empat) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan
surat tugas.

14) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah
hari sebagaimana diatur pada angka 1 dan angka 2 dan
tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD,
dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi, dan sewa kendaraan.

15) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud
pada angka 14 dapat dimintakan pada PA/KPA untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen

berupa:
a) surat keterangan kesalahan /kelalaian dari
syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa

transportasi lainnya; dan/atau

b) surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi
tugas.

16) Berdasarkan dokumen tersebut, PA/KPA membebankan
biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan pada DPA-SKPD yang
bersangkutan.

17) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari
yang ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah
diterimanya kepada PA/KPA.

F. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

1) Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari
pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan
dinas kepada Bupati secara tertulis.

2) Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukan bagi
kegiatan yang merupakan agenda Pemerintah sebagai
berikut:

a) kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung
dengan undangan resmi dari kementerian/lembaga
negara dan badan dunia/internasional untuk bertindak
mewakili pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat;

b) kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat
signifikan bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya
harus mendapat persetujuan Bupati.
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3) Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur
tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga Pemerintah Daerah.

4) Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

G. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan
dinas kepada PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja
setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

2) Pertanggungjawaban Dbiaya perjalanan dinas dengan
melampirkan dokumen berupa:

a) bukti kas;
b) SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

c) SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara dan pejabat
ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait
yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan
lembar 2);

d) rincian perjalanan dinas;

e) tiket penumpang dan boarding pass (khusus tiket
pesawat);

f) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa
kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan,;

g) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
h) bukti pengeluaran riil (jika ada); dan

i) laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani
pelaksana perjalanan dinas.

3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Operator
Speed dan ABK Speed dengan melampirkan dokumen
berupa:

a) bukti kas;
b) SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

c¢) SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (lembar 1); dan

d) rincian perjalanan dinas.

4) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf i minimal memuat:

a) dasar perjalanan dinas;

b) maksud dan tujuan perjalanan dinas;

c¢) waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan
d) laporan hasil kegiatan.
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5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
pemateri/ narasumber kegiatan
seminar/rakor/sosialisasi/ pelatihan/ kegiatan sejenis

melampirkan dokumen berupa:
a) surat permohonan narasumber dari SKPD;

b) surat persetujuan sebagai narasumber/surat perintah
tugas;

¢) rincian biaya perjalanan;
d) tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat),

e) bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan
lainnya;

f) bukti kas.

6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan
seminar/rakor/sosialisasi/ pelatihan/lomba/kegiatan sejenis
dalam daerah khusus non ASN melampirkan dokumen
berupa:

a) undangan;

b) daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif);
c) tiket penumpang; dan

d) bukti kas.

7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan
seminar /rakor/sosialisasi/pelatihan/lomba/kegiatan sejenis
luar daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa:

a) undangan;
b) SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;
c) tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat);

d) bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan

lainnya;

e) daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif);
dan

f) bukti kas.

8) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel
atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf e dan huruf g tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya
menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf f.

H. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan
dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD
berkenaan.

2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan meliputi:

Hkmsetdawktb 0251006



-03-

a) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas
dari Kepala SKPD pelaksana SPD;

b) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan
perjalanan dinas; dan

c) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya
transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan
jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan
oleh PA/KPA.

3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD
berupa:

a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya
penginapan; atau

b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau
biaya penginapan yang tidak dapat
dikembalikan/ re fund.

7. Pergeseran Anggaran
A. Ruang Lingkup

Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran belanja antara lain:

1) program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang belum tersedia dan/atau belum tercukupi
dalam tahun anggaran berjalan;

2) pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja,
rincian objek belanja maupun uraian dalam rincian objek
belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang
ditetapkan dalam DPA,;

3) pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang
bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau
dana transfer pemerintah provinsi yang sudah jelas
peruntukannya;

4) pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;

5) pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari
pemerintah pusat;

6) pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau
pergeseran  belanja tidak terduga untuk bantuan
penanggulangan bencana alam/bencana sosial,
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7) penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan
obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke
dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan
pelaksanaan kegiatan dimaksud;

8) penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang
dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada
belanja bantuan keuangan;

9) pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar
dan/atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran;
dan

10) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

B. Jenis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran

1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar
rincian objek dan/atau antar sub rincian objek.

2) Pergeseran anggaran terdiri dari:

a) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD; dan

b) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD.

3) Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD
yaitu:
a) pergeseran antar organisasi;
b) pergeseran antar unit organisasi;
c) pergeseran antar program;
d) pergeseran antar kegiatan;
e) pergeseran antar sub kegiatan;
f) pergeseran antar kelompok; dan
g) pergeseran antar jenis.

4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yaitu:
a) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub
kegiatan berkenaan,;

b) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

c) pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama pada sub kegiatan berkenaan; dan

d) pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

5) Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4)
huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
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6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4)
huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4)
huruf ¢ dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4)
huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4)
huruf d dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian
keterangan, perubahan harga satuan berdasarkan jenis
barang/jasa, dan/atau volume.

10) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud
angka 2 huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD.

11) Kondisi sebagaimana tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional maupun daerah diantaranya:

a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
belum tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun
anggaran berjalan;

b) penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun
sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah
jelas peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah
pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang
bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan;

c) penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun
sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah
jelas peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah
pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang
bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan;

d) adanya kebijakan mendesak dari pemerintah pusat yang
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar
organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan/atau jenis;

e) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan/atau masyarakat;

f) pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa
lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya
dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk
bantuan penanggulangan bencana alam/non alam,
dan/atau bencana sosial; dan

g) pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa
lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya
untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait
dengan:
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1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima
pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum
dilakukan pembayaran; dan

2. akibat putusan pengadilan yang telah mempunya
kekuatan hukum tetap (incracht) dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya.

h) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf
e meliputi:
1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib; dan

3. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan.

i) Jika pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan
APBD, pergeseran anggaran ditampung dalam Perda
Perubahan APBD.

j) Jika pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan
APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

C. Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

1) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran untuk
evaluasi oleh TAPD disertai dengan:

a) penjelasan latar belakang dilakukannya pergeseran;

b) rencana perubahan DPA;

c) realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
2) Hasil evaluasi oleh TAPD dapat berupa:

a) menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran
anggaran tidak merubah perda APBD;

b) tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika
pergeseran anggaran merubah perda APBD; dan

c) menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran

anggaran merubah perda APBD disebabkan kondisi
tertentu.

3) Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a menerbitkan
surat keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran

antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan.

4) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a menerbitkan surat
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar
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rincian objek dalam objek yang sama dalam satu jenis pada
sub kegiatan berkenaan.

5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a menerbitkan surat
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar
sub rincian objek dalam rincian objek dan dalam objek yang
sama dalam satu jenis pada sub kegiatan berkenaan.

6) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a menerbitkan surat
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas
uraian dari sub rincian objek.

7) Berdasarkan persetujuan tersebut:

a) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD;

b) Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi
Peraturan Bupati; dan

c¢) PPKD menyiapkan surat Bupati perihal pemberitahuan
atas perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD kepada pimpinan DPRD.

8) PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas.

9) Berdasarkan  rancangan perubahan  anggaran, PA
menyiapkan rancangan perubahan DPA-SKPD sebagai dasar
pelaksanaan pergeseran anggaran.

10) Perubahan DPA-SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris
Daerah dan disahkan oleh PPKD.

8. Pertanggungjawaban Apbd
A. Laporan Realisasi Semester Pertama

1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

2) Laporan tersebut menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari s.d.
Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan
unsur-unsur sebagai berikut:

a) pendapatan-LRA;

b) belanja;

c) transfer;

d) surplus/defisit-LRA,;
e) pembiayaan; dan

f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
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PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA
untuk ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD
selaku PA menandatangani laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah
ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10
hari setelah semester pertama berakhir.

Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang
dimaksud dilampiri dengan:

a) pernyataan tanggung jawab kepala SKPD per 30 Juni
2025;

b) hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah semester II tahun
anggaran 2024 dan semester 1 Tahun Anggaran 2025
dari Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Wakatobi,

c) rekening koran per 30 Juni 2025;
d) penjabaran LRA per 30 Juni 2025;

e) ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30
Juni 2025;

f) register SP2D UP/GU/TU/LS/nihil per 30 Juni 2025;

g) SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2025;

h) SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2025;

i) STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2025;

j)  STS pengembalian TU per 30 Juni 2025;

k) buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2025;

1) jurnal penyesuaian per 30 Juni 2025 (jika ada);

m) jurnal koreksi per 30 Juni 2025 (jika ada);

n) bukti memorial jurnal dan pembukuan per 30 Juni
2025 (jika ada);

o) SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa;

p) SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi)
untuk pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

q) SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana
desa dan JKN pada FKTP per 30 Juni 2025;
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8) Dalam hal laporan realisasi semester pertama terlambat
disampaikan, maka akan dilakukan penundaan penerbitan
SP2D Ganti Uang.

9) Berdasarkan laporan realisasi tersebut, PPKD selaku BUD
melalui bidang akuntansi dan pelaporan melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
SKPD dengan:

a) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

b) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD
yang ada di BUD.

10) Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku
BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah
paling lambat minggu kedua bulan Juli.

11) Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis pemerintah daerah hasil penggabungan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat
persetujuan.

12) Setelah disetujui, draft tersebut disampaikan kepada Bupati
untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan
Juli.

13) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD
paling lambat akhir bulan Juli.

B. Laporan Tahunan

1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada pejabat
pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
keuangan SKPD.

2) Laporan keuangan SKPD disampaikan pada PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya.

3) Dalam hal laporan keuangan terlambat disampaikan, maka
akan dilakukan penundaan penerbitan SP2D Uang
Persediaan.

4) Laporan keuangan SKPD terdiri atas:
a) laporan realisasi anggaran (LRA);
b) neraca;
c) laporan operasional (LO);
d) laporan perubahan ekuitas (LPE); dan

e) catatan atas laporan keuangan (CaLK).
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5) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada
angka 2, dilampiri dengan:

a)

b)

g)
h)

j)
k)

l)

pernyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31
Desember 2025;

hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah dari Bidang
Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Wakatobi;

rekening koran per 31 Desember 2025;
penjabaran LRA per 31 Desember 2025;

register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 31 Desember
2025;

BKU bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran tahun 2025;

SPJ pendapatan fungsional per 31 Desember 2025;
SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2025;
STS pengembalian sisa UP/TU per 31 Desember 2025;

STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran per
31 Desember 2025;

buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31 Desember
2025;

rekap piutang pendapatan tahun 2024 yang terbayar
pada tahun 2025;

daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2025;

rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2024
yang terbayar pada tahun 2025;

daftar penyisihan piutang pendapatan per 31
Desember 2025;

berita acara rekonsiliasi persediaan per 31 Desember
2025;

rekap berita acara perhitungan fisik persediaan 31
Desember 2025;

kartu persediaan per 31 Desember 2025 (metode FIFO);
rekap persediaan per 31 Desember 2025;

rincian barang persediaan per 31 Desember 2025
(khusus persediaan obat lampirkan obat program dan
obat kadarluarsa s.d 31 Desember 2025);

mutasi penyesuaian aset tetap dan aset lainnya per 31
Desember 2025;

laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember
2025;

daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2025;
daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2025;
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y) daftar beban pegawai per 31 Desember 2025;
z) daftar beban jasa per 31 Desember 2025;

&) daftar penyelesaian utang belanja beserta
penambahannya s.d 31 Desember 2025 disertai
dengan bukti pendukung;

o) daftar utang jangka pendek lainnya per 31 Desember
2025;

a) perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi
keuangan per 31 Desember 2025;

aa) daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pengadaan barang/jasa SKPD per 31 Desember 2025;

bb) jurnal balik per 31 Desember 2025;
cc) jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025;
dd) jurnal koreksi per 31 Desember 2025;

ee) bukti memorial jurnal dan pembukuan (jika ada) per
31 Desember 2025;

ff) register data kontrak per 31 Desember 2025;

gg) SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa;

hh) SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi)
untuk pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

iij SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BOP PAUD,
BOP kesetaraan, BLUD, dana desa, BOK, dan JKN
pada FKTP per 31 Desember 2025;

ij) rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS s.d 31
Desember 2025;

kk) rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada
FKTP s.d 31 Desember 2025;

1) rincian penerimaan dan pengeluaran BLUD s.d 31
desember 2025;

mm) laporan realisasi belanja mandatory spending;

nn) Laporan realisasi percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrim,;

oo) Laporan realisasi pemenuhan standar pelayanan
minimal,
pp) Laporan realisasi percepatan penurunan stunting;

qq) Laporan sinkronisasi program nasional dengan
program prioritas daerah;

rr) Laporan sinkronisasi program provinsi dengan program
prioritas daerah;

ss) Laporan P3DN (peningkatan penggunaan produk
dalam negeri),dan
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11)

12)

13)

-102-

tt) Softcopy (hasil scan dokumen asli dan lengkap yang
disampaikan).

ketentuan ayat (5) huruf mm sampai dengan huruf rr
dikhusukan untuk perangkat daerah pengampu.

PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah
dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran berkenaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan PPKD, terdiri atas:
a) laporan realisasi anggaran (LRA);

b) laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSal);
c) neraca;

d) laporan operasional (LO);

e) laporan arus kas (LAK);

f) laporan perubahan ekuitas (LPE); dan

g) catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan
peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi
pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar realisasi
kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah, dan
laporan realisasi APBD.

Laporan keuangan disampaikan oleh Bupati kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir, setelah dilakukan review
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Laporan keuangan dilampiri dengan surat pernyataan
pertanggungjawaban Bupati yang menyatakan pengelolaan
APBD yang menjadi tanggung jawabnya  telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

C. Informasi Keuangan Daerah

1)

2)

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajkan
laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk
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disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

D. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1) Bupati menyampaikan rancangan Perda  tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama DPRD untuk
mendapat persetujuan bersama yang dituangkan dalam
berita acara persetujuan.

3) Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4) Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
rancangan  Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

5) Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan
Bupati disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati.

6) Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang
telah ditetapkan disampaikan kepada DPRD.

9. Pembinaan Dan Pengawasan

A. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

B. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

C. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan
lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana  dimaksud
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

10. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

A. Batas pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan
PPPK) setiap bulannya adalah tanggal 25 bulan sebelumnya.

B. Pengajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk tahun
berjalan diajukan setiap bulan setelah terbitnya rekomendasi
dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
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C. Dalam rangka penyerapan anggaran, pengajuan SPM
disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan
Rencana Pencairan Dana (RPD).

D. Untuk kegiatan yang progres pekerjaannya kurang dari 50%
(lima puluh persen) sampai berakhirnya masa kontrak, maka
PPK langsung melakukan pemutusan kontrak setelah
melaksanakan 3 (tiga) kali Show Cause Meeting (CSM)).

E. Setelah pemutusan Kontrak, PPK wajib melakukan:
1) mencairkanjaminan pelaksanaan pekerjaan;

2) mengembalikan sisa uang muka yang telah dibayarkan;
dan

3) merekomendasikan Penyedia ke dalam daftar Black List
LKPP.

F. PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang
masa pelaksanaan pekejaannya telah berakhir maksimal 50
(ima puluh) hari kalender dengan pertimbangan bahwa
pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 100%, dengan terlebih
dahulu melakukan addendum kontrak dan perpanjangan
masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada).

G. Untuk kegiatan yang mekanisme pencairannya lewat SPM-LS
pengadaan barang dan jasa (selain LS Rutin), wajib
menggunakan rekening penyedia.

H. Pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring dengan
nilai sampai dengan Rpl0.000.000,00 dapat melalui
mekanisme Uang Persediaan (UP).

I.  Untuk pengadaan tanah, wajib melampirkan Kesesuaian
Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.

J. Penyedia dapat mengajukan uang muka setelah PPK
menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai
dengan klausal yang diatur dalam kontrak.

K. Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap
tahapan dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut:

1) tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas
persen);

2) tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);

3) tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh
lima persen);

4) tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan
gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat,
serta rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh
persen);

5) tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
sebesar 5% (lima persen); dan
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6) tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas
persen).

L. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara
bulanan atau tahapan tertentu didasarkan pada prestasi
atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di
lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi
fisik sampai dengan serah terima pertama (provisional
hand over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar
90% (sembilan puluh persen); dan

2) pengawasan konstruksi tahap Pemeliharaan sampai
dengan serah terima akhir (final hand over) pekerjaan
konstruksi sebesar 10% sepuluh persen).

M. Pencairan Permintaan untuk pembayaran LS yang masa
kontraknya berakhir antara tanggal 20 s.d. 31 Desember
dengan progres kemajuan pekerjaan 95% (sembilan puluh
lima persen) atau menurut pertimbangan PPK pekerjaan
tersebut dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan
pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dengan
ketentuan penyedia harus menyetor jaminan/Garansi Bank
ke PPK senilai besaran progres pekerjaan fisik yang belum
terselesaikan.

BUPAI WAKATOBI,

HALIANA
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KABUPATEN WAKATOBI
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LAMPIRAN 1I

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

| PEMERINT AH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
| BENDAHARA UMUM DAERAH
" || TAHUN ANGGARAN..........

BUKU KAS UMUM
Periode: ... nivennne.

No. | Tanggal

No. Bukti

Uraian

Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/Xuasa BUD
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2025

FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN WAKATOBI

1. Buku Kas Umum BUD

i ;PEMERNTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS UMUM
Periode: .................

No. | Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD /Xuasa BUD
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PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER SP2D
Bznoce [

Ne TANG GAL NO.SP2D JENLS SPMm URAIAN NILAI $P2D

TOTAL

ang-wog,

Rissa BUD
WD
WIS msameriie 1

T
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3. Register surat penolakan penerbitan SP2D

| PEMERINTAM KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D
! Swram Az
P
| Tansea '-‘;;:‘::.'" nO S 2w1s trm uRAtAn LA PN
TOAL
B it
oaus WD
ar
“ﬁlvvmm:ﬂ" e g
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4. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

| LAPORAN POSISI KAS HARIAN

o i
oy
1

“Totai Saldo Kas harus sama dengon Posisi Kas (H)

e e
Tanggal SRS
Periode s
No. SPZ[?O. Bu“slr?ansak[:;n.|ain Uraian Penerimaan | Pengeluaran
Jumlah
Perubahan Posisi Kas hariini
PosisiKas (H-1) e '
PosisiKas (H) b
Rekapi tulasi Posisi Kas di BUD:
Saldo Bankl :Rp
Saldo Bank2  :Rp Disiapkan oleh,
dst. ‘Rp BUD/Kuasa BUD
Total Saldo Kas*:Rp -
o
Nama
NIP. ..........
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5. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian

1. Saido Kas Umum Daerah menurut Buku T D
| 2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank
Selisih

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat ole h Buku,
belum dicatat oleh Bank

a. STS No..... BYE et —
b. Bukti lain yang sah BBy
e et o TR T O |, TRC
Bl s
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
bel um dic atat oleh Bank
a SP2DNo.... - T——
b. Bukti Lain yang sah - R
= B Blomanes.. BB T
B
| C. Penerimaan yang telah dicatat ole h Bank,
I bel um dicatat oleh Buku
i a NotaKreditNo..... )
b. Pendapatan Bunga T ——
¢. Pendapatan Jasa Giro R,
d. Bukti lain yang sah B aaucin
' e. Dst..... e e ) P
. .

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku

a. Nota Debit No..... i e,
b. Biaya Administrasi Bank B
¢ Bukti Lain yang sah | T ISR
d. Dst.....

Bendahara Umum Daerah

Nama
[ 1| ——
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6. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan DPA-SKPD

Pade Hart my, ... Tanggal ............ Buls.....onc0.. Tahun ...coveeeenn yang bertanda wogan
dtbassah 1ol Tum Anggaren Pemerintzh Dacrah (TAPD), dan sesusi dengan Surst Sekretaris
Deersh Kabupaten Wakawbi No. . . Tawgal ... . perthal penyusunan dan
pensampaion rancangan DPA-SKPD Tahun Anggaran . elah melekukan e fikas:

terhadap DPA SKPD Tabun Anggaran 2020 yang digjuhan oleh:
Nama Lenglap & -omiiies

NIP z

Jahata n

Adepun hastl verfikest menyatehan behwe DPA-SKPD Telah sewai / Tidok Sesuai dengan
Peraturan Bupan tentang Pengabe ran APBD yang dwrethan sehage: benhut:

Nama SEPD =......cco0eciemeanas

1. Rp.

2 Rp.
Jumiah | Rp.

Demshian Berte Avers mr dibuat din ditendetiangem untuk digunehen sehegamsing mestiny e

Pihak SKPD Tim Anggaran Pemerintab Dacrah(TAPD):
Jaban
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7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD

OGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..............

FPERSETUJUAN R =2"HAPTUAS
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD;

TAHUN SNGOARRN ..........

Berdasarkun hasil verfikes: Tim Anggaran Pemermnwah Daecrah weas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan ke-a perangkat daersh:

u. Nama

b NiP - SIS
¢. Jabatun
menyelujul untuk diskukan pengesihan atas dokumen pelaksgnaan anggaran

satuan kerjd perungkat daersh Pemerintah Provins/Kabupaten/Kota
dasar pelaksanaun anggaran daerah Tahun Anggura:y ...

...... scbuga:

Kode Nams Fommulir
DRA.SKPD Ringi‘asun DPA SKPD
DEA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
OPA-BELANJA SIKPD Rincan Asggaran Helanm SKPD
DPA-PEVIBIAYAAN SKPD Rinclan Anggaran Pembayean Daerahi SKPD

Dermukian disaznpa:kan dan dipergunakan sebage: nana mestnya.

.......... Tuanggal.....
Dsetujus oleh, Jisshkan oleh,
Sekretatts Daerah PPKD
8 =
Lzl
Nama Numa
NI ........ NIE: ...
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8. Format DPA-SKPD

LOGO
PENERINTAH
DAERAH

PROVINSI; KABUPATEN/KOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN AINGGARAN
SATUAN KERJA PERAINGKAT DAERAH
1DPA-SKPD)
TAHUN AINGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN X
BIDANG URUSAIN XXX
ORGANISASI DOXXNXIE

Pengguna Anggaran:

a Nama
b NIP
c. Jabatan
Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian .-\n&g_amn Pendapatan SKPD
DPA-BELAINJA SKPD Rincian Anggaran Belania SKPD
DPA-PEMBIAYAAIN SKPD Rincian Anggaran Pembiavesan Daerah SKPD
Disahxan oleh, . Tanggal
PPKD Pengguna Anggaran
5 tis
Nama Nama
NIP: ... NIP:
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9. Format Ringkasan DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

F oromalis

Provins:,/KaSuoaten/Koza "}... ...
Tahun Anggaran

Organisas:

DX XX

DPA/SKPD

Pern biay aan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Kode Jumlan
Ura:an
Rekening (Rey
1 2 3
Pendanazan
Beianja
Surpus/iDetisiz)
Pererimaan PemXayasn
Per.geluaran Pembiayaan
Pemiayaan Ne:o
Rencan a Realisas! Rencana Pena: xan
Penerimaan per Buuair?) Dana per Bulan *) v tAanggal
Jansaar R . e Januar! | . Pengguna Anggaran
Feboy ar! | T Februar: Ro
\Mares B ... Mares Ro c ¥
Apcil Rp... April | T (0]
Mei Ra.. Me: Ba.........
Juni Be. . Juni Ra
Juli Ro... Juli Rp
AR- stus Ro. AR2stas Bao..
Sepember [T - Sexrember BR.. Mengesahkan,
Oxzo’ber R Oiczober Re............ PPKD
November | November R>
Desember B s Desember BR-.... L
< A
Jum:ia.t B Jumiah Ro (o}
Nama
|| JA—
Tin Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nana NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
dst

*} Sesus! dengan period:sas: SPD
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10. Format DPA-Pendapatan

Hedsananc..............
DORUIMEINN PELARSAINAAN ANGGARLXN
SATUANN KERJA PERANGKAT DAEF Peemlic DRA-
FENNDAPATAN
Provins:/Kebupaten/Kota........ SKED
Tahun Anggaran....
Crgmnisail | XXMM  oiiveisrmrinemcnin
Rincan Do kumen Peiaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerjs Perangkat Daerah
Kode e : Rincian Perhisungan ——— Jumiah
Rekening Valume Satuan i, IRp}
Juralah
Re:icana Realisasi Pencapatan per Bulan”)
Januari BTt CH | I So Ty tanggal.........
Februari Bp..... Pengguna Anggaran
Mare: BB.... B
April :
Mei AR Narma
Juni Rp.... i .
Jult Rp
Agustus RE Mengesahkan.
Seprember Rp.... x PPED
Oktober Rp....
Nevember Rp ..
Desember Rp... Nama
Jumiak B | —
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Na. Nama NIF Jabas an Tanda Tangan |
1
2
dat

| Sesusi periecisasi SPD
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DORKLUMES FELARSARAALN ANGGARAN
SATUAN KCRJA PERANGKAT DAER Al Pornergdir
#rovire:  Katummten ‘K=a DiFAeBEL NI
Tarun Arggacan SkPD
Orgacisas : X000 XXX T —
Rekepitules Dokumern Peaksanaan Beianp Bercesarkan Program, Kegosten dan Sub Kegistan
Kade SJumish
Tabun o
HFH - - Uraian Laokasi B ane
§|5¢% 5 iR Tafuna! | Beans | & o M Rl E LU
z|=s = " g
ElEE £ 3,\ s g Operasl | Madal Tetigs Traneles
7 (31+0 ¢ T Y % 5 3 3 -
Lrusan
Hdang Urusan
Pramax.
hegatan
Sub Kegatan
dat
Kegaian
Sub Kegatan
[
Belania Perusiang Lrusas
dst
Urusan
&Ex‘i Lrusan
Frogram
Fegatar
dst
Kegatan
d_s: -
Belania Perunang Lrusen
Y
Urusan
Bdarg Urusan
Pragram
Kegatan
Sub Kesaan
dst
Kegiztan
dst
Belznia Penumang Urusan
= i
3t
ig
Jurslah
Bencara Peracikan Dana per Bulan®
[i"lr:..u:. Ra RS
elxuar: Rp
Maret Ro Cisetujul oleh, Disispkan oleh,
3 Rp Pengguna Anggaman PPKD
Kp
- =
1w o B
LATLE R
-1 Ko
ICJm:m.- Rg MNama
Nove mbe r Ky [,
Desember Rp
Jumlah Ba

*| Sesug Sengan pericdisasi SPD
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12. Format DPA-Rincian Belanja

DORLMEN FELARSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PEFRANGRATDAERAH

Provnsi’ asbupoter/Aota
el Anﬂm’m:,

Fornulie PA.
RINCIAN
BELANJA SKPD

Nantar BPA G

IX

Lrusan Pemenoialar
Hidang Urusan 2, 30K .
Hragram DXL XX .
t Lo%x.Xx . .
Organrisasi . W
thxix [

Alak asi ‘Taliur «3 = Hp“nerbulﬂz.ﬂ

Alak ast Talzu: . Rp. .11erbilass st

Alak asi Taliun -1 : Rp..(ve rbilas g

tindikst or :IlE Tolek Lkur Kirens segistan

b:dikatar

Tolsk Lkur Keria ‘Thr;et Kinerja

T

n‘eiuum'.

Hustl
1 Kegiatan:

RKelompok Sasaran

LS. 9% - 4

[Bub Kegoen

Sumber Per darsan

L.okass

; \Provinsi se&mpes Kecamarss:, Kobupaten/Rate

SEmpR1 Dess/Reluralian

Kelusra: Sub Kegiaar  : [Kuantitas. dengen sstuan disamakan dengan 'sub iatasn )
Waktu P:Ink:gx:.ﬁn : Mulsi. ... Sampal. ... .
mElErBIgRI 1
Kode tor e Jumial:
Rekerming Lraias kpzﬂlten ! Satuan | Harga RN RpI
Volume
Sub xemaran X XK. 300
-

Sumber FPerdannsans
e —— _———

Lolkasi
Keluo rar Sub Kegislen

iR uvartirgs,

ergar sgruar disemakar derger /sub kegisiary

Wekiu Prlaksaraar : Mulal. Sarmpal
| sstersngec
Kode 1 cla hitungan Ll
Releenu: g Lraier Klnrﬁll:l‘. { R Fe— [ TRp
\alhun: e
e
Jumlal Arn er Sub Kegiotarn
Rercans Perarikar Dars per Bulaney
Jarust Re. B0 - £ Aarggal.
Februasrt - TR Perugg 110 Anggeron
Maoret =p.
Aprit [T
| Me .1 - Dema
Juri Rp. o s
Juli Hp. Teos :
@ul d_r:-:_ " Mengesaikarn,
eptember Hp. PO
Qktober Hp. .
Nowvember Rp..
|oessmber e i Nems
Sl 2 NIP: .
am An rar Femencials Daeral:
Nao. Nama NiF Jabalg‘; B E'ﬁ:r—m_
L
P
t

*| Sesuat derngar perindisest SP)
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13. Format DPA Pembiayaan

DOKUIMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAK Resmndliz DR

PEMBLAY AAN
Prowvins:/Kalbbupaten/Kota....... SKPD
Taihun Anggaran....
Rincian Doic<umen Pelaksanaan :\T‘xggaran Penerimaan Pengeluaran Pemaajiaan
Satuan Keria Perangka: Daerah

Organisast IXXKXK
Kode Jumlah
: Uralan :
Rexening IRp|

Jumiah Penerimaan Pembavaan

umiah Pengeiuaran Pemxayaan

Jumiah
Rencana Realisas! Pendapatan Der
Bulan®)
Januar: Ra..... : i ess anse ny DRIPEEB. <« o
Fexruarn Rip. . ey Penggana Anggaran
Mare: s S rava i ¥
Agril Ro ... o e S
Me: Roi.... s Nama
Janil RaL.... Sme—— e ..........
Jill R R
Agastus R ... ... i Mengesadx an,
Se xember e ; PPKD
O:czober e (]
Nowem'ber e &
Desember . IS Nama
Jumiaher e e NIP:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan

2

ds:

"} Sesuas dengian periodisas: SPD
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14. Format Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD

o Do e . W Nemesess: | | | : 1 i § {
S | . i |
i S 7 T T
I & !
T 1 1 T i
[ | i : ! [
e oo e e A i | }
Staa Wi | i 3 i 1 |
Yrdaan ¥ s {
T v T
4 e Wy Sramy 00T Mo 3 i i '
[t } 2 ‘,
- dvise e | ]
| { (o
F—1- | i b
{ i |
o Bra D o0 i M | | | | I i
i s | § i §
1 A et St A Aot i ! | !
Ry P i ! i ] i

@il
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15. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

L XL

M

B

R e T =

bt b

3

Print s M

Prgoim

F

L Preghigten fir: M ator Mtiyenge
S —

e X e S L

Ao G 4 P aree Serasam

i

‘Sots N

Faw may e i

e, o
D 0ty

Werrss tioe otewr

F—

.

— . - i
1
— i ¢ — p— o — g — ] s TR B - - - -—.-}. -
S W o S e B
I i e cnkicininid L= =:

St SO A D0 g T ot FanE
Wt i Snghuran SosiEn pr et

|
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16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINT.AH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGEL OLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

TENTANG
SURAT PEN YEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARA N

PPKD SELAKU BUD
Menimbang - bahwa untuk melaksanak an anggaran belanja sub ke gitan tahun anggaan ... berdasarkan

OPA SKPD/Pe rubahan DPA-SK PD dan anggaran kas yang tefah dtetapkan, periu disiapkan
nendanann de nean mare rhitkan Surst Pe cvedionn Nana ISPM-

Mengingat 1. Persturen Doersh ... ... tenlang penctapon APBD/PAPBD Provinsi/Kebupaten/
Kota.. . Tahon Anggeran. . ... .
2. PersturankepaiaDaershNomor.......__Tahun_.__ tentangPenjabaran APBD

Provinsi/KabupatervKot s . Tahun Anggaron .. ...
2 DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPO*) Provinsi/Kabupaten/Kota .. Tahun __

(- F—

MEMU TU SKAN:
Berdasarkan Peraturan Dae rah Provinsi/X abupaten/Xota.. . . Tanggal... . Bulen._ . .
Tahin....tentang Anggaran Pendapet an dan Be banjaDiaerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
M kan/ y kredit anggaran sebagai berkut:

et

1 Dasar Pervediaan Dana:
DPA -SkpO/Persbahan DPA-SKPD i
2 Otunjukan kepada SKPD 1

3 Kepaia SKPD 3
4 jumiah Penyedidan Dana fp.

(10 A, |
S Untuk Xebutuhan Bulan s.d

& rkhtisarPenyediaan Dana
& lumiah DanalPA-SKPD/ PRruBBNEN  RPuecuen summ e sen mases cosammses s sov smssnssnn

OPA-SKPD (Terbilong : o
b Akumulasi SPD Sebelumnya fp —— —
{Tierbitong.
¢ SisaDana yang belum disPD-kan T T —
(Terbilang. . .. —— )
d Jumiah Donayng diSPD-kon SO0t il D e e srvmmwsr oo oo mmses s v sy e
{Tierbilang -
e Sisajumish Dans DPA- s P—
SKPD /Pe rubshan DPA- SKPD yang (Terbilong )
belum di SPD-kon
Ket entuan-ketentuan lain
Ditetapkandt. ... ..
Pada Tanggei:
APKD SELAKU BUD
Temeusen dsompedion begoda.
i napekher
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17. Format Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD)

Lamgplran : Surat Penye diaan Dana [ SPD}

Nomor SPD S ——

Tanggal e S
SKPO - A—
Periode e ———

Tahun Anggaran b
Nomor dan Tanggal DPA-

SKPO/Perubahan DPA-SKPD

Jumlah

Jumlah Penyediaan dana e

{TRRE BN 00 mecsrnssme oo sasmsrstmss som o ]
Ditetapkan 6! e
PadaTanggal:........

PPXD SELARY BUD

0¥
£, -
&t .)

Nip:
JE—
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18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)

C. Forma: Sura: Penatausahaan Penermaan

i. SurartKetetapan Pajax Daerah

PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. URDT:
(SKP - DAERAH)

Nams
Alanat

INPYWPD)

Nomuor Pokok Wajib Pajak Daersh

Tan ggs! jetuh tempo

NO. KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN PAJAK DAERAH
(Rp}

Jamiah Keterapan Pokox Pajax

Jumiah
Sanksi a. Bunga
b. Kenaiitan

Jumlah Keselarahan

Dengan huru?

PERHATIAIN -
i

Harap peryeworan dilskukan pada Bar:k/Berdshara Penerimasan T
Apsbila SKPD int tidak atau kurangdicayariesvar wakio paiing lama 30 kan
setelals SXPD diterinia stau itar.ggal jatub temspol dikerakar sanksi sdmiristrasi
berupa burnga sebessr 2°% per bulan

......... ., langgal

Pejaba: Penge.o.a
Keuangan Daerah

SsPscsesrmvsnsisGeannnns

NIR.
s b ovmngrdsar d
Na
Lirue
Terda Terima

Nema 30573 | R

Alamar

NPWPD Yang Me nerina,

% Caoret yang tidsk periu

Cetatan

Penetapan jumisk SKP-Desrah didassrkan pada nots perhitungan sebagsi dasar penetapan pajek.
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19. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)

2. Formar Surat Keterapan Rernibust Daerah

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT:
KABUPATEN WAKATOBI (SKR-DAERAH) | ..
Masa
Tahun
T e
Alarm & ¥
Nomor Pokok Wajib Retrisusi
Uscrah (NPWRD) I
Tangge! jatub tampa @ !0 i ermesda
NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JU";‘;‘]‘H
Jumiah Kerezapan Poiox
Rewrnibus:
Jumiah
Sanxs: : a Bunga
b, Kenaka n
Jurmiah Keselaruhan
Dengam humaf:. ... coocmonenaonsns
PERHATIAN
2, Harap pozyetaran dilakuksn pada Bark;Batdak.ars Penerimaan .. ..

Apabils SKPD i:i tidak arau kKurarg dibayar lewar wsktu psling lama 30 hari
setelal: SKPD diterim.a atau {targgal jatul tempoy diketiaksn saiiksi
2 admiristrasi berups bungs sebesar 2% per bulan

Pejubat Peagelola
Kew angan Daerah

sise s mimpsns e naa
NIP.
Pawng &l sind.. =
Mo, Uret:
Tanda Terims
Nept raruggsl ..........
Alamat
NPWPD

n Coret yung tdex periv

Catatan:

Feristepan jumlah SKR-Daeral: didesarkan pade nots perhitungen setags: ciaser penetapan

Hetribusi.
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20. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBL
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

In, vk N0 02 K8 Mandan I Kac Wang-v@ng Seatan Kao wakaod

SSPD

(SURAT $E TORAN PAJAK DAERANM)

Tanun 252

Pez_gas Pargemd

Nomor /SSPD/..../202....
RE T T I S ——
T
ArnE ., Kaz/Kota wa«@nt, KooePos. -
“ava Jsai3
Aava Js3ana
NPWPD i
ManyEee aercaaran :D(:: Ds*rv: XPDKBT
D( a7 [ZISH:: K KEseatan
EF-H:\S sznn:z-r Lan-an

Coc.men Peneacan SERPDS. 1202
“asa Tage /2R - . e TV s
C 3:3%amz3.a3" Ban<
B8an« Penenma Secan ¢ BANKSOUTR A, Mo Rew:12501352023023%
Jaan D Paie Ruman Maas . 5 Lae TERor2ie . .
DEgaN F7CaN DENETTaAF 0730 $80333 Deteut !

= ©os Rewan g g T N (R

ila. 1. v w2 2. man Maan ¥
Lman 000
Teziang ! Tiga rus SEmBVEn uluh Sembian Kby rupian
R L3t Teaan Diterma Oien ¢ Wang-Wang., .../.202.
o Sepacufiind) Fingon KASID PENAGIHAN Peryenee

“eemen i e 1
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21. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD)

P PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOSI -

Oy
B calR 5323 Fengecia Pame a3t RErcus Daea
e N . . “ass Yaae
AINE I o NAJINEMECE U1K AV §83T" K NISWT
Ta ~Pajee

SPPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

IR ..o ionnsisitin

L& =F B b

i - Vang-vieng

EPALA EATANENGELDA PAIAL & RETR IBUSL DARR A

WD

‘3TaJ5373

“ava T« L
EEdvgaT

PERHATIAN :
1. =3z 3% caaTmaAngteds] JLa3)sandtsseng an ! CETAK
2. 5B WOMGT 2303 2O RIS AC LT | DAl N Yatg Soekan

VXG5 3D AT ta
4 CTEPT X D40y ErANIY ATS3ATESASC EB5 A L@ Pennirs Low Tag.an

1 Seraacis 137237 I3 AN TAAT 05003737 «2M23 «a232) Badan Pengelola Pajak dan Retrlbust Daerah, -2 ~3

A, DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Data Ozyex Pajac

" = Woomd Totase
<. -l :“3'1':-)

-3’53 Pasy,
Wwastancar

8. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Juman Pemoayaan 037 Paja 1euIang untuc Masa Pajax Sedarang (amovan fxo cacy coewwmen)

b ey Jeser Pengenasn & Tar? sk Ternutang Iyt e

dmian Dinsyer (D)

PR T

OIL R IS R

Ma'amer: 1 cari 2
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C PERNYATAAN

Je"33T MEMAE S UM IIGAT3253F ICALL M A _C5IGE BTG 5L TeNGh <& 2T 3Nl o ngasacgat
WA SeraC, 33,3 &I @73 533 &0 A3 MRTATIAT 303 v AT @Y LeNIT.QT @Eel.iIT s Be T3
3MTAT-AMIATTLIATIFoETA, A0 II e

wang-vang.
wajlb pajak
e
D. D11SI OLEH PETUGAS PENERIMA
Dre ma Tangga i
Nava Feugas 1
NP
{ )
e e e e e e ey T AN e e
No. Formullr  ©
TANDA TERIMA
Nama
Alamat
Nama Usaha
NBTGeNRTD G

asgMer e ma

R |

PORLD STTID L MVERL

Haaman 2cen 2
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22. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Ire o ‘@die Ve nzer [1laes ang-te g Sestan aaodesioo

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAE RAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(DITETAPKAN SECARA JABATAN)

Masa Pajak

Nomor E Yahun :.........

B e R R WY 1
e far o s i
Azmez 1

378 L9378 ]
Kams: Lwnis i

o i
Bz Jen Temao i
Lo g - B gl B~ g i
L 2 T i 1

“B-23.970

1 Barzessspn p2sa 17D Lnasgarcteny momor I3 w2l WeT SEkAsT JEMISTRSSdT AWy ASETINIAT (391 S5 DEENEETSS”

K] Asve ~ P JensPsiex Dass Segemas- (33

Pumn Teenuteng )

1

Aumian

I rosmersisasner seserprg omeni2rsEDII et et DENTRILAC_ATASMAT BT TS NN D DESTSISAT SR080R Der ikl

MG A S S 1 e dg as [ s 583 D)

SEnET 23 DETUDTLTT 812 Oesa 23 D8 Doar

1. Lesa Pengesass X
i Pazeengrermutang 2
1 wesdam
B OTORTSAS € 220787 SN 9.9 08 Y8 LY ik
3 sty angacL st 23 il
€ aleln L] o
T Somien angoaosiarectaas LE] &
4 Jomen Lns 80 DETHO,s 87 DKM e (23 22
£ Ssws ac mogs
= unps R .
D e . 300
e T
z Iomsswgphs e’ gt ap
§ Jmeaspmeitne 3coeye a
Jegan mul
EERMALIAN |

I eray oevetrst § sRsAr mes s Jenatays Yener mas~ 873. <a3 Dsendn  SIAN SULTRA AB. Rex. 10501020000038 =iy

i foan 2 SCPIAD a HoaK 9T ARG SD8,Y BT 2007 naah Dang BT 3D Mer e SPDA n tmeme Caetass Nl

fiong-ang

szpss dacss Pergeaa¥aas A3eT 0.8 Deers

1D

i

N rwl o3l
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23. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
I, Lardeu No 2 ve Meroe 1] deceng eng Sesten Wab kst
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAKAN
Nomor e Tehun 1 202..
Masa Pajak TR TS . NS ;B
ems ‘Wejh Agjax i
Lanet i
R T T i
BT B - LY i
w200 i
Trgzr Jonr Terwo i
‘O e 2deriiiTges i
Lo ot [
Jerzasetiss Dase 1IN0 opaspasEaty VMO IS 3endil €8T JO%osm JETIETUSAT DL MUEBTI ST ML 315 DESASA"DIT
[T 2¢ )5 SN
™ Lawenng Pame Jans Paac Deser Pangensen (Rp) | Pajsk Tertuzang (R2)
1 e 0213 “one [ rtage 0% (R
Juertan am 0.2
11 Qo pemerksssn sty KEEerGan 80 tersedut SataS, PETFNTLIGET MR yang MEsh harus ARV SCH AN IO Derit
1 Jesy Pargenyr i 2
T Sejmyngyemnuteng . LT
3 oe:ziaek
3 1OMDEtIES) NESDNS” mF 80 LS8R T ay o
3 EoraTyangIecasn g 0.0
& c-an g .8
T Jumieh yang cepet diecitcan L] 508
4 LMoTKeNLraGan eI, A 8T DO N el 2- Tl B o
i S somagem f
3 dunp &y 0.0
B esan iy 0
2 Jimersarxs oo’ aws) £ e
§  Jomer yang mash nerus Sbeyer L~}
Dengan Muns : (Sepdun jta rupien)
PERHATIAN |
faulilllLLu}
1 rerad JeTemAR 3 saxsm el Jencenersienatmisst wia. s Joeny BANK SULTRA M. Rek. 10S01020000038 :ergst
menggranan et Ser orer Paes Deear [PT
2 foaoig SED m o Toa NS AT TDEY WS 24 oSt 3805 6™ 3 rer smac SO0 4 smrme cerscsn sk
S MNR-as 2T 5ID.73Rse0e S Il Det oot
T g
seoas 3ece” dempeasis;sx ARer ous Daersn
(%13
Ay tel
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24. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jn.wardey No 02 We Mancat [I] dec Wang-iieng Seaten Wad akstod

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomar | R Tahyn : 292..
Masa Pajak PR RS |+ N . RO} W

Nams Wajb Pajex (]

Lamet i

| dercasava sam 7D Lodergeunzang oMo 25 a s 20Jte 8% S@KLasT DETIETCSEIT ¥DL AETITGET M EIBS DE M 83
LR 2T U

o Rmuanng Pejae s By Deasr Pengenesr (Ro) | Pajek Termuteng (Ao}

Jarmah 22 -

1 el pemerissen s2au KEETBNGE" 80 TETSE0L SANES, PENGHLNGET JUTISN BN MEST NTUS SD8YST 808 SN SEDAgE Dert |

1 Desstengeta s L) ko
i Pspk pangrersusng 2 == ]
1 o g

B OIS KTED TSN IS Lyt SEDRL TS L5 ¥

2 G oren smcomu e L] Rl

L an ax

T Jumiah yang capet direcitken © e -]
4 Jneness s nparir TaRsareT pasnoe B 2- ko £ 3.5
E Saws scmixew:d

s Asge *n LE

9 @i 25 30

c Jumiahsarks somngrst (geb) = 53
& Jumien yang mesh harus Sbeysr e o
Dergan W 1 (Seput jte npsh

PERMATIAN ;

i R0 DET,EIRT I gAET TE . DeccetstsPerec msat sza. <23 Dsers  BANKN SUL TRA AD. Rek. 080102000003 =g
mevppuranan Suoet Senaer ax Desan S891

1 fosn s S} @ 1Te< B /BTG ITTS, ST EEEDT Tudl oBTL 0805 M8 I ter A SORIME 4 mwr e Teess<en smEg
TN SUAS DRTLOATI TR ORMRTIY 2 DT ST

Woen gy
wepaa 3 4-dege3aPaad Alerous Deed
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25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

PEMERINT AH KABUPA TENWAKA TOBI
I TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI.....omveee
ECRE LR SR B S
R TETRIN M8 Mg .
Eeuger sont
@ ama
Aavz
X3 ceTIIRY
W KODE REKENING URAIAN RINCIAN DB VEX s
L
oMLaE
TSI CWMI LG
=
Benzanasd Pengrifd Pambayas /| Penyetor
L S TN S 3TN e
- o S W e W S e e e 3 e
L L
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26. Format Surat Tanda Setoran (STS)

3. Formar Sura: Tanda Seroran

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT TANDA SETORAN

(STS)

S ... Bark

No. Rekening
Harap diterima vangsebesar ...
B e i .... dergar: kuruf|

Dergar: rinciar perteriniaan sebagai berikur:

= . = o Jumlsl Rp}
No KodeRcekenirg Uraiar Rin.~iar. Obvek

JUMLAH

Uarg terscbut diterinie pada tanggal ...

Mer.getakuit
Rergguiia AngRArany Seridahara Pe nerimiaarny
Kusss Perggunra Anggaran Ber:dahara Penerimasr Penabantu
NIP NIP

Lermbar Asli Uptuk Pembsyar/Penyetor/Pikak Keriga
Salirzan | U'rituk Beridal.ara Perierin: aan/ Bendakara Pererimaarn: Pembariu
Salizan 2  Arsip

Camaran: KIS dilammn Sip Sewcran

i Coret yarg tidak periu

Cara Pen gisiarn:

1. Kolom Kode Rek ering diisi dergan kade rek eving setisp rircisr. obyek pendsatsan:
2. RKalom Ureiar: Rinciar Obwek diisi ursiarn neama riccisrn obyek peridataar:
3. Rolom: Junilal diisi jumlak rilai nomir.al pererimaar sectisp rivsciar: oby ek perzdapatar.

Catarar: :
SR

Formulir 2w digunokan unmuk menyewr punguwon doerak (parck daerch, rnembus: don
penenmaan lamnyc)
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27. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERIMTAH PRO VINSI/XARPATEN/KOTA ...
f. [ S—
TAHUN ANGGARAN..........

LAPORAN PENERIMAAK DAN PENYETORAN
0 ——

:Ih“,zg\.-ﬂmmhwwn

e
-~

15
%
Denarimazn:
orai 1Rp
Turai rak SKPD 1Ry
un x!
i)
Paryetonn:
unae shp
mrster i
N Rp
|
i Kas 6 Bund Pneamann:
_? unai i Rp
Dapartjus olmb,
Penggura Anggaoon] Kuasa Penggune
Anezaran
M
| -
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28. Format Register STS

PEMERINTAN PROVI/ vSi/ KABUPATEN/ KOTA ...
SKPO.___
TAKUN ANGGARAN

REGISTER §TS
LT —

wo | NosTs | Taagge | Xosebaeng | i o | e
| Disetyu: oieh Dsuphaiorh
[ Pengguns Arggarny Nuass Sendahara Revwr evmae/
Porgguna Anggaran Berdaters Penenmean
M
al
OA
Nama
|| P
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Format Buku Kas Umum

PERERINTANPROVINSINABUPATEN K O%A .
|- —
L TAMUN ANGEARMN ...

BUKURAS Uhiet
L7 TR—

Spde Kae 4 Bandunars B

Aae 3P0 ¥ © ambant

b
LT3
W I
% Tura o

o S ]

Dhwtupui ceh
dengguma dnggarani
KoasaPerugpura
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30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE :

A. Penerimaan
1. Tunar melalur bendahara penenimaan.
2. Tunai meldiui benddhara penerimaan pembantu
3. Melalui ke rekening bendshard penerimaan
4. Melaki ke rekening kas umum daerah

8. Jumiah penersmaan yang harus disetorican (Al+A2+A3)
C. Jumiah penyetoran

D. Saldo Kas di 8endahara

1 BendazharaPenerimaan

2. BendaharaPenerimaan Pembantu.....
3. BendaharaPenerimaan Pembantu
4.

Dise tujui oleh,

Penguna Arggeran/
Kuasa Penggune Anggeran

¥
A

Nome
|| —

Hkmsetdawktb 0251006

Disiapkan oleh,
Bendahar @ P enerimaany
Bendaher @ Penetl mave Pembuntu
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31. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Administratif

D. Formart lL.aporan Permangglangawaban Bendahara Penernimaan

1. Administratiy

I AR S AT TE N WEKa YTB)
APORAN PERTANG GUNGIA WABAN SENOANARA PENERIMAR'Y
(SP) PENDASATAN - ADMINISTRA FIF)
L e
e
v o
Wb ot mmmocn
T R
ST .
A
[ asasau | [e——— T s | i
= . [p— oov vms ¢
[—— Ll b b [ Peree.
. - —— — { chanen
o -
| |
1
- [ l
1
1
i
o e
am
D T P —— o
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32. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Fungsional

2. Fungsional

PARAINIA N K288 & 10N whta TiHE
LAPORAN PERTA MGGLINGIA WABAN BERDAMARA PERERI MAAN
{5P) PENDAPATAN. AINGAIONAL)
e Pomrast
Ses ey
- g
AR Debw i
[ p—
s Mo
e
| [ snmasaaw | sanm | wimianiw - |
wad | [ Aibieany |
— A [Er .
| i e ] ————
! L - el
| Y
|
- el . e e ———— T Il
e | E |
|
| ! !
i 1
-
Lo Lo vt -
- L

T v S e T, Ay T ——r—
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33. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan

JL. ADHYAKSA NO 30 WANGH-WANG! SELATAN Tdp. ©M00 ZEXN0Fux. OO0 XXM

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI
g BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
omal dpptnd st lbyaad ©m

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN - .. 2021
mmmmmmmmmmnmwmm
DENGAN o= 2 000 sama s0 006 20 ssnms 20a a0 e oo, KAB . WAKATOBI
Nomor : - /MR/AK‘HJ -.J W21

cotghy e bamemoa d I Zar Pelapersan BFKAD Kat

Cutmry Cel [1h ey ek (WK OANATER 0 .A0 DEN NG | ARl B3 SR NINA IS JAT55 Hn N 0wy Lk s

PIHAK PERTAMA

2 Hama : v esnsns sansesnnsonn

fait ALcDem S Bk UTR CanEsinam e ped nesaine b o nas v s pedalitmas Ak nend Sarleeprs . Bacan
e ge o la Ko argar. oo Ae? Dasrsr., wriokae an2nys ciset. PIHAK

MECyEiakan Danwalsal Me sk ke Relra Liad [ ene rowavetin Pandspetan OPD whik periode . o8/ 232 dengan cna
etk i data berdeswrkan Surat Partanggng Jawsben (SP7) Rungsional den kelenglcapan behan redconsiliasl yang disumn aléh
etites sinstmsl dmgn deta pade entites pelaporan, dengan hasil asbagsi berilas :

Thiak Dasran Lerinus Laersn Meunsg Alontans Mensut OPD Selish Kat

£ s Penemrass

e, oo - : g
il e E = =
|Seddo Kee - - -

Demikar Bertg A Fakr.$ ird £ Dot ik SanaRan eper LR S spebiladl kemudine far reviaca! Relbsin s sker
LUt e T AR A AN TIAR0 FYR.

PPK OPD Kasubid, Alourtana

NIP.
Nlera
Kt Yo,

NP
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34. Format Nota Pencairan Dana (NPD)

SKPD.....cconesna

Jonis NPD
rPTK

1 O Panjar

Progs an
Keglatan
Suly Kogl tan
No.DPA e
TN ANEEABN | o wrmivasiions

NOTA FENCAIRAN DA NA (NPD)
[ PRSP [ T 1 L ——

Q TYanpa Panjar

q

e S—
Furnl ab
Disetugui ole h, Diad appban cleh,
Penggusia Ang sty Ksasa

Pojutim Pelabsang Tekris Kew oo
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35. Format Rencana Pencairan Dana

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI

IR oo
REN CANA PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN ........ccccconne.
T T = P RENCANA PENCAIR AN
WODE REKENIN un JUMLAN
MGIGRNAT [~y ey T
T T 3 4 > Iz 4 -3+
JUMLAN

Hkmsetdawktb 0251006

¢ ».:;"4.'
T

(TN

i e

v

)

#ed 43



-142-

36. Format Surat Pengantar SPP-UP

2. Format Surat Pengantar SPP-UP

PRMERINT AN KABUSA TEN W4 KATON]
SURAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

AT MG

e T
WEo2 e oM teE.r A g
| R

1 e

Wi Siote 2w BEA (R A% Wi SR Nk I Mag daT

. sz Ca B
W' WWAPE N D AR 6 B b T e

b BEEL F Y R e A
1 S N e

e

e

Tews N okuey T

L L1

AW WA

i e eNenaEr rate w ~

e e ke A

MASA AR Bk AR

e
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37. Format Ringkasan SPP-UP

KAB. WAKATOBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor:

Uana Persediaan

SPP-UP

1. [nama SKPDUNL Kerja

2. [xama Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

3. [Nama Bendahara
Pengel uaran

4. INPWP  Bendahara
Penge uaran

5. [Nama Bank

k3
6. INomor Rekening Bank
7. juntuk Keperivan

8

» [Dasar Pengeluarantl’

He Uraisn

Tanggal [ Nomor

H |SP2D Sebelumiya

Tanggal - | Nomor .- =

Pada SPP ini ditetapkan lampuran-lampiran yang dipedukan sebagamana tertera pads daftar kelengkapan
dokumen SPP-1

Wangewangs,
Sendahara Pengeluaran

*Icoret yang tidak periu.

Lambar Asli . Untuk Pongguna AnggaranPPK-5KPD
Saknan 1 . untuk Kuasa BUD

Salinen 2 : Untuk Bendahara Pengcuaran

Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengelvaran
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38. Format Rincian SPP-UP

KAB. WAKATOBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: . ¥ 'l
Tahun Anggaran;
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
[ mo | Kode Rekening 1 Uralan | Jumiah
Tatal

techilang: empat ratus juta bma puluh delapan ribur upise

Mengetahu/Menyetujus: Wangi -wangi,

Pengguna AnggaranvKuasa Pengguna Sendahara Pengeluaran
Anggaran

Hkmsetdawktb 0251006
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39. Format Draft pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani
oleh PA

G. Format Surat Pernyatasn Pengauan SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP

NBIOR .. . oo i
Serubungan sengar Scrat Perminlaar Pembayarar varg Persataan (SPP-UP
No yang kami ajhkan sebesar Rp. o e (Terdiiong:
. Jrluk Keperyarn SXPD Kabt . Wakatob! Tahun
Arq igaran .Sengar icdmenvatakan ocengar seberarrya carwa

l.ural Uacg Persesigar |UF) ter €Ll 2alai akan Spegurakan orlok kegefian guna

membidyalxedatanyangkamiakiarakansgscal DPA-SKPD

2 umar darg Persecaar (UF! 12e5eDUTUCIR BA3r OQLrAkAr UrlcamerDided CEMZE LAMAT

-penieLaran yarg mMercrol keterliar yang berdhu Parc: odasukan Seqgan Pembajanan
argicrg IS

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPP- UP SKPD

NAEngEatu,
Perga rasrgganarn / Kuasa Penggera fnggasn

B2
Hemgetdawith 015143
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40. Format Surat Pengantar SPP-GU

2. Format Surdt Penguntas SPP-GU

vy
WE ALK Mt eE i
| 35

T e

o

3 saxtewews

s e

¢ wesgme

T Sy egea W ene

& o b@traen

N i

BT P oagaeT ¢T3

B oae b

e cEscEW Gl i W TRIY Y ‘rixia iy Mra 2w
- L e -

PEMERINTAN KABUPA TRN WAKA TOS

SURAY PERMINT AN PEMBAY ARAN GANTE UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

AN NGANTAR

et s 0 wmro

TSR R RS NCRAY M a) M sixs

s

LR )

T P B UPTD g N g
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41. Format Ringkasan SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA". ..
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

T SRR Py e s e

Gar.ti Uang Perse dinan

&P.CU
Nama SKPD
Nama Pengguna Anggaran
3 NamaBandahara Pengsivaran
< NPWP Bendahara Pengeluaran
5 Nama Bank
& Nomor Rexening Bank
7. Untuk Keperiuan
& Dasar Pengeiuaran SPD...... Nowwor:......... . tSged
Sebesar Ry
Terdlumory . .
5a Lratan
1 1
1 i i
1 |SPD
angaal: .. Namoar Re
anggal Nashar Rp
D52 554 Rg:
1 [SP2D Sebelumnys
Tanggal: ... Namer ... |Rp
Tangsal . Nomar x Ro
Da: Ll o . ... Rz
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperivkan sebagamans terters pads dafiar kelvngkspen dokumen SPPint

lEl".ggE

tarde targsn

nams lerngk s
NIB.

LemberAsh o ieg 3§k e TR
Salnan 1 is st b oo

Sahnand LBk cifecatestan
Seinun § Ui cArst Sexarid 44 v

Benda hara Pengeluaran
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42. Format Rincian SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSE DIAAXN (SPP-GU)
Tahun Anggganar...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAM{

. Pnds Dalean T - Kilai Brinind
T l ROCR Wexening Uraian Nial R'..;L.-..'.

N3 “

a2 Kani aee Quih Vansiater
Nama Asgiatan;Sud Atgiatan 1

s

L O XX X XXX

2, DR 00X XX

&

lama Kegiata
13 K¢

4. JUODTOOCL Y
5

» PR XX

- IO X XL KO XX

» IXXX XXX

\ama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, POTERNSR

1| —

erbiang ;22 . rupiah 42
A sadvns; Phbarvenfiils [ TR —
Mengetahui /Menyetujui: Terpar, g

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama Lengkan %2 23 Lengragl
| | —— BIP.ue i

Hkmsetdawktb 0251006
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43. Format draft pernyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani
oleh PA

3. 5. Format Surat Pernyat san Pengajuan SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

e

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU

Sehubungar engar Scml Permirtaac Pembay aran Sanu Uang Persesaarn [SPP-GU

No. " targa yacg Karti Apkan B3’ RP. . ceme conyr  (TErOIBNQ:
o i b S s A J urtuk Keperican SKPD . ... ... Kb Wakatab: Tatwn
Anggarnn ...dengan inimenyatakan dergan sebenarmya bahwa:

l.emiat Garti cang Persecaan (GU tersebul 233 akar gicergurakan untuk kepenuanguna
MmemMpasakegatanyargkamidigaradan s¢iual CPA-SKPD

2 umahGantidar gPemedan |GUitenebut Damk akar Sigunakan untuk Mmempayaipegelcanarn.
pergeLaran yang reruruT Ketentidn yang beriake Parus Z@nukac 38ngac Pembayanar

argicrg L8

Demikian Surat Pernyataan ini gibuat untuk melengkap persyaratan pergajuan SPP-GU SKPD

Kpri

Nergemanc
Pengguna Angrann /Kuasa PenggunaAnggarar

NiP. ...

Hkmsetdawktb 0251006
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44. Format surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan

2. Format Surat Permohonan Pengeivan SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BREEE ciicanciiiisinsnnanins
D siisississasosnisnsasss
201
Kepada

Nomor Y:h. Peiaba: Pengelola Keuangan
Lamp.ran B Daerah Kab. Wakatobl
Perihal Pe.rmohonan Pengajuan di-

Tambaban Uang

Sehubungan dengan xeduruna.n xegaram kam: maxa

dengan in: mohon Kepada Bapax xiranya dapa: dide.rixan

Ta. moahan Uang Sedesar - : o

PRI TIRT, bt et ,~} dengan Rincian:

Program ........ Rp -
Kegiatan ..... Bp ... -

Demiizian Sura: Permohonan ini semoga Bapax dapat
menverura: dan atas Kerjasamanya Kam: ucapxan tenma

xasth.

Kepala SKPD.
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45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOB!
BADAN PENGELOLA KELANGAN
DAN ASET DAERAH
Jin. Adivehsa No. 30 VMangr-Wang Selaen, KodePos: 93791

Email: dpphad wahatobi avmail.com

Wangi-Wangi,

Nowor
Thal ‘Persetujuan T ambahan Uang Persedinan

Kepade Yth,
angpuna Angearan ' Kussa Ponppuna Anggaran

Kb Wehatob
-
Wengi-Wang:

1. Dasar:
2. Perauran Menenn Dalam Negent Nomor 77 Tahun 2020 wemeng Pedonan Pengelole an
Tehms Pengeiolzan Keuangan Daeorch
b, Surat Permohonan Tambzhan Usng Persedizan dart PA KPA Nomor . tanggal
. tentang Permohonan Tanbahan Uang Persedizan,

Sehubungan dengan butir | tersebut diatas, dengany i diberikan persetujuen Tanbahen Uang

Persediazn sebsar Rpa.eeeceeens .o (terbilang), untuk keperiuen mendesah SKPD
dengan rincan:
Rode
Rek Lraian Jumiah
Jumizh | Rp. -

rJ

Taunbahan Uang Persedizan torsebut tdek dapat digunzhan untuk membiazar pongelusran
sang menurut hetentuan harus dilakukan dengan Pembayveran Langsung (LS).

3 Tambahan Uang Persiadizan tersebut digunzhen untub paling laana 1 (satu) bulan sejek anppal
SPID duterbukan. Apa bz Tamba han Usng Persediazan tarsebut udak habis daleim sa bulan,
migha sise dang yeng ede pade Bendahara Pengelusran di setorkan hembel ke Kas Daerah
Kabupaten Wakatobt Rek Nomor : 105.01.062.000003.6 pada Bank Sultra Cebaung Wakatobi

Dembaan umtuh menjed: perhatian.

Kepala BPRAD
Sclahu BL D,

Hkmsetdawktb 0251006



-152-

46. Format Surat Pengantar SPP-TU

PEMERINT AM KABUPATEN WAKATOAI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAMAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)

[r

SLNAT PENGANT AR

~ACAIT

b T TR S Ll - Pt ¥

=

Ehe o

S8Tg3T METIErTaTKAr Peraturads S.LCIT NN PETJA2a RN ANGEaTan PErcIsityc 23¢ 2eiama Daeran KIS WINMCH TaMLm AnggerIT
W Neme Tamun 20w tWtIng Perjanaras APED. 2¢73ama I T MEngdiukar Scrat Permuctass PemIaveseT Tamaanan Usng

FUSAC A3 SEDACT et

3 Jusr Peratnoran

= RS

¢ TEwrArgiaar

¢ Zamr Pergs.ay SPT e

2 iy $Rleated L=

T ISt tEse LY

SriE Pentaew Yrg Cevom iz

'

2 GNE

8o 53032 PRNQENIIAN
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Format Ringkasan SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA™ ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Tambaban Usng Persediaan

8PP-TU

1. Nama SKPD

1. Kodedan N Kegiatan

2 Arggaran Kuasa P
—_

L

&

7. Nama Bank

& Nomar Rekening Sank

9.  Untuk Keperican

18 Dasar Pengsicaman N aenar LR
R
L1 Traisn
. T
1 |sPD
Tanggal Wy P
Tangssl Nomar: Rp
Dst st R
il |SP2D Bebelumnys
“uegee Nomar R
= Namor £id
Lax Ap

Pada §FP ini dnewapian Bmprancdacpran yang dipe fukan

sebagaimana ¢

tera pada daftar kelengkapan dokumen 8PP ini

tanda tangan

[mama lengkag
NP

LembsrASh L s TG; . "3 e FORIET
SeHnaNY T e egEL

Satnan2 LB crurfetiesyat PR
Sanand L7hv bt I3WE Cj eLamt AR

Pejabat Pelaksans Tekrnis Kegiatan

tanggal
Bendabars Pengeluaran/Bendsbara
Pengeluaran Pembantu
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48. Format Rincian rencana penggunaan TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA’......
SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAA!N (SPP-TU)

NOOT ; oecirsvcearesceirennenns

RINCIAN REINCANA PENGGUNAAN

.‘-i:j Kode Rekening Lraian l Nila Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan !

Lo R0 X0 XXX

2. 0030 XX KR XXX

3. fest
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. 100300 XK 00X

5. fxocsocococ o

6, b e xoeon

7. resococ e ooox

8. Jese
Nama Kegiatan /Sub Kegiatan 3

9. 00K 000X

10. jast

10|

Terbilong | #% ..oovvnniiann TUBIGR 28

Menge tahui/Me nyetujui: Tempat, Tanggal|

Bendahara Pengeluaran /Benda hara Pengeluaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pembantu
Nama lenzkap {Nama Lengkap
| ET— 111 S
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Format Surat Keterangan TU

3. Formar Sura: Ke: erangan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUP ATEN WAKATOBI

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembav aran Tambahan Uang

Persediaan SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp ’
tetbbakgperiuan ................ J .SKPD Tahun Anggaran
btewatakan dengan sebenarnya bahwa jumiah tambahan digunakan untuk
keperiuan:

No. i P Jumiah
Sk Kode Rekening Uraian Rp}

Jumiah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi pers-yaratan

SPP -t S

Vengetahur
Aangguna 4Angza-anKuasa Pangguna Angga-an

ftanza @ngan)
hama Lengkapi
NP

Catatan :
Doeyman ini oBh Bandahass Pengeuaan®PTK dan Jta-gatangani oeh Pengziuna Angaran.
Kuasa Penpgunainggamn pada saat pengajuan penaroian SP2D kepada Kuasa 5UD
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50. Format draft pernyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani
oleh PA

6. Forma: Pernyataan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

o SKPDL ....commmnsisasisasmersiin
—_—eee

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

ROMBB =oii ooy

Serubungan scengan Surat Perrurtaar. Pembavarar Tambahtatlang Periesaan [SPP-1U

No argga SFANE kM 3pkan 3eDR 5 RP. wseiisieawn.,-  (Terdliang:
i o s momn me wens mon o) LEMDIGR BEpadean SKPO ... Kab. Wwakatali Taten
Arggacarn -SRrgan Inimenvatakar sengar gebecarriya Darwa:

l.umar Tambahar Uang Perseciaan [TU} lersebut o0@13s 3kan Spergunakan untuk keperian gura

membiavaikegatan vangkamiaksanakar sescd DP A-SKPD.

2umarTarcaran acgPerseziaar | TU tarsebuthoak ks SQurabn Lniuk MAMBSIAvAI pENGSIL A Ar

-cengeharan yarg Mencft Ketenludn yang beriakc Parcs J@kak3an sengan Pembavacan
angiung iLS!

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkagi persyaratan pengajuan SPP-TUSKPD

LN Bl

Mengeahe
Perg ‘2uradraarankodsa Pecgaura Arggaric
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51. Format Surat Pengantar SPP-LS

1. Format Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYVARAN L ANGSUNG SARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
"
BRAT PINGANTAR
-

el Ly TR TR
Wt

Vre
X crarww Teea liz wanl fessy suer Teimaw s Mas Mew sx sz T4 M wte
woo 3y WG GEEAv S Dt ¢ owe CEEEY B3 TN MCIaad BGacs MYS o S8 MK
-—ar
e e eww
w b

L |

A AN e

¢ e Lawbse aa

Rk

3 e ferrsaw wyimen -
=y
.o r
PRt M deddod T8l € 0gata e D Y
r 1}
R T
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2. Format Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PRMEIRINTANKABSUPAIEN WAKATON |
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJT DAN TUNIANGAN
SPP-LE-GAS L-TUNIANGAN)
e

[

s T

~ % e e m i

oA

Swr wermar Tesc @D www Fpoxaw azaee  gEmber BE0Es @ AeE M aoawml S 1. ages
> g Lergmsw S zsmmna - cemes  bew pmour feians 338r3 g Tose —acs

e Y e

B -

T

B W e

e emamE g Setn

e
H

et ey R R
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52. Format Ringkasan SPP-LS
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PEMERINTAH PROVIINSI/KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN FEMBAYARAN (SPP)

Nomor:

Langsung Gaji daz Tucjamgan

SPP.LS
L Nama SKPD;Unit Kerja
2 Kode den Nama Sut Kegistan
1 Nama Pengguna Anggaran ‘Kuass Pengguna Anggaran
4 XNamaPPIK
5 Nama Dendakars Pengeluaran
£ NPWP Dendahara Pengsluaran
7 Nams Benk
8§ Nomar Rekening Dank
3
© E’L‘ Namar argEs.
Sedesar Rp
Terizrg
L Ustian
T T
. 1

i sPD

Tarngga K o Ry

[Targga’ R 53

= D L
15 [SP2D Sebelumrcya

[[arggal REE Re

[[angga [N amar | 9

=3 Dst e

Pads SPP ini dretapian lampinn.ampiran yang diperickan sehageimana tertera pade dafrar

welengkapar dalooren SPP ind

Pejabat Pelaks ana Tekris Kegiatan

ftands tangan

mamay l2ngsap
Nip

LetnbarAsh re demglteinggeEs sew el
Satmanl ot oxvaesaRl

Salnan2 rn.cimcIrgcfof e BTR
Sslnand ot s bR osmrER e geEss TV

g,

Ben. dahara Pecgeluanas

tanda langan

tnama lengkag
NP
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PEM ERINTAH PROVIISI/KABUPATEN/KOTA™
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Narsupr:

Lac ppurg Barang dan Jasa

wP-LS

1. Nema SKPD/Unit Kena

32 Kode dan Nems Suk Kegistan

1 XNama Penggura Anggeran ‘Kuase Pengguna Anggarsn
—

4 lamaPPIK

Nama Dendakars Pengeluaran /Bendebars Progeluaman

Pembantu

N

P Bendahara Pengeivarsn ‘Hendahara

e ngeluaran Pembantu

7. XNamas Dank

8 Nomar Rekening Gank

5 Ustnk Keperican

12 Dasar Pengaivaran

S0 Nomar LR

Setesar Rp

b.13 Ursian
1 1
1 [SPD
srggs Namar Rp
[Tangsa Nomar RE
st = Re
u 2D Sedelumnys
[(2rgas N amae Re
Tangael Namrar Re
Dt nt Ry

Pads 3PP ini ditetapian [amprandampitan yang diperician sebagaimansa tertera pads daftar keiengiapar dokumen 8PP ini

Pejabat Pelaksara Tekrnis Kegiatan

.. amgaal ...
Ber dabara Pengeluarac /Bendakary Pecgelustan
Pembar tu

anda tangan

ST RN ST ¥ 1

R
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA™.
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Komaor: LAT ST AN

Langsung Pihak Ketigslainnys

AFFLd
!, NamaSKPD /Unit Kerja
1. Kode dan Nama Sub Kegiatan
3. Namg Pengguna Anggacan /Kuasa Penggura Anggaran
¢, Nama PFTK
5. Nama Dendahara Pengeivaran
&€ NPWP Dendahara Pengeicaran
7. Nama Bank
& Nomaor Rekening Bank
% Untuk Keperivan
1 SPD Xomar targEs |
Sanesar Rg
Termizrg
o Cralan
T
1 |spD
Tangga! Namor IR;
Tangga! Namor: §
Dst Dn %
i1 |8P2D Sebelumnya
Tatgss Namor: B
e Namoar IRF
Day Lst P;
Pada 8PP ini ditstapian lampiranslampiran vang diperician setagaimana terters pads daftar kelengkapan dokumen SPPind
anggal
Pejabat Pelaksana Teks is Keglatan Bendahara Pengeluaran
tands tangen lands tangan
naATA Anikap nama enghap
NP Xip
Lambar Afl e 55 LT 84T G T
Se:inanl cR.s33 5.0
Sainan2 03 L B B RIRER H

Seiman) UrziicAssiexatsupgeLeet N

Hkmsetdawktb 0251006



-162-

53. Format Rincian SPP-LS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA’)......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANG SUNG [SPP-LS} GAJI DAN TUNJANGAN
Nomar:. ...

RINCIAN RENC ANA PENGGUNAAN

Na i Kode Rekening I Uraian I N:lai Rupah

Nama Kegatan 'Sub Kegatan |

200 300 320 300 X0

7 PR 0000 000t

1 s

Nama Kegatan /SubKegatan 1

4 PR 00 200 XX X000

w

P3O0 200 XX 100 XXX

6. P00 00 XX D000

T PR 200 200 200 XK. X0

L] : B

Nama Kegatan 'SubKegatan 3

9 P00 30000 X0

il =L
Tebiang . s8 ._ e TUDIQR B8
Maogeraing) /Meawenu: {Temmas., Tanges
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Namalengian Mama Leaxap
NIF. MEF.
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PEMERINT AH PROVIINSI/KABUPATEN/KOTA?)......
SURAT PERMI!NTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS} BARANG DAN JASA
Miemeey © .o

RINNCIAN RENCANA PENGGUNAAN

K2 Koze Rewening Uraian Nilai Rupizh

Nama Kegiatan Sub Kegiatan 1

(OO, X0, X0, 300 000X

3 1=

Nama Kegiawan Sub Kegiatan 2

5, Jrocc o X o

§, [P0 XX

7, oo R o

Tebilang ' #% ......occonrenn, TUpiGh 88

Menge tahui /Menye tujui: {Tempa:, Tanga i
Pengguna Anggaran/Kuasa Pe a2 Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
® Pembantu
{NamzLenzran Namalanzgan
X ] S
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PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA"Y......
SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN LANGSUNG (SPP-LS| Pihak Ketiga Lainnya
Nomor:....... : .
Tshun inggarar......

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

N Kok Rekening Uraian Niai Rupian
Nama Kegatan/SubKegiatan |

1 PRI ILON0N

3 300 X00 X0 XX XXX

!

ma Kegatan/SubKegiatan 2

4, oo X
) LRSRVR VR TE S
£, | emoonns
7 PosEm s
) B

Nama Kegatan;SubKegiatan 3

0 [ROCEX DL XX
1 |a
Tobiang ;8% ....occnrernr TUDIGR #8

Mengetahui/Menyerujui: Temme, Tangal
Fengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nazmalesazar Nama Lengkap
NBE.... NIP.

Hikmsetdawktb 0251006




-165-

54. Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin
pendukung)

6. Daftar Rinciun Penggunaun Angguran SPP L8- Bucrung dun Jusa iuntui belanm runng

Potngan Pasal pa—
No Uraian Tumiah Kotor [~ P Pasil | OPh Pasai | PPhPastl | PPh Pusl 4| Paph Tunduh s
. b n 23 2 Dasrah Padh
Tow!
Wing-Wangt, .o 200
Mengeta hus,
Kepula SKPD Bendahara Pengeluaran
Nip, NiP.

Casazan - wnsk dolom wrgian diisi senal uralon & 1anda buls kas
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Format SPM-UP

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA*
SURAT PERINTAH MEM BAYAR
Uang Persediaan [UP)

Tabun Anggaran:

No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Supmve menerhizes SPIDKzmda

SKFD

Bendciara; mhad Bin
K2 RegeningBang
Mama Bane

NPGP

Dasar Pemzavaran

Untuk Keperian

IFnIonnn - potongac !

Craian
No. Jumlab
No. Rakening

Keterangan

Jumaz] Rp

Informasi : Tidcx mengrTnginTian pemoayaEn SFIL

Uraian
Ko, . Jumlak
{No. Rekening|

Keterangan

J;:s:lﬁ: L

Pembebanan Pada Kegiatan

SP¥ Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAL Jomah Yan.gDiminta 51
Jumaa Peogan Ba ..
[ie=ah |- oman YangD.oevarkan B .
Lang Sea:man
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp....
JELFEER
\emS1arg Per gruna An ggarar
Ands tangan
famalemgimp
|Romor dan Tanggal SPP b 112
I It gansgatin mak funclengies son dsdmesl dlee Xogas SHPC

Hkmsetdawktb 0251006




-167-

56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA

5. Format Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
o R ENR

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-UP

Nomor: .,
Sercbirgar gengan Sorat Penctab Merbayar Uang Persesdan ($8M-UP No.
v LAPRRM. AN KamE Aok 36DEIAN  RPL  cweseimimeemey=  (TEDIONG:
e waim se awes e P ISIENK Kepetig@n SKPD . . .. ... . K3BE WWOKazobi Tahun
ARZZATAN ..._.....0087330 NiMeryalakan JEngar sebenarryld Sarwa:

L .uman Uang Persedaan (UP| ersébul Zalas akan Dipergunakan unluk kegercandcra

MEMDayaike Jatar yargkaraksanakanse saal DPAR-SKPD,

2 Lumiah JangPersesiaan (UPIteriebet DZak akarcgrrakanuriikmemiaya pengeLaran-

pengevaran yarg mercrl! ketertuan yarg bedak. harus cakokan cergar Pemiasaran
Langsurg .8

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyarmtan pengajuan SPM-UP SKPD

Rergetahu,
Pergiuradq@garar/ KuaiaPengoradrgaran

NP
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57. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA

R. Forma: Su_-atPernyataun Tangg ung Jawab Mutiak (SPTJM unik UP/GU

1. Format Surat Pernyatssn Tenggung Jewab Mutlak (SPTJM unmtuk

LUPIGU
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Nama SKPD.....cocuiisa-
Alorat BEPE . . ............-.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NeEmDe ;. ......{1)

Yang bermanda ta:gan d bavvanin:

Nama . i : AR |
NIP ’ " N ’ R
Jahatan (4

Dengan in1 menyata:<an dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitnngan i8})..... sebesar A6),... [dengan haras) telah dikirang
denga .n benar.

2. Apabia di kemudian hart terdajsar Ressilahan dan/atau kelelahan atas
pemdayaran tersedur, sebagian atau  selurufinya, <am
bertangglang jawab sepenuihnyva dan bersedia menvelor< an aas
Hes alshan dan/azau keieb:han pemban aran tersebur ke Kas Daerah

Buxii-oud7i dan dod~umen asii tersebut telah diveririkas! oleh Pejabac
Penazausahaan Keuangan (PPK.SKPD| dan disinjdan sesuai kelentuan
vang Dderiaxu pada Satuan Kena .. (Bj.... unituk Kelengdapain
admunistrasi dan xeperkaan peme.rinsaan aparat pengawas fungsiona!.

Demician surat pernyataan in: didbuar dengan sebenarnva, dalam xeadaan
sadar, dan tidax dibawah texganan.

9 "
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,
Materai
110y

Nama iengrap
MNP
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58. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKAS| KELENGKAP AN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-UP

Saya yangbertanda tangan di bawah ini:
Namsz

NP

jabatan PPK-SKPD

Menyatzkan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan ampiran Surat Permintaan

Pembayaran UP Nomor .. ... Tanggsl .. teiah iengkap dan sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Jika di kemudizn hari pernyata.an say2 ini tidak benar,

maka sava bersediz diberikan sanksi sesuai peratura n yang berisku,

Cemikian sur@t pernyataan ini saya buzt dalam keadaan sadar dan tanpa paksazn dari pihak

managun

Wangi-wangi, ..o
PPK-SKPD.......

|

Materai

[ S
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-170-

59. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-UP
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SUBAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP - UP

surst pengantar SPP-UP

nngkasan SPP-UP

rincian SPP-UP

saiinmSP O

Coodtn

TangEe
hama

NP

Tands Tangan

LembBaran As
Sslinan 1
Ssiinan 2
Sslinan3

Hkmsetdawktb 0251006

SK Bupati tentzngBesaran UP

draft Pernyataan pangajuan SPP-UP umuk ditzindstangani oleh PA

PENELITIKELENGKAPAN DOKUNEN SPP

:UntukPengguna Anggaran /PPK -SKPD
:UntukKuasz BUD

:Untuk BendanaraPengelusran /PRTK
:Arsip Bendshara Pengeiuvaran /PPTK

yang
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Format SPM-GU
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PEM ERINTAH PROVINSI/ KABUP ATEN/KOTA?|

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Ganti Uang (GU)

SKPD

Bend pngra phax lan
Rz Reinening Bank
Nama Bank

SPAP

Dusar Penbavaran

Suraw meneriian SPIC Keada:

Tahuo Anggaran:. INo. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan !
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN; KOTA = Craian ey SN

{No. Rekening|

Jomlalld Ro ..

Informast : Tidak memgumng umiah pem oyann 3°M

Craian
No. Jumiah
INe. Rekenkng

Keterangan

Jum an'Rp.

(s Kesoedge,:

|Pembehmn Pada Kegiatan

$M Yang Dibayarkan

[RODE KEGIATAN URAIAN  [NTal uralas Yazg Duminta |3
Jumlas Patengan -F,.
Juman K Jormlah Yarg Divasaan  [Ra
Uarg Sejumbads:
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.
. gl
erbranyg Per. ggurs Angganac

nETE .'.': '-":-._".'.
Nomor dan Tanggal SPP NiP.
PN nga) apopiiaceian domegtmeg G Son & zevygs 5.6 Kepa's 2300
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Format Surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA

6. Format Surat Permyrataan Pengauan SPM-GU

AVERANDV REATURAN VENTER DALAM NEGER
NOMOR 18 TA=UN 2008
TANGSAL 35 WME 3008

SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM -GU

P —
Seruburgan cengan Suat Pennlah Mermbayar Garti Uang Persesaarn (SPrA-GLY %o,
commrers  ROGBA v GROG kAP DORAG  38DE53T AP mecieicimenm  (Terbilng:
mmioesimuime mamamenmiecef- & AIMENK Kgpgfan SKPD ... ... ... &b, Wekawbl Tehen

Argg ann . érgar inimérvalakan 2ergar sebecarrya Darasa

loaamah Gann Larg Perses izas |GUI) tarsatot catar akae dipergundkar cntok keperiian guca

merbida i Ke g ATAVANFAAM 1 3KSANANAN s85 3 DPA-SKPD

2. .cmah dantiUang Persenaar (GUItersebul DOk akan Sigunakan unluk memD ava i pEngelcarae-

pergeLanan yang mecurct Kelertudr yand Deraku harus Soawukan Sengac Perbayaran
Langiurg (S

Derikidr Scrat Pernyataanini SOt urtck meengkapipersyaratan pen gaan SPM-GU SKPD
i

hlergetan.
Perg iguradrgaarar/Kiasa Pergguna Anggarer

P ssbssssssis

NIP
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62. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Nama SKPD.....
ABmag BEEREN ... ......ociiensmaninanmne TR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor :.........[1}

Yang derranda tangan di bawah in'i:

Nama T o {2Y
NP L e (3}
Jabatan 2 . RoeTr |

Dengan ini menyvatasan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bedbisungas .....18)..... sedesar ... 16)...... idengan hurufl telah dihotung
dengan benar.

2.Apabdta di wemudian har terdapat xesalahan dan/atau kelebihan aras
pembalvaran A7) tersebui, sebagian atau  seluruhnyva, =ami
bermanggung javwadb sepenuhaya dan boersedia menyetorzan atas
lsesalahan dan/atau k eiebthan pembavaran tersebu: e Kas Daerah

Bukm-buxt: dan dokumen asii tersedur telah diverificasi olen Pejaba:
Penatausahean Keuangan (PPK-SKPD) dan disimpan sesua: xetentua:n
yang beriaxu pada Satuan Kera 18).... untuk Kkelengkapan
adrministras: dan X eperfuan pemeriksaan aparat pengawwvas fungsional

Dem:xian sura: pernyataan :ni dibua: dengan sebena.mya, daiam keadaan
sadar, dan ::dax dibawah texanan.

e gt o 1 3 s y v
Pengguna Anggaran/Kulasa Penggunia
Anggara:n,

Marerat
(104

Nama lengxap
NIP

Hkmsetdawktb 0251006
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63. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Nama SKPD..............
Alamar SKPD | e :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
Niomo (1

Yang bertan.da zangan d: bawah [nl

Nama P21

NIP i3

Jabaan i4

Degan ini menyvatakan dan bermanggang jawab Denun atas sega.a
pengeluaran SPD2 .3 sebesar i6)...dengan huru’l teiah dt
belanjaxan sebesar ....(7} (dengan hurat) oleh Satuan Kerja 8

Kab Wakatobi.

Buk*eouxt dan dokumen asi tersebur di atas telah diverriikasi oleh
Pejadar Penatrausahaan Keuangan (PPK)} dan disimpan sesua! XKetentuan
yang berlasd™y pada Satuan Kerja . 1.9} ... untuk kelengkapan adminisiras!
dan keperluan pemerixsaan apara: pengawas fun gsional

Demikian surat pemiyazaan i dibuar dengan sedenarnya, dalam keadaan
sadar, dan tidax dibawah texanan.

410
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,
Marera:
6000
(L1}
Nama lengkap
NP

Hkmsetdawktb 0251006
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64. Format Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Berita
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi

JL. ADHYAKSA NO.J0 WANGHWANG] SELATAN Tep. €900 ZSEI080 Pz DI0H SERM0

PEMEBRINTAH KABUPATEN WAKATORI
@ BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
omell “dpptnd weti a8 ivea ll com

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN -~ 2021
ANTARA BIDANG AKUNTANS] DAN PELAPORAN EPKAD KAB. WAKATORI
DENGAN :-rassnes 1+ o stoes s 120 siase ases e, KAB . WAKATOBI

¢ e BARY AK LI/ 2021

Hica a1z i O - Dl R STEvLg e bE 0 pemetlsd cuBhimtn i s MRAL Kk,
Wi ol Ry g bereres tergnarid haws un.

S aun A e ey e ra

CwEnlR, aher Ok AR Ca AR i DTG oo ey Ban S SeREaria A

PIHAK PERTAMA

falam Menn B TSk (2RO e penT ,.;.r;n. AR B0 i o petaBinny Ak ruratarMesp e o Berar
Hage da e waern e Ader]]srad, LR deay 2ove caet | PIHAK

MECVELSE £hetwh i E ek Ken Fe rd L Perara g rGesznan Pendapatan OPD unnuk periode . 98/ 2021 dengan cara
mendeskingkan data berdusrian Surat Partanggung Jawsban (SPY) Rngalonsl dan kedlegliagan behan rekonsiliasl yang dsumn oleh
antites sloxtensi dengan dats pade entites pelaparmn, dmgan hesil sbage barilus ©

Menunst Aloxtans Mensut OFD Seliuh Ha
su-x- - - -

Demar Bame Avaral sRorails o o 2 hu2 ik o @uoeken seper N Zan apebl|a & KSMSen ne riswans Keken an shac
SstiRion, pert alca T Rl AR e InE

PPK OPD Kamubid. Alantansl

Mgk,
Kbk, ARurmssa car Pelspras

T

Hkmsetdawktb 0251006

Acara



-176-

PEMERINTAH KABUPA TEN WAKATOBL
g BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
JL. ADMYAICSA ND JOWANGEHW ANGI SELATAN Tp. 0 ZIZAN0 Pax. OIDO XTIN0
ol dgphod. ssiivicidmml om

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN ---
mmmnmmmmmmmnmwmm

P Kams anuraant Sospeik., e g 4 Bl Aereesi dn B aporer BIKAL Keb
Wakdi Rartvona

i Nasy

NP
abater Pejaba Peratusshs Kelangan
EY By Bscsy ST, AR &
cpet 3 PRAKPE KT AMA
- ."'— -
% [
gt t Kasubic Akrans
i RO EWE harnad pelprmen peardlil arg ARrEna F

Ferges risKe g PIHAK KEDUA

e aled. BEras s 2 e ke hekonsd el Meanag ngeenti o Bdanis OPD ik pariode — 9¢/-.. 202 demgan cors
muntandingion dets berdessrian Siurat Partanggung Jowsban (SPY) Rungsional dan leslanghiagen beben rebonsiiiasl yang dsusn oleh
atites sinmtensi dengen deta pade entites paleparan, dangen hasil ssbegsi barilng

e Manrt Axungne Menna OF eoan e

W - 1 -
i - - -

sesiimsneasst
L& =a S 2
2 I8 = TercameTiengmasian - s -
&L Setaraggdes joxe - = =
aeiwe, - - -

Zlezlims name

z s Feermnon - = -
L o i T = - -
Sl aw Y, - - &
& Peyereen Sim Halnya - - -
St Kas - - -

Berdaswian besi] relconsiliasl tersebns, hhmm“ berilasg :
& Seldo Kes Tunai
b. Seldo Berk semmi SIMDA :
d Saldo Pejak :
¢ Surst Barharge i
Totsl Seldo Kas T -
Catatery
1) Saldo Reeming Ko t
D Seldo Parmdisen 3

Lemdan et St o Ketraal LUIRER . ERAr SEpEn RSz ME eIt B0E! Kl NUar aREr
SLOK R P et A Enta AL R,

PPK OFD Kasuhid. Alomtansi

- -
NIP. NIP.
aEanL,

Keb £ Akunans (an P

Hkmsetdawktb 0251006
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65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jin Adkiyvaksa No: 20 War gi-\ien.gt. Kode Pos 22790

Telp./Fax. (020 222230, Erail: dppkad_Wakstobigym silcom
B e -

BERITA ACARA REKONSILIAS]I PERSEDIAAN

PADA DINAS . ... . KABUPATEN WAKATOBI TAHUN.
Nomor : ........... wenesmeseresaane
Puda e inf .ooooiicon. Tunggal ........... Bulbs; ..., g ... .. DESTEMpEY

di Bidung Pengeioluan Aset Badun Pengeloia Kevangen dan Aset Duerah
Kabo puten: Wakatobi, ke yung bertanda bungan di baswsh i

Nuarnu

NP

Jabatan

daiam hal m: besindek untuk dan ates name  Penguorus Barang
Pengguna pada Dinas ........... Kub. Walcatob: untuk selanjinva disebut

Pinuk Pestama;

{[. Nama
NP
Jabutan
dalarr: hal ind beriindak umiuk dan ates nama bideng pengelolsan aser
pada Badan Pengelols Keusngan dan Aset Daerah Kab., Wakatob: untuk
selan e disebut Prhak Kedus;

menyatakan behwa telah melaiekan rekonsiias data persedisan dengan cara
membandingkan duta persedisun  pada laporan  yang disusun  oleh  Unie
Penggune  Barang dengan laporan  Realisas: Keusngan pada BPKAD Keb.
Wakatobt untuk periode Tanggal ........... s.d. ........... de;ngas lsasl
sebaga: bestk ut

. Hasil Rekonsilius: Data Persedinan (Dafar Terlampr)
Hal-ha!l penting lainnys mesgenal data tericat penyusunan Laporas Persedisun
disunkun dalam Lame,run Berity Acara inl, yung meru puken baguan vang tidek
terpisanknn dust Berta Acam mi

Demikiun Be:tta Acama ini dibust untizk digunakun seperlunys, apabila di
kemudian hun terdapat kekeliruan skan  dilwicckan perbackan sebagainana
mestinye.

Pihak Pertama : Pihak Kedua :

.\’ZP....... NIP

Mengetahu::
Kepaia Bideng Pengelolaan Aset
Kab. Wakutobi,

PRPPE——

Hkmsetdawktb 0251006
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66. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERN YATAAN
VERIAKASI KELENGKAP AN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN 5PP-GU

Saya yangtertanda tangan di bawah ini:
Nama

NP

fETRE ] : PPK-SKPD

I enyatzkan dengan sesungpuhnys bahwa dokumen dan amgirgn Szt Permintaan
Pembayarsn GU Nomor ...... Tanggasl .... ®ian lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jikz d kemoudian hari pernystasn sayz ini tidak benar,
mazka saya bersediadiverikan sanksi sesuzi peraturan yang beria ku.

Cemikizn surat pernyataa n inl saya buzt dalam keadsan sadar dan tenpe peksazn dari pihak
managun.

Wangi-wangi, ...........

PPK-SKPD.......

Materat (
|

NiP ...

Hkmsetdawktb 0251006
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67. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELTIAN KELENGKAP AN DOKUMEN SPP
SPP -GU

surat senzantar SPPGU
nngkasan SPR-GU
nncian SPP-GU

laccran pertanggungjawaban (LPJ) pengguninan UP disertai dengan buxti-tukti

transa ksi yanglengkap dansan, termasukdscumen perpajakan terkait
draft surat pernyataan cengajuzn SPP-GU untuk ditandztanga ni cleh PA

sslinanSPO

00 OUod

PENEL ITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tenggs|
hKamae

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asii :UntukPenggunaAnggsran /PPK -SKPD
Saiinan 1 :UntukKuasa BUD

Salinan2 :Untuk BendaharaPengeuaran/PPTK
Salinan3 : Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK

Hkmsetdawktb 0251006
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FormatSPM-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTAY
SURAT PERINTAH MEM BAYAR

Tambah Uang (TU}
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAR IPolon(an - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA Ko. Craian PR [—
{No. Rekening|

Suoave mensrhiacan SPID Kepada

SKPC

Bendatens phak lan
No. Belapeng Mek
Sama Bans

NPaP

Dasar Peoiuyaran

Untuk Keoedmar

Jiziahl Rp

[nformasi: Tidex megumng mrieh pemsusensy 85U

T
. [ Jumlab
{No. Rekening|

Ketersngan

JumiasfFs

|Pembebanan Pada Kegiatan

SPM Yang Dibayarkao

[KoDE KEGIAT AN U Jumas Yang Dimuzts R .
Jumiah Pazsgan I -
Jumas B Lomlak Yanglilmvarsan IR:.

LangSe =mad:f. r )

Jumlab 8PP Yang Diminta: Rp. .

tertiang

Komor dan Tanggal SPP

W
Per.gguna Arnggarar. /Knass Pen ggura Anggarac

e

Py sl sspdsloieisEavsniongy o daempsl digd Rgals R

Hkmsetdawktb 0251006
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70. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA

7. Forma: Pernyataan Pengajuan SP\-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-TU

O R —
Sefiberganm ergps Scaat Paartah Warmbayar 1amCaraoarg Ferses aan (SPWE.TU N2
Anggal. wo@fg  kami 20kan  sebesar Rp. ... (Terdilong:
- S Kegeruar SKPD Kab. wakatadbi Tarun
Anggaran SACQ2N WMIMeryatakar 580230 seE,anarryd bakwar

Loaomah Tamtaran Jang Pers.esiaar [TU! tersebut Satas 2kan COEZLOakd” ofluk KeCerkar gurd

mermbiayakegatan yangkamiaksarakarsesua: DPA-5KPD

Zoomar Tamcarar QAngPersecaan|TUtersedutIoak 3KD" S@LeANICLrILKMAMDA 3| PENJELACRT

-pendieNar yarg Mencrut keteriLan yand Deraku hars Siak.ikar cengar Pembayarar
Larg surg IS

Cemikian Surat Pernyataan in cbuat untuk melengkapl persyaratan pengajuan SPNV-TU SKPD

Nergemah
Pergaonadnggaran/Keasa Pengaura Arggare-

| J— i

Hkmsetdawktb 0251006
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71. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPTJM] untuk TU /LS

Nama SKPD..............

g PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
AlamarSKPD ..

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
275 5 T A | § |

Yang bertanda tangan di bawah int:

Nama : i24
NIP H R e e SR e e |
Jabaran ! oes (4)

Dengan {ni menyatakan dengan sesungguhnva bahwa

1. Pahitanmgan ... [8........ ... sebesar ...... iTh.... idengan huruf)
t€ah dihitung dengan benar.

2. Apabila d: kemudan har: terdapa: kesalahan danj/azau xelebthan aras
pembayaran  ...i8)... tersebul, sebagian atau selarafinva, xami
bertanggang jawabd sepenuhnyva dan bersedia menvetorkan atas
xesaiahan dan/azau keelebinan pemdayvaran terseloutr ke Kas Daerah

Bux' tooukti dan dodamen asli tersebu:r telah diverifixas! oleh Pejabar

Penarausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan disimpan sesuai aereniuan

vang berasu pada Savaan Kerja ... {9i... untuk Icelengkapan

administrasi dan Keperiuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian sura: pemyataan ini dibua: dengan sebenarnya, dalam keadaan
s.adar, dan t:dakx dibawah rexanan.

....... s, | 1 | & —FoaaT i
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggara:n.
Mazerai
(11

Nama lengxap
NP

Hkmsetdawktb 0251006
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72. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKASI KELENGKAP AN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIR.AN SPP-TU

Saya yangtertands taingan di bawsh ini:

hNams

NP

J3ba tan : PPK-SKPD

Wenyatakan dengan sesungguhnya bahwz dokumen dan amgpiran Surzt Permintaan
Pembayarzn U homor ....... Tangge! .. telah lengkap dan ssh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jika 9 kemudisn hari perya tzan saya ini tidak benar,
mazka saya bersediz diberikan sanksi sesuzi peraturan yang beriaku.

Cemikian surat gernyataan ini s2ya buzt dalam keadazn sadar dan tanca psksaz n dari pinak
managun.

WaNBI W@l

PPK-SKPD. ...

‘atersai

...

Hkmsetdawktb 0251006
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73. Format Checklist kelengkapan dokumen  SPP-TU
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP - TU

Surat Persetujuan TU olen PPKD
surat cengantar SPP-TU
ringksssn SPP-TU

nncian rencana senggunain TU
salinanSPC

draft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani clen PA

Lodoood

sdrat keterangzn TU

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tangga
hama

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asli ‘UntukPenggunsanggaran /PPK -SKPD
Salinanl :UntukKussa BUD

Salinan? :Untuk BendsharaPengeluaran /PPTK
Salinan3 1 Arsip Bendzhars Pengelua ran /PPTK

Hkmsetdawktb 0251006
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Format SPM-LS
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PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA"}
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS|

Takur Arggarac:

No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supeya menerhitkar SPID Kepads

Ihtouln-potoqnn:

Ursi
Ne. - Jumlak

Keteracgar
{No. Rekericg) -

Jumlshl Ro......

o

Jiebrmasi: riar mengurang umisk pembayaran SPA

Bendsrsre plas mn Urai
GEE s INo. e : Jumlak Keteracgac
No RekeningBenk {No. Rekening|
Nama ok
T JumaiRe
Dasar Pembavaran
Untek Reperluan
Pembebarac Pada Kegiatac SPM Yarg Dibayarkar
KODE KEGLATAN juran  Jwia Jumlak Yarg Dimirta R
I Jumlek Potongarn Ro
uma e JumlahYarg Diteyacker  |R2
Lang Sejumiak
Jumlak SPP Yacg Dimicta: Rp.
., vaggel
¥oiae Pengguns Anggeran/Kussa Pengguns Anggaran

Nomor dac Tacggal SPP

SPN irupah qpabilareiah Snandatyigan dan distempe bish Xepda SKPD

Hkmsetdawktb 0251006
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75. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM] untuk TU /LS

Nama SKPD..............

g FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
AR EEEEY ... ... . iiosiminiien o A

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor:.....41)

Yang bertanda tangan di bawalh fr:

Nama - Tiiat =123
Jabaran : J&

Dengan (ni menvatakan dengan sesungguhnva sahwa:

1. Perhituagan .....[H... ... (6} ...... sebesar ... TL.... {dengan Mo
telah dihitung dengan benar

2. Apabila d: kemudian har: terdapa: xesalahan dan/arau kelebihan atas
pembaivaran ...(8)... tersebu:, sebagian arau selmtannya, kam!
Sertanggang fawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas
xesaiahan dan/azau keiéothan pemdayvaran tersebur ke Kas Daerah

Bukteduxt dan dolcumen asli tersedbu: telah diverifikasi oleh Peaba:
Penarausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan disimpan sesua: <erentuan
yvang berlaku jpada Samuan Kerja {9).... unwmxk kelengizapan
admuustras: dan keperiuan pemerixsaan aparat pengawas fungsiona!l

Demican surar . oernvaman in: dibuat dengan sebenarnva, dalam keadaan
sadar, dan zidax divawah telzanan.

b 410N i g
Penggana Anggaran /Kuasa Pengguna
—_—_Anggaramn,
Marera:

Nama lengxap
NiP

Hkmsetdawktb 0251006



-188-

76. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIRKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yangtertanda wngan di bawsh ini:
Namsz

zbatan PPK-SKPD

NMenyatzkan dengsn sesungguhnya bahws dokumen dan [ampiran Surst Permintaan
Pembayaran LS Nomer ... Tanggai .... telah lengkap dan ssh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jikz di kemudizn har pernystzan saya in tidak benar,
mzka saya bersediz diberikan sanksi sesuzi peraturan yangberiaku.

Cemikian surst pernyatazn ini sayz buat dalam keadaan sadar dan tanpa pzksasn deri pihak

managun

Wangi-wangi, .........

vatera

Hkmsetdawktb 0251006
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77. Format Checklist kelengkapan dokumen  SPP-LS
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELITIAN KELENGKAP AN QOKUMEN SPP

SPP -LS Gaj dan Tunjangan
surat pengantar SPP-LS

ringkasan SPP-LS
nnzign SPP-LS
salinan SPC
iampiran SPP-LS

E&ji susulan

kekurangan gaji

gaji terusan

surat cindan

surat kematian

e-tliing d&n

pembayaran gaj nduk

sure™t x@Cutusan pengangkatantaicnpegawiai negeri sl
surat keputusan pengangkatanpegs vvei negeri sipil

surat kegutusankenakan pangkat

surat xeputusangengangkatan dalam jabs"tan

kenaikan gaj terkala

sJrat pernyataan peantikan

surat pernyata an mendudukijatatan

SUrat cernyataan meaLsanakant ugas

surat keterangan pembayaran tunjangankeuargadkarty permohonan cenamtanan
penghasian cegawal negeri sipil (KP4}

fctoccoysurat nikah

tctocopyakte keaniran

surzt keterangan pemcerhentian pembayzaran [SKPP) gaji
surat keterangan masih seksla hikuiah

peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimcinan

dan anggotaDPRD serta gaji dan tunja ingan Bupati/WWakil Bupats

Tanggal
Nama

NIP

Tanda Ta ngan
Lemba ran Asli
Sslinanl

Ssiinan2
Sainan3

Hkmsetdawktb 0251006

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

:UntukPenggunaAnggaran /PPK -SKPC
:Untuk Kua s BUD

:Untuk BendaharaPengeuarsn/PPTK
Arsip Bendzharz Pengefuazran /PPTK
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SUBALPENELTIAN KELENGKAP AN DOKUMEN SPP
SPP .LS Pengadaan Barang dan Jasa

sacgize~gariesSFP-L8
csgaasss SFF-3
coshFF-S

=g rar SPP-(S

a8 =8~ 5PD

8 =a" 5.9 ez e ey a0 WFD terapt

eL "gragpedatfeciLrraacvanglesn ATaANL AT Wt TN B

.oBEet e aTnUB RN Dengadest TR IS A B I T gL RATgE 2T 188
SETRELBITGEEE ETGRT TW AR GIILUETE PLPUITUN I TSR wen gt AN A B aeuEt §8
Seristsemiont moa | ks |SPRIK:

L ENER T N T APET BE T Ly LS B ]

o
[
©
"
bl

12iopreumrgoateaT serLagtagnCeTvel 2

sooat Fergmign KenaSe—a FRSiantprace e ntandas e Sengh
E ¥ 1R IE TU L e Ly TT LT LIS LS SR LAET 12 LF AL LY £ o S

Ta wetg 8

LE 8 st Smastaniengadras

2/ 0LeCres teandvang Rt min e ngsraen tusar e uaa SAFD

Ro-t=dGT e’ JvaTgsamzatam 58" cenPRCms. tamcengavwss S antl gass~
El LRIl ]

SEURTAN LSRR BT Bie T TN P LT LW AR secmriaan Zemoaverst Ll sevs
T G PRV Rl T TR T Lo M LT T O T ¥ A o

L LA

1T URGITILN 8T NN T L A8 R 22T ART 29T/ MaL BTN ENTe T aEn B Satate.
VAN ALE IAT SN 8T g SN EL TR TENL AT AL e LGB A gE” 7o B
IR B T Y R O T R E L

cener At AS sl Ly

TLAKATEIRTAT QT AW S 28T QR 2T g U8 T 4

Tlasc aTpeT aran

oviaTy SerTelecd "Slefaclurangaletaatatgan s Macwiga e PR e tazsetLy . SenTETgRLS
e e N TR Lar T L

SRR AT LA LB LB §ACE I BT RECEN GBS TAN M, ST IS L2 gE T T T LN
3T AR ALATCAE TR ANAD STETZAS AR AT Y IUATHET E L8 A AT AeTY

sostzemE

ctanoansoinegen decdacetedTIaaTIece B 380 FEX puec #ecer gsn T gun

to'toaa Tt e tes trgteeT Lt Ten e ST 2T a0
IO o gatiaTICaten TUITEET S2LE wete Lt vangLEr AL IS ol e R e tar aT L aT T te

IO OO OO0 o000 A e

e e L RS LT L E R MR LY Y R B A A TV L I L E L T
DRLABIRTAIEIA LETYLS LT BENETL DENgATt. Y K et AT N T te nAg RS T LIET s RAL S
DETLINALET WBKIL SNt S8 Sukl LEMVEwWMIN S eTLe T Bl e g s Elsl L et WaZenzat
DR H P BT TR B SATATAS YA S BT 4L LT B W an

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN 3PP

b o

P

uF

Tands Tangsn

’TTarET A LrntecPemggasiniggt FRE-SKFD
Samzza | UntiaKoasaBLD

Seinarl LotusBendacace Pemge Lova= | FF7g
Seang= ] AszBer twfiege Jorp  FETH
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SURATI PENELITIAN KELENGKAFAN DOKUMEN SPP.
SPP -1 Pihak Ketiga Lainnya |[Bansos Berupa Uang)

surat genganta r SPP-LS

nngkasan SPP-LS

nnzian SPP-LS

salinan SPD

Surat keputusan bugati tentang penerima bansss
Proposasi

Fats copy rekenngpenerima bansos

Fotc copy KTP cenerima bansos

Bukti Kas

nooouooiongd

Dckumen keengkapan iain terdasarkan peraturan perundang-undangan

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tangga!
Nama

NP

Tanda Tangan

Lembaran Asii :UntukPengguna Anggaran /PPK -SKPD
Salinan 1 :UntukKuasa BUD

Slinan2 :Untuk BendaharaPengeiuaran /PPTK
Ssinagn3  Arsip Bendzhara Pengeluaran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP-LS Pihak Ketigs Lainnya (Bantuan Keuangan}

surst pengantar SPP-LS
ringkasan SPP-LS
rincian SPP.LS

salinan SPD

Peraturar bupatitertangtatacarapembag an dar penetapan besaran aowas!
danacess Jsetiaos#sa 5 kabudaten wikatobi

Rekomendasi dari dinas yang membidang pemerintahan desa
Surat perr ohonan percaran Darikepaa desa

SPT.Kepaia Dess

Paktz imegritas

Forocopy KTP Kepala Desz, Bendanara Dess

NPWP Desa

Fotocopy rekening desa

Rinzian penggunaan dana desa

SPT.8&

Reaisas 03,3k DL Mgar bangucarn

Bukn Kas

nooonooonood boooo

Dokumer kelengkapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEIN SPP

Targgal

Hara

NiP

Tands Tangzn

Lerbaran Asghi rdnwiPenggoradnggacan /PPK -SkPD
Salinae 1 rUntusKozsz BUD

Ssiipar 2 rdriweBercararaPergedara .o /PPTK
Salran 2 tXrspBendan ara Pengeluacar / PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN, SPP
SPP -LS Pihak Ketigs Lainnya (Subsidi)

surst pengantar SPP-LS

rogkasar SPP-US

roc@nsSPP.LS

saliran SPD

Surat keputusan bupati tentang penerima subsidi

Surat per~ ohonan pemba, aran subsidiburga XUR NkroUKNY cariciras tekes
-aporar pencaran KredaUKN dariBark/empagabeuangar lainnya
SPTidKepala diras tervat

Bukt Kas

Aoanooooon

Dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal

ETE

NP

Tandia Tangan

Lembaran Asl tUntuk Penggunadnggaran /PPK -5kPD
Salpan 1 rUntuk Koasz BUD

Saircar 2 tdneukBercararalengeiaran /0DTK
Saipar 3 ‘Arsip Bensahara Pengeluarar / PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya (Bagl Hasi)

surst pengzntar SPP-LS
regkasan SPP.LS
recan SPP-LS

salinar SPD

Peraturan bupatitertamgts tazarapembag andan pene 3pan besaran bagihazd pajak
Jan retrbus| caerahsetiap desa aikadbup.ater wasatobi

Rekomendasi darl dinas yang membidangi pemerintahan desa
Surat perm ohonan pencairan dar g 2ariKepaia Desa

Swrat pelunasan PBB

SPT NtKepaia Desa

Buky a

nooond OoooL

Dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Targgal
Mama

Nip

Tangs Tangan

Lerrbaran Al rUntekP eaggunat nggaoran /P OK -SKPD
Salinar L rUntuk Kaasa 8UD

Silirar 2 :Untue BercararaPergevarar /PPTK
Sa fra 3 &rsip Bendzhara Pengeita ran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP.-LS Pihak Ketiga Lainnya (Belanja Tidak Terduga)

surat penga.ntx SPP-LS

ringkasan SPP-LS

rinz@r SPP-LS

salinan SPD

Suratk etetapan LebihBayar (SKLE!

Surztketetapar perggurasn BTT untuk pengembaliankelebirar pererimaan ying tera0:
pada tahunanggaran sebelumryayvang 2ansrya bersumber dars pusal San prownsi

1 OO0

Dokurren keigngkaoan @in berdasarkan paatsrs © DEFLN SN G-unIANgEN

PENEUTIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Targge!
Narra
NP

Taroa Tangam

Lembaran Ash tUntuk Pengg unafnggaran /POX -SKPD
Salinae o rUnukKiasz BUD

Salrar 2 tUntuk Bencdraiengeiarar /PPTK
Satwnan 3 Arsip Bendhara Pengeluaran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP-LS Pihak Ket ga Lainnya (g. Pembayaran kewajban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendas: APIP dan‘atau rekomendas) BPK)

surat pengantar SPP-IS

ringkasan SPP-LS

rraansPP-i§

saiinar SPD

Suratketatapar tentan goembiaran e viajiban perrzasasputusar pergadiian,
darresomers3sid PP azriatay rekomentasi8PK

Surat rekomendasi darl instans) flembags terkait yang berwenang
Fotacopy rekenng pensnima

Fo1o copy KT penenra

Oood oooon

Dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Turggal
L ]
NP

Tanda Tangan :

Lembaran Ash ‘UntuiPenggura Anggaran (PPX-S<PD
Sailrcan 1 U ntdeKuasa 8UD

Salinan 2 » Urtwk Berciahara Pergevarar /PPTK
Salinan 3 tarsp Benoanara Pengeluaran /PPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN_SPP

SPP-LS untuk Pengakuan belanja pendukung beianjs modal
serta kegiatan operasional lainnya yanp telah ditetapkan daiam
Rencana Pencawan Dana dibayarkan melalui mekanisme LS
Surat pengantar §PP- LS

rirgkasan SPP-L8

rec@anSPP.L§

salran SPD

salinan surat rekome ndasi dari SKPO terkait

e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangan wa)ib pajak;
suratkeputusan panunjukan panitia;

buktikas;

nota pesanar car faktur perrbeliar: aa

surat tugas, SPPD; dan

Hnjnnininninininin

Duktikelengkapan lzinnyz yang s3h

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tarngge!
Mara
Nip

Tanda Tanga~n

Lembaran Asii tUntul e nggunahnggaran /PPX -SKPD
Salirar 1 rUntuk Koasa 8UD

Saliman 2 Wyntuk Bgncarx@ergecaran /PPTX
Salinan 3 1 Arsio Bendahara Pengetuaran /PPTK
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SUBAT PENELITIAN KELENGKAPAN DQKUMENSE P

SPP .L S Swakelola Pemetsharaan Rutin Jalan

ringhasan §PP.LS
rnzac SPP-_S

salnan SPD

noonaoon booooan

batkupdata

Targgal
Nama

NP

Tanda Tangan

Lembaran Ash
Salinarl
Sslimar 2
Saipan 3

Hkmsetdawktb 0251006

53t pengaintar SPP-S

e-billing pzjak dan faktur pajak yang telah ditandatangan wajib pajak;
Kerangka Ac.3nKer d (RAK|Termr of Reference(ToR):

Suratkeputusan PA TENtang pemrDErtLkan M PEreniaraan, pelassanaan, tan
pengawasiankegatar peme:faraar aian sar errbatar:

RermaAgprarBavalRag):

Laporan Pertanggung/awsban {SP.);

Laporan harian yang ditandatangan oleh PPK, tim pelsksana, dan tm pengawas;

LApOrar mingguar yargdnaroatangan: oleh PPK, tir pelaksana, Jan ter pergawas:
Morthly Certificate {MC) yang ditandstangani oleh PP, tim pelsksana, d3n tm pengawas;
fota/buku/sokumertastnguatkera;van/penrvelesaian peker aan;

gambar hasil peiaksanaan pekerjaan asbuiit arawing;

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

sdntuk PargauraAcgzasn /PPx -SxPD
wWntuk Kugss BUD

turtok BerzagraPergeLaran /PPTK
Arsip Benggrara Pergelua ran ( PPTK
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79. Format surat keterangan bebas Barang Milik Daerah

KOP OPD

SURAT KETERANGAN BEBAS ASET

NOMOR:
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama
NiP
Jabatan

Alamat

benar-benar tidak menguasal Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan
Patipelong, Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlumya,

Kepala OPD,

Hkmsetdawktb 0251006
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80. Format Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

S.Format Reg:ster SPM
1. Regiszer SPM-UP/GU/TU/LS

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOB!
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Pa e as
Urade
[
Ut Organsas
2D Unt Organdss
wo| Tanseac wO. 3P S—— MALan L ALSPH
e 1 -] ]
P A SKPD PPK SKPD
= o
NI

Hkmsetdawktb 0251006
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81. Format Register surat penolakan penerbitan SPM

PEMERINT AN KABUPATEN WAKATOS!

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

Noes e

Frasen

2y

Ul Srga s san

b Ut Sgpa naas

TANGOAL NTIIRRY o e 20 WMALAS NLAL See
RNOLAKAN
TETAL
R
KEPALA SI0T PPY SKPD
e Ty
L

Hkmsetdawktb 0251006
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82. Format SP2D-UP

= gt

FORMAT SP2D . UP

N oo

PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA" 5 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 1SP2D

Nongr APM irmin

g B B B FuT
Tangss
[T g0 Angnm mmn

Nmrie SKPOD

BUD Konss

Hank Pengiring: .. ..., .

#che s !:. i R L . . i

nde kialy mgncairkan /) pegmicdels Duboikan dan Liks Reke nitog Nomor .

Lang

LYRTE )

aFeF

%3 Mmxeni rg Bank
Macs Pecarima
Kapmriienl Btax

Puwns A o "p

Ne KODE KEGIATA N /SUD KEGIATAN LML

T TRy

T 15 rge - pat o gan

Na Ursian ‘No. Rakeniag

R R A

£ v

in far mea L (Weas e gurang | fomi ok pemaamron S35,

damrinh
Na. Ursian (No  Rexan g

R S

i
&
¥

o i |

[ humriah yang Dimints '[:-. -

[ ek Pat angen F. -
ban & yun g Dibayarken

Lang S e miat

Derk Yarg Dirws mei

o ar 3 Arar Kussaniln
e =car & Mnak Jessrims

1angg.

*3 Angme ta Angaren (Kuass Fargds S 4 AngEaTan Hanea dendas nare Limu s Sasrah

it Ande engen;

Saa e v w
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83. Format SP2D-GU
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FORMAT

8SP2D- GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERINT AH PENCALRAN DANA (BP2D)

Nemor

Nanor SFM Darl
NPWE

Tangga:

Nama SKPFD

D, Kuasa 13U

Tahun Anggaran

Bank Pengirim
tHendaklah

mencairkan

Usnesebescr Rp . gorblong: ... ...ricasd

Kepesa

HPWP

Renening Bank

Bina P2nenmae

Keperiaan Untda

Fagu Amggaran Rp

JUMLAH
NO HODE KEGLATAN/SUS KEGLATAN AL A -
»|
3
i i by
[Fetcngnn patonaan:
oJ ksl
Ne traian {Ne. Makening) Kstarangan
L]
-
i
FrT
L formasi: buok ~smguarg o perisy e SP20,
Jumlak
No Ursian (No. Rakeningl Heterangan
(Rpi
&
&
Hu miim b

SP2D yang Dibaysrkas

e e

Jurmila b Patangen

(Jumlah yang Dibaysrkas

Usnng Sejemink

Pengygune Anggaran/Kusss Penggune Angg

La bt Bank Yang Ditusjuk
lember 3

lawbar 3 Arsip Kumas BUD
lairume 4  Flhak Fenerima

.
Kuass Bendahere Umum Deerak

turde tungen

rmig leiangy
%P
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84. Format SP2D-TU
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FORMAT BP2D- TU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERINTAH PENCAIRA!V DANA (SP2D)

Namar BPM Dur: BUD Kicans BLD
HPAR
Targga =
Tatsurs Asuguuaru s
Nusne 5K PL
Bunic Pergirim
Herslag as mencarean | me g 0wl dagieds 1 den bea: ltekenog Namar
| Lsiw aebemar Kp Ny
Erpada
L
Nu. Kensning Bune
Imna Penenang
Ke perinan Untuk
Pago Angserasn Ry
A LA
NO KDDE KEQLA TAK/ SU'N KEQIAT AN LIRALA & pi
i
i
3
&
Fetan gante ng sn:
dummiah
Na. Ursian (No. Rekeningl = ot aran gan
LTl
i
4
1
Jumiak
al: fidak mengurangl fumink pemEmaron S0
Jumiah
Ne. Uralan (No. Rakeningl Kat wrsn gan
|
i
il
A
i
o by

S0 yang Dibsysrkan

(Somist: yang Diminta

Jumlan Potangen

)
HE

Jumish yang Dinsysrkan

|3 -

Usng Sejumiah

Lembar | Bank Yang Dituajule

Lewoer 2 Pesgguns Anggaren/X ussa Fangguna Anggs ma
Lomime 3§  Arslp Muses SUD

Lembar & Pihak Penarima

ot g
Hunse Hindohars Umum Daarah

[lanie e g

NiB
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85. Format SP2D-LS
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FORMAT 8P2D- LB

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™.

BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (8P2D)

Nomar SPM
Tanga_al

Narws SKPD

Dar: BUD/Kuasa BUD
NP
Tahun Anggatan

Bark Perginm

LCangsehesar Rp. feribidanc ...

Hendaklahk menc airkan / memindabbukuekar dan laki Rekering Nomor.

)

Ke pade

& PR

Na. Reasning Bank
Bank Fenerma
Keperitan Untux

Fagu Aogearan Rp .

NO KODE KEQIATAN/SUB KEGLATAN

JUMLAH

URALAN
Rp)

M--P-"t--r:

Nao. Ursian (No. Rekening)

Keterangen

ol =

Ju mla by

In farmasl: tiduk rargurog i pamisgrer 5520

Na. Uralen (No. Mekening)

Ju miak
Katerangan

wlw

.

Ju misk

SFI0 b | Dih!uhn

yarg Dirrite

e e Patargan

HEH

Jn-l.h;-l Dibquh=

Usn g Sejumlsh

ambar | Bank Yang Ditunjubk

et bwr 1 Areip Kusss BUD
[grimr < Flhak Penerima

R

amimrl  Fengguna Anggeran; Kussa Fengguns Anggeran Hues x Ben dahsre Umum Dasrah

\urde targus

rare STSkep
Nip

Hikmsetdawktb 0251006
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86. Buku Kas Umum

P. Format Dokumen Bendahara Pengelusran
1. Buku Kas Umum

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BUKU KAS UMUM

SKPD 13
Pen ggana Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - ]
Bendahara Penerimaan 134
No. i Nomor Kode L g
P Tangga! Bulei | Reltening Uraian | Penerimaan| Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp Rp
Jumiah periode ini Rp Rp
Jumiah sampa: periode lalu Rp Rp
Jumiah semua sampa: periode in1 Rp Rp
Sisa Kas Rp
Pada hari inivamggal ..............., 2000 ...

O eh kami didapar dalamxas Ro ............
LA —— ] dev)ga'a haraf
Te iri dan

d. Tuna Rz
e. Saido Bank Rp
f  Surst Berharga Rp

Mengetahi
Penggana Angge wran/ Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran

NiP. NIP.

Cara Peng:s:an:

11, 1)Ditst dengan nama SKPD;

12. 2; Diisi dengan nama pengguna anggaran’kussy pengEuns ingguran;
13. 3} Dusi dengan nama beadahara penerimann;

14. Kolomn 1 diis! dengan nomor urut penesitnasn kas atau pengeluaran kas;
15. Kolorn 2 dusi dengan tanggal peneriiTiaan kas atau pengeludrankas;

16. Kolomn 3 diist dengan nomor bukei penenrnaan kas stse pengeluaran kas,
17. Kolom 4 diisi dengun kode rekerung penerirnaan kas atau pengeiuaran kas:
18. Kolom 3 dust dengun {Jraian penerimadn kes atwe pengeluaran kas;

19. Kolomn 6 dust dengan jumlah penerimaan kas;

20. Kolom 7 diisi deagan jumish pengelunran kas.

Catatan
Pengeriaan Buku Kas Umum dapat menggunaican komputer/apicasi sofvvare
Peniandatanganan oleh penggune anggeran/kudse pengguna anggesan pada
buku kas umurn dilakuken pads  sus! pengajusn  pestanggu ngawaban
penemmuanoich bendahara penesimann ke PPKD
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87. Buku Pembantu Bank

2 Buku Pembantu Simipanan Bank

PFEMEIUNTAN KANUPA TER WASA 1081
BUKU PEMBANTU SIMPANMAN /BANK
AFNDANARA PENGEL UARLN

w | m | waun an e [ acot ate | smtnzmans

Lo T

- decnvisuriy
Fenoy

Hkmsetdawktb 0251006
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88. Buku Pembantu Kas Tunai

| PEMERINTAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

| BN
e on
... | TAHUN ANGGARAN.... ..
BUKL PEMBAN T RAS TUNAL
Periode: . ...
E 7 " c 1 = = 1
Dise tupui odeh. Disispuan oleh.
Peagpund Anggarin/ Sendahawa Penetimam /
Kuaw Pengguns Benaahars Pe ne imass
‘0
a
0O
tigs Nama
[ — |

Ll PEMERINT AR PROVINSI AABUPATEN/KOTA ..
LT L -
| TAMUN ANGGARAN ...

BUKUP EM BANTY BANK
Periode ... -
No. | Tangget | No. Bukti lirslan Penadmuean Pengeluasan Satdo

Dase tujui abeh.
Pengguns Anggsran/
K malenggune

tiano
| S—

Hkmsetdawktb 0251006
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89. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAKN KABUPATEN WAKATOB!
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDA HARA PENGELUARAN
ieece &

USE RO PRmSINENSn 5

Boang Pemerintahas !

Unit Ougd s as

5. Unit Deganisasi

Pongouna A1 QoM BN Kudtd Pengouad Angobian
00033012 PenQerudBn

T Ter LB 1= AT TINOTORGAG | FIRTITORAR | SALDD |
Mrgenry 284
KEPALA SKPD .. BENDARARA PENGELUARAN
=] AP
p e D 4
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90. Buku pembantu per jenis pajak

G t3n Panwrintanan
Baang Pemasintanan 1

UKt Organgasi

Sub Linkt Organs 26

Peng ound A nQgQaedn/K Sasd Pang gund AnQOd dn

Bendanar s Pampeudr an

PEMERINT AK KABUPATEN WAKATOBI

BUKU PEMBANTU PAJAK

2nece

PER JENIS PAJAK

g

Jers Papa I
N TGL NO. BUKTL LRALAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDD
M, ATC LTS
W Rak BRNSMNMI Pen SBIDI 2N
M i !

Hkmsetdawktb 0251006




91. Buku Pembantu Panjar

-

4. Buku Pembantu Panjar

-214-

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI
BUKU PEMBANTU PANJAR

BENDAHARA PENGEL UARAN
nace

Wuldn PeveroRaNAA |

Unt Organaas

8 Unt Organsas

Moo am

-patan )

POABauns ANGDE 3RS Kob 82 POAPEUAS MRS Bn
Was2rdiPe N0 IS0

[

[T oL L 341

RENEATHAAN | FENGELUARAN

KDe
A = 2
KEPALASKPD .. BENDANARA PENG E.UARAN
B — e —
TR
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92. Format Register SPP/SPM/SP2D

o 4 PEMERINTAH PROVIN SUKABUPATEN/KOTA ...

REGETER SPR/SPM/SP20
[ J——

Dendalia Pesedaaan
Seaditan Peow i

Hkmsetdawktb 0251006
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903. Format register penerimaan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ)

X. Format Laporan Pertanggungawabdan Penge.uaran

1. Register Penerimaan Laporan Pertanggungawaban Pengelnara:a

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOB!
REGISTER PENER IMAAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SP})

=ece £ d

Urutan Pemeantahan |
SdangPemenr gahan |
Unr Organsas:

Sub Un 2 Orgamsas:

— —_——
NO TGL NO. BUKTL

5|

- —— - —_—————
AN JUM LAK SP) KETERANGAN

LI L

KEPALA SXPD . ... PPK SKPD

N*
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94, Format register pengesahan laporan

pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ)

2. Register Pengesahan Laporan Perzanggungawaban Pengeluaran (SPJ

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

xece &%

Urusan Peme natahan
BlangPemonmtanan
unat Drgansasi 1
Sud LA Organsasi

NO 6L NO BUKTI

URALAN JUMLAH SP3 KETERANGAN

Meogeers. EEH
KEPALA SKPD PEK SKPD

e
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95. Format register penutupan kas

5. Regster Penutupan Kas Bendah ara Pengeluaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tangga! Penurupan Kas

Nama PenutupKas :
Tangga: Penuzupan Kas yang Lalu
Jumlan Transax s: s/d bulan

- Jumiah Penernmaan s/d tangegd. Rp
- Jumlah pengeluaran s/d tangga. Ep.....
Saldo Buxu Rp
Saldo Kas - —

Terd:iri atas
1. UangKert as :

Pecahan RpI000GGOD = lembar Rp
Pecahan Rp. 50.000 = .emvar Bg.......
Pecahan Rn. 20.000= .émbar Ro..
Pecahan Rp. 10.000 = .embar Rp...
Pecaban Rp. 35.000 = lembar Rp
Pecalian Rp OG- ... o ST Rp.
Pecahan Rp 500 = .embdar Rp
2. Uang Logam

Pecahan Rp. 1000 = Kleping Rp
Pecahan Rp. S0D = Keping Rp
Pecahan Rp 200= seping Rp..
Pecahan Rp 100= K'epung Rp
Pecahan Rp. Sily = xeping Rp
Pecahan Rp 28+ Keping Rp

3. Kertas berharga dan bagan

<as yang dizinkan ordonas:;SP2D

wesel, cek, sa.do bank, marterat, dan sedagainva....R p
Jumiah Ry

Persedaan Pos:zf/Ne gauf Rp
4. Penjelasan perbedaan baix positif
Maupun
negauf
Mengetahui, Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
{(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP NIP
Carazan:

Dalam hal register penutupan ikas digunaxan daam pemerisaan «as,
‘erax tanda tangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggamin derada
pada seelan itanan dan bendahara berada pada sedelah kirt
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96. Format Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

REGETER 90/ SI/SPD
[ ——
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97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif

L PEMERNTAH PROVINSUKASUPATEN/OTA ..
L 0.,

bl Tahun ANgRon.....

LAPORAN PERTANGGUIIGLMAABAN BENDAARA PENGELUARN
(59 ADMIESTRATI)

RMRAY
Pena nmzn
¥
- fatargan Fajas
a PPN
PR
¢ ¥ 2
37nia
- LBk
Jiumiah Parmimann
[pangeiimn |
3B LLSUPGTY
- Penyetorin Pujak
3.9P%
oAl
C pnl
d- M“3
-La-ain
wnih Pengeiaan
Said0 ka5

eyt Oosaptarn oieh
Pengguna Asgginan Bendabars Pragisarn
Hamp
- =
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98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional

L PEMERINTAH PROVINSI/XABUPATEN/KOTA ...
s EHTEE SHPD........
|1 A Tohun A v

LARORAN PERT ANGGUNGLAWADAN BENDAMARA PENGE, UARAN
{SPIFUMGSIONAL)
...

SUMRAY
enerinasn
R0
~Prgan Faes
PPN
5. 28
o ll
3PPl
~ L L
ILum B rarimask
Fagan |
591 18 ~HEUTU)
- beveroran Paak
A,
v WPn 2t
. #nid
4 FPR23
- LAman
L minh Peniei udvan
$3:30 5as

Wenpetuju, Dassighan gieh,
Peagguns Anggaan Sardohers Pengeivman
]
=
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99. Laporan Pertanggungjawaban TU

& PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD........

| Tahun Anggaran.......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Periode..........

Program L=
Sub Kegiatan TR
Yanggal SPDTY = ...

TOTAL

Tambahan Uang Persedioan (T}

Sisa Tambohon Uang Persedioon (TU}

Menyetujul, Disiapk an oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

X
NP ........
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100. Format Laporan penutupan kas

i o ill PEMERINTAH PROVINSI/KABUPA TEN/KOTA. ...
PEMERINTAH  [ET1 J
[)A#Ré" Tahun Anggaran.........

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulani.......

Kepada Yth,

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati /Walikota_ ...
- E—— . Tahun.._...mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengetuaran SKPD .. AOElEH
sejumiahRp...... dengan perincian sebagai berikut

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A1 Saldo awa! bulan tanggal Rp.

A2lumtiah Penerimazan Rp.

A 3jumalah Pengeluaran Rp.

AA Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saido Akhir bulan tanggal........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RP.ciceceae. 20 SBIdO di Dank sebesarRO. ..o

B. Kas di Bendahara Pengetuaran Pembantu

A.l Saido swrai buian tanggal Rp.

A2 jumiah Penenmaan Rp.

A3lumaiah Pengeluaran Rp.

AA Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal........ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp ——.dansaldo di bank sebesarRp...mreeeeeee.

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 SaldoKas Tunai Rp.
C.25aldo Bank Rp.
C.3 Saido Total Rp.

Bendahara Pengeiuaran
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101. Format Berita acara pemeriksaan kas

Y. Format Bemta Acara Permneriksaan Kas
1. Pengguna Anggaran/Kuasa Penggana Anggaran

KABUPATEN WAKATOBI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hanin tangga: vang bertanda angan d: bawah ini @

Nama Leng<ap

Jabatan
Sesua. dengan Peramaran Menter: Dalam  Negeri/Peratruran
Daeran Nomaor casencna LMY , Kanu melaituzan pemerixsaan

setempar pada :

Nama lexg:ap
Jabatan E

Berdasarzan Keputusan Bupa Nomor tanggal .diragass an
menguaras wa.ang dan sesual hasil pemeriksaan xas serta buk T yang berada
dalam pengurusan itu, Kam: menem:a: kenyataan sedagal derixur
Jumlah yang kam! hitung d:hadapan pejabae: tersebu: adalah

a. Uangker: as = Ro.
5. Uang.ogam =Rp
c. SPID den alet pembararan 2innya yang belum dicairkan = Rp
d Saldo Bank = Ro.
€. Suret barang bends berharga yeng duzinken = Ro
Jumilah =Rp.

Saido uang menura: Baxu Kas Umum Daerah, Register dan

lain sedagainya benamiah =Rp. i
Perbedaan pos .7 {negatif antare saldo kas dan saldo baku= Rp
Penjelasan perdedasin pos:tif/negacf:

Mengetahui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

{Nama Lengkap)
NIP
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102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas

LAPORAN KEADAAN KAS PEMEGANG KAS

{LKKPK )
Flurdmios L]
T ke Ll DL
TS RS b FORT R
Panjsiaas Snakas aadan bem ON Parjulsnun Penerimane LanLain
= = L] g Teew =
Sre a2 N Dis 3
Feu s 2o e 221 Tords v
T, ny
5 ayTon ™ o] e e '
© Sadc 3em L S Cowa =y B 5
$59 Wy e ome 21w ng 29\ mmcaar By i & g
eZe - s " wy
-t g = By | iy
! e See s
Jumisk Ternabut O tan Teiss BiBatar Ko Kae
e a
Wangiay
MENGETAHUI:
Purpguraheggrar Bercarars Pergeiueran.
P e )
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103. Format penerimaan uang makan minum dan lembur

DAFTAR

SATUAN KERJA

-226-

: PENERIMAAN UANG MAKAN DAN MINUM LEMBUR PADA ....
DALAM RANGKA :

BULAN
JUMLAH HARI LEMBUR PADA TANGGAL HARGA
NO | NAMA/NIP | GOL. 30 |31 ] 1 213l a4]lslel7]8]ofJi1olir1]i12]13]14 | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | PPh JUMLAH TANDA
1Isf6|1z] 181020 |21 22|25 |24 25|26 |27 [ 28 [29] 30 HARI UANG KOTOR a1 BERSIH TANGAN
MAKAN
1 2 3 4 5 6 7 = 5X6 9=7-8 10
i
2 2,
3
4 4,
5
6 6.
i
Wangi-Wangi, ..........

Hkmsetdawktb 0251006

Mengetahui :
Kepala OPD

Pembuat Daftar :




DAFTAR

-227-

: PENERIMAAN UANG LEMBUR PADA ....

DALAM RANGKA :

SATUAN KERJA
BULAN

JUMLAH JAM KERJA LEMBUR PADA TANGGAL
wla| 28 lgls|lals]|e|lvale|w|iun]ia]s]ie| TESRIAN | HERSH JUMLAH PPh | JUMLAH | TANDA
NO | NAMA/NIP | GOL. MAKAN1 SATUAN e gl o eeeg frrasinas
15[ 16 | 17 1819|2021 222324 [25[26 [27 [28 |20 |30 | HARI | HARI | LEMBUR
KERJA | LIBUR
1 2 3 4 5 6 7 8=(5+61x7 | 9 | 10=8-9 11
1. 3
2 o
3 3.
4 4.
5 B
6 6.
7 3
Wangi-Wangi, ..........
Mengetahui : Pembuat Daftar:
Kepala OPD
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104. Format Surat Perintah Tugas (SPT)

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI
..Telp. (0404

SURAT TUGAS
Nomor : 09«
Dasar
MENUGASKAN
Kepada
Nama R ——
NIP . .
Jabatar B s e 4 B
2. Nams B
NiP
Jabatanr
Mak sud
Tujuan B

[.ama Perjslanar

Ditetapkar. di @ Wangi-Wangi
angral e i TR

Kepala SKPD
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105. SPD (lembar 1 dan 3)

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI
B o s it i i
SURAT PERJALA NAN DINAS (SPDj
. eessssessrenene. Telp. (0404)
WANGI-WANGI

Praatuan Menten Kewangan ter

‘egz 11 Bag Peabat tes, xa,
1 Traak Teap

SURAT PERJALANAN DINAS [SPD}
Nomaor:

Pejabst berwenang yar.g memberi perintak

2. | Name/NI? Pegawai yang diperivitalk an

a. | & Pargkar dan golonigsk ruang gaji menurut
PP No. 6 Tahun 1977

b, Jabatan instans i

c, Tingker menurut Peraturan Perjalanan

4, | Maksud Perjalsrar Dinas

5. | Alat angkutan yang dipergutakan

6. |a. Tenipat Beran gkat
b.  Temipat Tujuan

Lan gs Perjalanarn Ditas
a. Targgal berangkar
b. Tanecs! I.arus kembalivibs

8. | Pengikut : Nama Panghket Golngan | Jabatan
L
2.
&l

9. | Penibebanan Anggeran
& Instansi
. Mats Anggaran

10. | Kewerangan lain-lain

Coret van g udak periu

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
BIgRe! ST Ry

Kepala SKPD,
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9001520 qMDPIasuy H

cemFur®® cmix uwmer s

LR R SR T
UmMESW CCTETAIY IFH Ve Fr 2aospusw wrETp enorer erfumrsy vrimmuaduTomess urererpaad
Susd nwepuss wes e donss Ry crwessfuow fuw moria
w2d srop crerkod erveymsn fow et ey et Tzgee ey QA F Ry up wrudny
IR T gy TR (JddS voweeecsn Bud e oy wrf fuy rewy urod@uy, mentiusy

NVIIWIN 0

WU URTEY A

dix

NS Tréay uregep Tamy

s et yiussd s Sk mivew amep el
LT LS SN, YT BR S ML UTE RILWRRULS
ST LTYINTI[ TS ST IPESSIR L TRTRII,

ecrs wi¥u sxey wrFep eayusGtpunR

ISV IVAIA VIRV N

CJINS TFER) ey Tumy

[efEum pr g
AU TICEFPS Y 37

fLERN

i Ly
dIN diIN
[ ECEEPPRT TP . TR 1
Lt |
#iur; pry wrEsy
N A w7y
B e L ] A A
dIN dIN
iy
sy ey nreay
2N MR pry
urp iz g WFEEY A
dIN diN
i
naiey
ey ey TraayN
=y vRIuw g

wrp iy Sorisg

LT

JIN

nasy
8z gy
*u

wep e Ferasy)

e e g

dIN

nrisy

HA 58 1"

diN
IS TIVITNIRYY

o88um wpr g
CUTNCPTRS Y s 1)
urp oduruag

-0€¢-




-231-

106. Rincian Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALAMAN DINAS

Lsnpirar SPT Nomoar

Targgsl
NC PERINCIAN BIAYA JUNWLAH KETERANGAN
2
B
JUMLAH Rp.
Terbilang

targgsl. bular. rahun.

Telah mererimia jumisk vangsebesar

Tdseh dibsysr sejumiah

Berdshara Pergelusran Yarg Mererims

NP

PERHITUNGA!V SPD RAMPUNG

Ditetapkar. sciumiah RE i -
Yang telah dibavsr semula : Rp....... .
Sisa kuranrg / lebik 1N —
Kepals SXPD ...,
e o
NP
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107. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas

SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang berar datar.ga:s dibawsh inid:

Nama

NI

Jabatan

Berdasarkm: Surat Perintal, Tugas (SPT) Nomor............. taggsl ... ...
AR DB .o ot st ye Derigar  imi  kami  menystakan  dergan

sesungRubnya behwai o
Adarya perparnjarigan  tugas...... . hari disebabkar bukam oleh  kelalsian
pelaksar.a SPD.

Pemberi Tugas,

NIIP ...
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108. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas

SURAT PERNYATAAN PEIMBATALAN TUGAS PERJALAIVAN DINAS

Yargbowundatangan dibawait ini:

Nama i e ——

NP b sty r e PR R R e

Jabaran PRI et | L LS T ER——

aily Opgeniamlll =~ ... i i e e 1=
Meryatakar dergan sesune yubhnya, babwa rugss Pen, ar Dinas atas nama:

Nar:a B i b P ST R P - R TR FF SR T {61

KP B 171

Jabatar AR Waadan A s aksaa A sauanaia sy

Unit Orgarisasi { SRR S -

Lembags : ) SRS | | |
Dibatalkar atau tidak dapar dilaksarsakar disebabkar adsrys keperluar diras
lsinnys yang san.gst mendesak/ peting dsn tidak dspsar dimunrds
yaitu A1 8 RN .

Selubungan dengan pembstaian tersebut. peiakssrasr perjalavan dunss tidak
dapar digaritika:r oleh peisbsr/ PNS ;Pegavvai Tidak Tetap

Demikisr: surat pernystesr ini dibuar dengsn scbenamys dan  spabils
dike-mudiar  hari ernyata surat perr;yatasr  ini  tidak benarsaya
bertar grurgawab perul dar bersedia diprosecs s.csuai dengan ketertuan hokum
yang balaku
........................ 12
Yarzg Men:buar Pernystsar @

Perunjjuk Pengisian Farmat Surat Permystasr Pembatalar: Tugas Perjalar.sn Diras
Jabatarn:

111 Diisi rama pejabar pererbit Surar Tugss

12| Dusi NIP pejakat penerbit Surat Tugas

121  Diisijabaran pernerbit Surar Tugss

14 Diisi nama U'nit Kerja pererbit Surat Tugas

13|  Diisi nania SKPD penerbir Surar Tugas

161 Diisi nama Pelaksana SPD 17)Diisi NIP Pelaksara SPD

(8] Diisi jabatan Pelaksar.s SPD

@1 Diisi nama Urit Kerja Pelaksara SPD

110y Diisi nama SKXFO Pelaksana SPR

{111 Diisi alasan pembatalan pelaksansarn perjalar.an diras

1121 Diisi tenupst, tarn gralbulan dan whur ditardatsiigani surst perryatasn
112 Diisi tandata e:gan dan rama jelas pejabst pescerbit Surat Tugas.
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109. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBE BANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yar.gbawrdaranga 1 :llbaual' it

\ams L s TAARRERI AN AR i aa el
Jabatan A A ey B A L R R R LA T LR
Unit Orgarisasi i e i B e e P — L
Lembaga I A e B DR e b b

Menystakan derg g sesurggubatys. baliwa ruges Perjslarnan Dinas berdssarkan

Surat Tugsis Nomior M T —— dar.  SPT
[T !szggal e ek aras narmia !
Nania o i s RS 24 S b e AL e o gt S
NP Bgem. . = 17
Jabatarnr B th b e ey
Uni Orgarisasi e
Lembags B e e e e e s .10
Dibataiks o sesual dengan surst Pemtystass Pembaralar Tugas Perjalsrarn Dnvas
Bemwor,.......... cavgeal. . . ........... Berkemaan dergan pembatslan
tersebut,  hiays transport berupa ............... (14 SR dan biege
pergrapar vang telak terlarjur dibesarkar atas beba: DPA- SKPD rdak dapat
dikembalikan/retund Iscbagian{seluruhniyal sebesar
i N i schilxgge dibcbarkanr pada DPA-SKPD
Hammor:...... . ..o T R, o T 1131,

Dern dkisr:  surst perngstesn i dibuat  derngar  sebenarmya  dan apabils
dikem.udiar hari ternysts surat pernyatssn i tdak benardar menimbulkan
kerugiar Negarasays beranggurgawab peruk dar be rsedis  meryvetarkian
kerugiar daerahl tersebut ke Xas daerabk.

THRRT SIS« ¢
\u'q \l:r.*bunz Ptrﬂvnuu‘

........ PSRRI |1 | - |

Petunjuk Pergisian Formar Surar Pemyatsar: Pe mbarslar Tugas chalsr an ux 788

Jabatar :

11 Diisi name PARPA SKPD,Unit Kerja SKPD yang dibebard bisya perjalanan
dirasnya

(2t Dini NP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani bisya perjalanan
dinasnys

131 Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Xerja SKPD yarg dibebari biaya
perjsianan dirasnya

4 Diisi nama Urit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalaran dinasr.ys

151 Diisi nama SKPOC yvan.g dibebari biays perjalar.an dinasrys

161 Diisi nams Pelaksans SPPD

(71 Diis: NIP Pe laksans SPPD

181 Diisi jabatar Pelaksana SPPD

194 Diisin ama Unrit Kerja SKPD yang dibebari biaya perjalarar dicasnya

1101 Diist nams SKPD yang dibebani bisys perjaian an dirasnya

1111 Diisi transport yangd igunaksn

t12) Diist dengan junilah rupiah hisva transport darn posgic.spal yang tidak
dspat dikembsliken/refurd scbagiaiseluruhnys

113) Diisi momor DPA-SKPD, wanggal dar nania SKPD yang dibebari biava
perialan an dinasnya

11=} Olisi dergan ter pat dar: tan ggal me.an datargani surat perrnysatasan

1151 Diisi tandatangar. dar ranie jelas PA/RPA pada SKPD/Lrnit xerja SKPD
sang dibebanri bisva perjeiarar dirasnya.
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110. Daftar pengeluaran riil

DAFTAR PE NGELUARA! RIIL
Yangbertaiidawsrgan dibawsl ini:

Narma
NIP
Jabarar

Berdasarkan Surat Perintaly Tugas ISPT| Nonior | MR .. Tanggal
........ dengern ini kami menysatakan dengar se sunggubnys bahwa:

1

1. Biays penginapenr dar/atau biaya transportasi dibawak ini vang tidek dapet
diperolels bukti-bukti pengeluarancys, sueliputi ¢

No. URAIAN JUMLAH

] 2 3

JUAMLAH

2. Jumlah uang tersebut pads sngka | diatas. benar-bensr dike lusrk an urtuk
pelaksarasr perjialaran dinas dimaksud dar apabils 4 ikerudisc hari
terdapat kelebilar artss peribavaran, kami bersedia unrtuk menryetorkan
kelebikar rersebut ke Kas Daerak.

Demikiar. permysras: int kami buat derngan seberamya. urrtuk diper gurskas
scha gsintara mesrnys.

o..tsrgegakb ulsrn, tabiun
Mergewabiui/Metiyetujun
Perggur.a An.ggarse:n ¢ Pelaksana SPD
RXuass Periggura Anggaran

R T A - e
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111. Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif)

DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALATNAIN DINAS PESERTA

KEGIATA™
TANGGAL S/D.
Bayz Rapud
= : Uang Biaya Barya Taks. Tes:/ JUMLAH
) BSTo Reeokain kil Haran Penginapan Perjaianan | Pemertksaan Rp e
amnnva
L] ; ] E] 3 3 = F3-1-3-3-° 5

TOTAL

-t A RRS 1, Dulan, tanan

Mergetahuiy Menyeruiui
18 Anggarany Pejatar Pelakaans Telmi ilogatar.
Kusss Pergpun.a Anggaran

Lt NIP.
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112. Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

B
L
ek KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA ...........

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat, tanggal lahir
NIK

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat

Tugas nomor ....... tanggal ........ eenaneee e dBlBM rangka melaksanakan
kegiatan .............. N SN
| RS dari tanggal .....8.d. ..........

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima)
hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya per alanan
dnas apabila biaya penalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya
perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku_

Demkian pemyataan ini saya bust dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa
paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dan/atau
penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang beriaku.

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10 000
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113. Kuitansi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

«§0 =

mg KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran:
No. Kutansi:
KUITANSI

Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar Sl o
Terbitang
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegatan

dengan rincian:

1.uang hanan JH
2 beya transportasi B
3.biaya penginapan Oy PR
4uang representasi perjalanan dinas: Rp..................
Sbiaya taksi 2 S
Penenma
ttd
Matarel
Rp10 000
Menyetujui
Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Bendahara
Anggaran, Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,
ttd ttd

shi ks, GGl AaStls 00 paaas

NIP NIP
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114. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan

| 3 Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD

Kepada
Nomor S Bupa: Wakazobi
Siz'ar : Penting Cq. Sexre:aris Daerah
Lampiran :lisatu} berkas selak Kerua TAPD
Perihal : Usulan pergeseran anggaran d. -
antar obyek belanja dalam Wang..Wang:
jenis belanja yang sama
pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A.......

Dengan memperhatixan ketentuan Peraturan Buparti
Wakatobi Nomor ... Tahun 20.. entang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakarobi Tahun Anggaran
20..., dengan in: lkam: mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar obwek belanja dalam jenis belania
berkenaan pada sub kegaran yang sama dalam APBD
Tahun Anggaran 20, dengan alasan dan perunbangan
sebaga: berkar
| = y AT |
2 ’
3. Diaw

Berdasarkan hal tersebur diatas, kam: mohon
pemmbangan  Bapak unmak  dapar  kiranya usulan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir
dba.nas olen TAPD, untuk selanjamya dituangizan dalam
SK Persetujuan Sekretaris Daerah sebaga! dasar penerbizan
rancangan perubahan DPA-SKPD.

Demitian unvax dimakiumi dan atas pe.timbangan
Bapax diacajdi<an terima Kasih.

Wang-\Wangi, ............

Kepala SKPD,

Nama
NIP.

Tembusan :
Yth. Kepaia Badeann Perencanaan, Penelizian dan Pengembangan
Daerah Kad Wakazob:;

2. Kepala BPKAD Kab. Wakarobt
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2. Format daftar rincian usulan pergeseran

FERGESERA 'Y ANGE AN ANTAR DBIEK BELANA DALAW JIN IS BELANIA YANG SAMA PADASUB KESATAN BERKENAAN

B e e
23T ene it
= ¢ AR~ H

LT h L RT3
Sagam

LT

DAFTAR ANCIAN

NTH KATOR

SERELUV

SESLLAN

D3t Ggatae
& 13

-3t

<43 ™D« E@nsc

RS AN PERGE SERAN ANGGARANBEA A

Senzoum Peruban bs

ireanfe wanan

Hkmsetdawktb 0251006
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Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
NOMOX : ...ccovvresceasasnesasns/ TAPD /20xx

Pada hawi nf ... ... tanggal ...... Tahun ..., berdasarkan usulan dar:

Kepala SKPD ..., menyangkut Surat Nomor:

Subsrans: Usulan:

a. Pergeseran antar odiex dalam jenis yang sama pada sub xKegatan
bersenaan;

b. Pergeseran antar nncian odjek dalam objek vang sama dalam sati
jenis pada subk egiatan ber enaan;

c. Pergeseran antar sud nncian objex dalam rincian objex dan daam
obrex vang sama daiam sartujen:s pada k-egiatan berkenaan;

d. Pergeseran aras wuralan dari sudrincian opjex.

e Pergeseran anggaran vang menyvebabxan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan;
Sub Kegiatan: ., Telah dilakukan penelittan
dan analisis zerniadap usulan pergeseran vang diajuxan oleh Kepala SKPD
terse’>ur di atas.
Berdasarxzan pembahasan yang diaA-ukan, maka disimpulk-an sedaga:
berik ur
. Usulan pergese:'an anggaran ............... {Pith saiah satul
DAPAT DISETUJUL

2. Usulan pergeseran anggararl ................. {Pilih saiah satu}

TIDAK DAPAT DISETUJUL

3. Hal-ha! peningiainnya ...

Demikian berita acara ini diduar anmk dipergunakan sebagaimana
mes: inya

Wang-Wang:, Do x

PFERSONALIA TAPD,

Nama Lengk ap iranda tangan)
‘Kepala Buppeda,

2. Nama Lengx ap tanda tangan)
Kepalu BPKAD)

3. Nama Lengikap (randa ranga.n)
[Rubag Pembuangunan)

&

Nama Lengk ap franda tangan)
{Kubid Anggaran)

¢}

Na:ma Lengkap tanda tangan)
Rabwd Perencanaan Makros
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KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: TAHUN 20..
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN
BERKENAAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimisang

Menginga:

Menetaps an

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. bahwa dalam rangka terub admirustrasi anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepa: guna

pada  SKPD , perlu diaxuitan pergeseran
anggruan yang tercannam dalam DPA.SKPD Tahun
Anggaran 20 ;

5. bahwa pergeseran anggaran sedagaimana dimaxsud
pada hu:e a telah dibahas oleh TAPD, dan
dilaxsanaxan berdasarkan persetujuan Seikretan s
Daerah sesua! ketentuan pada Bab VI huraf D
larmpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
tentang Pedoman Texnis Pengeoaan Keuangan
Daeran;

e bahwa Dberdasark an pertiimbangan sebagaimana
dimasxsad pada huru! a dan b perlu meneiapxan
Keputusan Sexreraris Daerah tentang Persetuman
Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Osyek Belanja
Daiam Jen:s Belanja Yang Sama pada sub Kegatan
berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran 2 0.

1.  Undang-U: dang Nomor. ..
a. ratara:t Pemandang-undangan lainnya vang relevan

MEMUTUSKAN

Menyetujui fasi pembahasan TAPD terhadap pergeseran

anggaran aniar odye< Deianja dalam jenis belanja vang

sama pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun

Anggaran 201X, sebagaimana tercannam dalam Lampran

sebaga: bagian yang tidax terpis ahxan dar: Kepurasan ini;

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dixum Kesatu

Kepurtusan in: menjad: dasar daam:

a. Penerblzan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan pe.randang-undangan; dan

b. Pelasx sanaan pembdavaran setelah pengesahan DPPA-
SKPD.

Kepurusan ini mulal berlaku sejak tangga! diterapizan dan

nanya berlaku unraxk Tahun Anggaran 20m«x.

Dizetapxan d: Wang:-Wang
Pada Tanggal : &

SEKRETARIS DAERAH

NAMA TANNPA GELAR
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115. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu
jenis pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada
Nomaor Bupa:: Wa:<atod:
Sufar : Penting Cq. PPKD
Lampiran : [ isatu) derxas d: -
Per:hal - Usulan pergeseran anggaran Wangi-Wang!

antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja yang sama
dalam satu jenis belanja

pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan memperhati<an Kerentuan Peraturan Bupati
Wakarob: Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Waikatobi Tahun Anggaran
20., dengan in! kami mengajkan usulan pergeseran
anggaran antar rincian odyek belarna daiam objex belanja
vang sama pada sartu jenis belanja pada sub kegiatan yvang
berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran 20.., dengan
aiasan dan pertimbdangan sebaga! beriku -

2, Bss

Berdasarxan hal tersebur diatas, kKem: mohon
pertunbangan Bapak untux dapar kiranva usulan
Joergeseran anggaran dengan rincian sebaga:mana terlampir
dibahas olen TAPD, untuk selanjuinyva dituangkan dalam
SK Persewujuian PPKD sebage! dasar penerbitan rancangan
perubahan DPA-SKPD.

Demikian unmuk dimaxiniri dan atas perimbangan
Bapak diucapkan terima l<asi.

Wangi-Wang, ... ...... 2019
Kepala SKPD,

NIP.
Tembusan :
I. Yth. Kepaia Badan Perencanaan, Penelmnian dan Pengembangan
Daeray Kad. Waisazobl;
2. Kenaia BPKAD Kan, Wakatobt
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

DAFTAR RINCWAN

FERGESERAN ANTAR ANDIAN DRIEK BELANIA DALAW DRIEX SELANIA YANG SAMA DALAW SATUJENISBELANIA PADA SUB KEGIATAN BERKENAAN

Jrus3 Samer manet
#337g Famem 13m0

4%t Deganess
SRR i P R 1
eagram
LT R
NDWATOR SEDELUM SESUDAR
SSE WBE 3TE*
@
-3
<2 amzoe Tas3-a-
RNCIAN PERGESERATY AN ZZANRAN BELANID
Sederam Prrisbat um SexanPerad anas ——
i mpar
wode rmeinng Uraian =3g3 L 1P -
vaume || satuan man | sdume | satudnm pamisn | (Dersarangi
Satuss Saru pe
B e SR
@ns3 8T
B
L' L.
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
IOHTERTE emss s s ssmminmsieiinbin /TAPD/20xx

Pada hari ini ... tanggal ....... Tahun ... , berdasarkan usulan dari

Subsmlans: Usulan:

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objpk dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub nncian objek dalam rmncian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas uraman dan sub rmcian objek.

e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD.

(pi lih salah satu yang berkenaan;
Sub Kegratan: ... ... , telah dilakukan penelitian

dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajuk an def: Kepala SKPD
tersebut diatas

Berdasarkan pembahasan vang dilakukan maka disimpulkan sebagai
?erlf)ks’:;n pergeserananggaran ......... g0 (Pillh salah satu).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran ................. (Pillh salah sat).
TIDAK DAPAT DISETUJUIL
3. Hal-hal pentng lainnva ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
meshnya.
Wangi-\Vangi, ...... 20xx
PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengi ap (tanda tangan)
(Kepala Bappeda |

2. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Kepala BPKAL)

(]

Nama Lengkap (anda tanganj
{Ka bag Rem bangninan;

4. Nama Lengkap (mnda tangan)
(Ka bxl Anggaran)

w

. Nama lengkap {tanda tangan)
{Kabd Ferencanaan Makroj
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ..........
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admmistrasi anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna

pada SKPD ... ., perlu dilakukan pergeseran
anggaran vang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20.;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dibahas olkh TAPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persemijuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menter: Dalam Neger: Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Antar ... ... dalam APBD Tahun Anggaran 20....

Mengmgat 1. Undang-Undang Nomor .........;

2. Peraturan Perundangan vang lain yang relevan;
MEM UTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menvetuju hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran antar rincian obwek dalam obvek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Angparan 2050k sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan mai;

KEDUA . Persetujuan sebagamana dimaksud dalam diktum Kesam
Keputusan ini menjadi dasar dalam :

a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKPD

KETIGA : Kepumisan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapk an di : WangrWangi
Pada Tanggal S

PEJABAT PENGELOLA KEUAINGAIN
DAE RAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR
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116. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada
Nomor R Bupati Wakatobi
Sifat : Perrmg Cq.PPKD
Lampiran :1(sat) berkas di-

Perihal : Usulan pergeseran anggaran Wangi-Wangi
antar sub rincian obyek
dalam rincian obyek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor ... Talmn 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun A.nggaran
20.., dengan i1 kami mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian objek yvang
sama pada sub kegiatan berk enaan dalam APBD Tahun
Anggaran 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebagai
berikut

Berdasarkan hal tersebut diatas, kam:i mohon
perumbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir
dibahas oleh TAPD, untuk selanjumrva dituangkan dalam
SK Persemijuan PPKD sebagai dasar penerbitan rancangan
perubahan DPA-SKPD.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan
Bapak diucapk an terima kasth.

Wangr-Wangt, ............ 2019
Kepala SKPD,

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan
Daerah Kab. Wakatobi;

2. Kepala BPKAD Kab Wakatobi
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

Urusan Pemerintahan |
Bidang Pemerintahan :

Unit Organisast

Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

INDIKATOR _

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

SEBELUM SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2 - Bertambah/
Kode rekening Uraian Harga Harga
volume | satuan Jumlah | volume | satuan Jumlah | (berkurang)
Satuan Satuan
Wangi-Wangi, ......eew.-
Kepala SKPD......

NIP..
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
DEEENONE 8. cssnnionsssnssassamasmss /T APD/20xx

Pada hari ini ... tanggal ... Tahun ... . berdasarkan usulan dari

Kepala SKPD ..., menyrangkut Surat Nomor:........

Subsmn siJsulan:

a. Pergeseran antar objek dalam jerus vang sama pada sub kegiamn
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objk dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

¢. Pergeseran antar sub rircian objek dalam nncian objyek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas uraian dan sub rmcian objek.

e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan)
Sub Kegiatan : ... telah dilakukan penelitian

dan analisis rerhadap usulan perg&neran ¥ ang dxa;ulran oleh Kepala SKPD
tersebut di atas

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebagai
?erl:}:ﬁan pergeserananggaran ... (Pilh salah satu).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran .................. (Pilh salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUJUI.
3. Hal-hal penting lainnva ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagamana
mesana.
Wangi-Wangi, ...... 20xx¢
PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
(Kepala Bappeda)

2. Nama Lengkap (tanda tangan)
(Kepala BPKAL)

w

Nama Lengkap {tanda tangan)
(Ka bag Fem bangninan)

4. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Kabd Anggaran)

5. Nama Lengkap {tanda tangan)
{Ka bid Rerencanaan M'akro)
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ..........
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a  bahwa dalam rangka tertib admirustrasi anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna

pada SKPD ... . perlu dilakukan pergeseran
angparan vang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20..;

b. bahwa pergeseran angparan sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah dibahas okh TAPD, dan
dilaksanakan berdasarkan persemijuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menter: Dalam Neger:i Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢.  bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
HGE ......... dalam APBD Tahun Anggaran 20....

Mengmngat 1. Undang-Undang Nomor ........... ]

2. Peraturan Perundangan vang lain yang relevan;
MEM 1JTUSKAN

Mener apkan :

KESATU . Menvetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
arggaran antar rincian obi'ek dalam obyek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebaga: bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ing;

KEDUA Persetujuan sebagamana dimaksud dalam diktum Kesam
Keputusan ini menjadi dasar dalam-

a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKPD

KE TaA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
hanva berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : WangriWang:
Pada Tanggal -

PEJABAT PENGELOI.A KEUAINGAIN
DAERAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR
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117. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

1) Formatsurat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada

Nomor - Bupart Wakazabi
Sifat : Penting Cq. Sexrera:-is Daerah
Lampiran :lisatu} bericas seiaxu Ketua TAPD
Periha!l : Usulan perubahan uraian d: -

dari sub rincian obyek Wang:-Wang:

belanja APBD T.A. 20...

Dengan memperhatikan Keentuan  Peraturan
Bupaz Wakatob: Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabuparen Wakatob: Tahun Anggaran
20., dengan ini kam: mengajuken usuian pergeseran
anggaran antar sub nncian obvexk belanja dalam nncian
oljek delanja yvang sama pada objex l>elanja vang sama
satu jenis lselanja pada sub lkzegatan vang berkenaan
dalam APBD Tahun Anggaran 20.., dengan alasan dan
periimbangan sebaga! berikur:

2 A
8. Diss:

Berdasarkan ha! tersedur diatas. xami mohon
perimbangan Bapax untuk dapa: ranya usuian
pergeserany  anggaran dengan rincian  sebagaimana
terlampir didahas oieh TAPD, unmuk seianjutnva
draang:<an dalam SK Perserufaan PPKD sebaga: dasar
penerbizan rancangan perudahan DPA-SKPD.

Demixian unmax dima kum: dan atas perumdangan
Banak diucapxan terima <asih.

Wang:-Wangi. ........... 20..
Kepalia SKPD,

Nama
NIP.
Tembusan:
Yin. Kepaia Badan Perencanaan, Penelnian dan Pengembangan
Daerah Kad. Waizazoi;
2. Kepal BPKAD Kab Wakartob:
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

INDIKATOR SEBELUM SESUDAH
Lokasi Kegiatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran
RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
S Perub. lah Perub
: . ebelum Perubahan Setelah Perubahan ——
Kode rekening Uraian Harga Harga
volume | satuan Jumlah | volume | satuan Jumlah | (berkurang)
Satuan Satuan
Wangi-Wangi, ...

Kepala SKPD......
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
NOmMOT:....c.ccorrinvseecnssas/ TAPD/ 20%K

Pada hari ini ... tanggal ....... Tahun ..... , berdasarkan usulan dari

Kepala SKPD ..., men vangkut Surat Nomor:........

Substans: Usulan :

a. Pergeseran antar objgk dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objk dalam objek yang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rmcian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas urasan dari sub rmcian objek.

e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan)
Eoal EREENORN 3 - , telah dilakukan penelitiara

dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajk an oleh Kepala SKPD
tersebut diatas

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebagai
‘1).8 1'I.X‘):_r.\::]:an pergeserananggaran ................ (Pilih salah satu).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran .................. (Pilh salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUJUL
3. Hal-hal penting lainmva ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimmana
meshnya.

Wangi-Wangi, ...... 203xx

PERSONALIA TAPD,
1. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Kepala Bappeda)

2. Nama Lengkap (manda tangan)
(Kepala BPKALD)

(7]

Nama Lengkap {anda tanganj
{Ka bag Fem bangn anan}

4. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Ka bd Anggarany

5. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Ka bl Rerencanaan Muaioo)
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4) Surat PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARARN ANTAR ..........

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Menimbang

Mengingat

Mener apkan

KESATU

KEDUA

:1. Undang-Undang Nomor ........... ]

KABUPATEN WAKATOBI

a. bahwa dalam rangka tertb administrast anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna

pada SKPD ... , perlu dilakukan pergeseran
anggaran vang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20..;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada muruf a telah dibahas olth TAPD, dan
diiaksanakan berdasarkan persemijuan PPKD sesua:
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
tentang Persemujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Antag ......... dalam APBD Tahun Anggaran 20....

2. Peraturan Perundangan vang lain yang relevan;
MEWMUJTUSKAN

Menvetuyju hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran

anggaran antar rincian obyvek dalam obvek vang sama

pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun

Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

sebagai bagian vang tidak terpisahkan dar: Keputusan g

Persetujuan sebagammana dimaksud dalam diktum Kesam

Keputusan ini menjadi dasar dalam :

a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKPD

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Datetapk an di : WangrWangi
Pada Tanggal

PEJABAT PENGELOLA KEUAINGAIN
DAE RAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR
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118. Pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dengan
pemberitahuan ke DPRD

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada

Nomor : Bupari Wakatobi
Sifar Penting u.p. Sexreraris Daerah
Lampiran :ljsazwu] derkas selasu Keraa TAPD
Perthal : Usulan pergeseran anggaran d. -

Yang menyebabkan Wangi-Wang:

Perubahan APBD T.A. 20..

Dengan memperhan.kan Kkerentuan Peraturan Bupau
Wakamobt Nomor .. Tahun 20. crentang Pedoman
Pearsa:iaan APBD Kabupaten Wakatob: Tahun .Anggaran
20.., dengan in: kam: mengajuxan usulan pergeseran
anggaran yang menyvedadizan Perubafian APBD Tahun
Anggaran 20.. dengan alasan dan pertimbangan s édaga:
Dermut
ihila periu dibuat rincian yang lebih detil dalam
bentui narast a:au marrixs/dafrarj;

2 ibiia peria dibiaar rincian vang lebih detl daiem
bSenTx naras! atau matriks/daftar):
3. Dst

Menurar  hasil  evaluasi  lkami, untuk  dapart
melaksanakan Kebiaian/program Iersedut termyata tidak
tersedia anggarannya dalam APBD TaA. 20.. sementara
pelaxsanaannva akan diadukan  sebeium  penetapan
oerubahan APBD TA. 2 0.. Sehubungan dengan ha! tersebu:
maxa menurar pendapa: zamu perlu dipdutany pergeseran
anggaran antar ... vang menyvebabkan Perudahan APBD
dengan rincian perubanan sebaga:mane teriampir.

Berdasari<an ha! ‘tersebu: diatas, kam: mohon
pertmbangan Bapax untux dapar laranya usiilan pergeseran
dimeksud disahas dan disetuju: oleh TAPD

Demixian untak dimaidum: dan amas pertimbangan
Bapak d:ucapkan tenma xasih

Wang.-Wang, 20
Kepala SKPD,

Nama
NIE:
Temoiisan
1. Yih. Kepala Badan Perencanaan, Peneliian dan Pengemdangan Daerah
Kab. Waikatodi;
2. Kepaia BPKAD Kab. Wakatob.,
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran
DAFTAR RINCIAN

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi
Sub Unit Or ganisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

INDIKATOR

SEBELUM

SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN

BELANJA

Kode rekening

Sebelum Perubahan

Uraian
volume | satuan

Harga
Satuan

Jumlah

volume

Setelah Perubahan
Harga
satuan Jumlah
Satuan

Bertambah/
{berkurang)

Hkmsetdawktb 0251006

Wangi-Wangi, w.........

Kepala SKPD......




-257-

3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
IRORIMOIL 3. » cemananssmncnnmsia ../ TAPD/202x

Pada hari ini ........... tanggal ....... Tahun ... , berdasarkan usulan dari

Substans Usulan:

a. Pergeseran antar objek dalam jenus vang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rnincian objek dalam mncian obgk vang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas urasan dari sub rmcian objek.

e. Pergeseran anggaran yang men)rebabkan perubahan APBD.

{ptlih salah satu yang berkenaan)
Sub Kegiatan .. ........oooooiiiiiiiiiiiiiiiiieee , telah dilakukan penelrtian

dan analisis terhadap usulan pergeseran vang diajukan oleh Kepala SKPD
tersebut di atas

Berdasarkan pembahasan vang diakukan maka disimpulkan sebagas
t1,.“2 rl‘}’;thn pergeseran anggaran ................ (Pilih salah sam).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran .................. (Pilih salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUJUL
3. Hal-halpentmg lainmva .....

Demiksan benta acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestnyva.
Wangi-\WVangi, ...... 20501

PERSONALIA TAPD,

1. Nama i.engkap (tanda tanganj
{Kepala Bappeda)

2. Nama Lengkap (tanda tangan)
(Kepala BPKAL)

w

Nama [.engkap (tanda tanganj
{Ka bag Rem bangrinan)

4. Nama Lengkap {tanda tangan)
(Kabd Anggaran)

(¥ 1]

. Nama I.engkap {tanda tangan)
(Kabd Rerencainaan Makrof
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4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD

KOP SURAT
BUPATI
Kepada
Nomor Pimpinan DPRD
Sifar : Renting Kabuparten Wakatobi
Lampiran : Lisatu) beskas d: -
Perthal Pemberitahuan tentang Wang:-Wangi

pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan
APBD T.A. 20xx

Dengan memperhatikan ketentuan  Peraturan
Bupartt Waxatob: Nomor Tahun 20.. zeman g Pedoman
Pelaxsanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaien Waxaiob: Tahun Anggaran, dengan ini <ami
melaxd<an pergeseran anggaran yang menyebdadsan
Perabahan APBD Tahun Anggaran 20xx dengan
melaxuaxan  Perubahan  Perataran Bupau  tentang
Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan
sebaga! berikut
1.
Z

3

Demirian disampaizan ianrux dimaxiami dan artas
Joernanannya diuicapkan terima kasth

Wang:-Wangi, 20

Bupati Wakatobi,

Nama
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119. Format Stempel tanda terima Nota/bukti pembayaran/pembelian
oleh PPK

BARANG TELAH DITERIMA BAIK DAN LENGKAP
SESUAI UKURAN DAN JUMLAH

Nomor :
Tanggal diterima :

Pejabat Pembuat Komitmen
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120. Format Nota Pencairan Dana (NPD)

BEFE.ciias

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
|\ o

Jenis
PPTK
Program
Kegiatan
Sub Kegilafan ;. . cisssssinssvmsss
No.DPA

Tahun Anggaran

:O Panjar O Tanpa Panjar

Rincian Behnja:

. Tanggal: ..............c.

No | Kode Rekening Uraian

Anggaran

Sisa
Anggaran

Pencairan

Jumlah [

Disetujui Oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Nama
RIBL o iiisiain

Disiapkan Oleh,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama

[ 1)L R

BUPAYI WAKATOBI,
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